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PERNYATAAN
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di swatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya, Pengetahuan yang

diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya

dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.




MOTTO

o It is good to be important people but it is to
be a good people is more important.

o As accurate as notary, as smart a lawyer,
as careful as theorist.

o There is no unsolve problem although it is
very difficult, when there is a will, there is

a way out and the God will bless it.
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ABSTRACT /(-

Notary’s Position In Making Bussiness Contract Certificate Based On Civil
Law In Indonesia. Rayan Riadi, Pages 110, Thesis, Semarang, Study
Program Master of Notary, Master Program University of Diponegoro.

The functions and authorities of notary as stated in article one PIN Stbl.
! 1860 number 3 as follows : notary as a public function authorized in making
authentic business contract due to all the action agreement and other decision
wanted by the significant party to be stated in the authentic certificate, in this case
included business contract certificate.

/ As the growing industrial world and our society today as the effect of
modemism in Indonesia and the globalization, the need of notary’s service is
growing. In other of that, the ﬁmcti‘(?)’gts) aIrl\g ;he authrities of notary are not as
normative as stated in article 1 PJN. Besides for making the authentic certificate,
notary also doing w_e}%g‘_lg'_ng and legalisation all the agreement and letter or

legal opinion, before a deed is made to the concerned party and others in

yuridically especially due to the civil law.
‘ The duty and the authoritics in making the authentic deeds includes

! ! business contract deed, followed by responsibilities which are ruled in PJN or
| 1\{ ethic code for notary profession, but this responsibilitis of notary is limited to
\ what are constrained in notarial deed, the contains and the material in the business
l\ contract are fully responsible for the concerned party which are dealed by that
w ‘% - agreement. _
| The data used in this research are primary and secondary data. The taking
' sample method used in this research is purposive sampling, and the technique of
analyzing data is qualitative

To solve the limitation of notary profession rule about the fieid of the
function and authorities, it is necessary to issue the laws for new rule of notary’s

function as the growing situation and condition in sociaty.




ABSTRAK

KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA KONTRAK BISNIS
MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA. Rayan Riadi, 110
Halaman. Tesis, Semarang, Program Studi Magister Kenotariatan, Program
Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

Tugas dan kewenangan notaris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 PIN
Stbl. 1860 No. 3 sebagai berikut : Notaris selaku pejabat umum berwepang untuk
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang
diinginkan oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,
dalam hal ini termasuk akta kontrak bisnis.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan masyarakat dewasa 1ni di
Indonesia akibat dari arus modernisasi dan globalisasi, maka kebutuhan akan jasa
notaris semakin meningkat, oleh karena itu tugas dan kewenangan notaris tidak hanya
terbatas secara normatif sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 PJN tersebut.
Selain membuat akta otentik yang merupakan tugas dan kewenangannya sehari-hari,
notaris melakukan juga pendaftaran (waarmerking) dan mensahkan (legalisasi) atas
akta-akta atau surat-surat dibawah tangan, memberikan naschat hukum (legal
advisor) ataupun pendapat hukum (fegal opinion) sebelum suatu akta dibuat kepada
para pihak serta pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yundis terutama yang
menyangkut masalah hukum perdata dalam arti luas (privaai).

Tugas dan kewenangan membuat akta otentik termasuk akta kontrak bisnis
tersebut, ditkuti pula oleh tanggung jawab notaris baik itu yang sudah ditentukan
dalam Peraturan Jabatan Notaris (PJN) maupun Kode Etik Jabatan Notaris. Namun
tanggung jawab notaris hanya terbatas pada apa yang dikonstantimya dalam suatu
akta notariil, sedangkan mengenai isi atau materi yang ada dalam akta kontrak bisnis
sepenuhnya tetap merupakan tanggung jawab para pihak yang telah menyepakati
kontrak bisnis tersebut.

Adapun data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data primer dan data
sekunder. Metode pengambilan sampe! yang digunakan dalam penelitian im adalah
metode purposive sampling, sedangkan teknik analisa data yang digunakan adalah
kualitatif.

Untuk mengatasi keterbatasan dari Peraturan Jabatan Notaris mengenai ruang
lingkup dari tugas dan kewenangan notaris, maka perlu segera diundangkan Peraturan
Jabatan Notaris yang baru sesuai dengan perkembangan, situasi dan kondisi dalam
masyarakat.




KATA PENGANTAR

S 1 [ 1
Assalamualaikum Wr.Whb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan
rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini
yang berjudul : “KEDUDUKAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA
KONTRAK BISNIS MENURUT HUKUM PERDATA DI INDONESIA”.

Penulisan tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna
menyelesaikan studi pada Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
Semarang.

Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis yakin tesis ini masih
jauh dari sempurna dan harapan, oleh karena keterbatasan ilmu pengetahuan, waktu,
tenaga serta literatur bacaan. Namun dengan ketekunan, tekad dan rasa ingin tahu
dalam pengembangan ilmu pengetahuan, akhimya penulis dapat menyelesaikannya.

Penulis sangat menyadari, bahwa tesis ini juga dapat terselesaikan dengan
bantuan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Segala bantuan, budi baik dan uluran
tangan berbagai pihak yang telah penulis terima 'baik dalam studi maupun dari tahap

persiapan penulisan sampai tests 1m terwujud tidak mungkin disebutkan seluruhnya.
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Meskipun hanya beberapa nama yang disebutkan di sini, tidak berarti bahwa penulis
melupakan yang lain. Tanpa dukungannya tidak mungkin penulisan tesis ini dapat
terselesaikan.

Dari lubuk hati yang dalam penulis sampaikan rasa hormat dan banggaku
kepada kedua orang tuaku, ayahanda Moechanumad Satar Gindang dan ibunda
Rohayati, yang telah membesarkan, mendidik, menasehati serta mendo’akan yang
tiada henti-hentinya sampai hari ini serta hormat dan banggaku kepada ibunda mertua
Hj. Svi Purnamawati, BBA yang selalu berdo’a untuk keselamatan dan kesuksesan
penulis.

Rasa hormat dan terima kasib juga penulis sampatkan kepada pihak-pihak
yang telah membantu, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program
Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro dan sewaktu penelitian guna
penulisan tesis ini, antara lain kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Eko Budihardjo, MSc selaku Rektor Universitas Diponegoro
Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. Soeharvo Hadisaputro, dr.Sp.PD(K) selaku Direktur Program
Pascasarjana Universitas Diponegoro.

3. Bapak Prof. LG.N. Sugangga, SH selaku Ketua Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro.

4, Bapak R. Suharto, S.H. MHum selaku Sekretaris Program Studi Magister

Kenotariatan Universitas Diponegoro.




. Bapék H. Achmad Busro, S.H., MHum dan Bapak Suradi, S.H., MHum, selaku
pembimbing dalam penulisan tesis ini yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu,
tenaga dan pikiran dalam memberikan pengarahan, masukan-masukan serta kritik
yang membangun selama proses penulisan tesis ini.

- Bapak Sukirno, S.H., MSi sclaku Dosen Wali pada Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro.

. Para guru Besar beserta Bapak/Ibu Dosen pada Program Studi Magister
Kenotariatan Universitas Diponegoro yang telah dengan fulus menularkan
ilmunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Magister
Kenotariatan .

. Tim Reviewer proposal penelitian serta Tim Penguji tesis yang telah meluangkan

waktu untuk menilai kelayakan proposal penelitian penulis dan bersedia menguji

tesis dalam rangka meraih gelar Magister Kenotariatan di Universitas Diponegoro

. Bapak/Ibu Notaris-PPAT di Pemerintah Kota Semarang yang telah bersedia

menjadi informan maupun responden dan dengan bersahabat memberi data vang

penulis butuhkan. Tanpa bantuan Bapak/lbu sekalian tesis ini tidak mungkin

terwujud.

10. Staf administrasi Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro

yang telah memberi bantuan selama penulis mengikuti perkuliahan.




11. Galuh Pitaloka, S.H.,Sp.N, Dewi, S.H.,Sp.N dan Novita Arie DRN, S.H., Sp.N
(Angkatan *99), yang telah memberi bantuan bahan-bahan perkuliahan, semangat
serta dorongan selama penulis mengikuti perkuliahan dan menyusun tesis ini.

12. Rekan-rekan mahasiswa/wi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro
(Angkatan 2000), yang telah begitu banyak membantu, mendorong dan menjadi
mitra diskusi selama penulis menjadi mahasiswa hingga penyelesalan tesis ini.

13. Kedua kakakku Lis, Adi dan adik-adikku Ante, Imas, Ito, Lia serta adik-adik
iparku Budi, Tenri, Hadi, Heri, Satri dan Ari yang selalu berdo’a untuk
keselamatan dan kesuksesan penulis.

Akhimya untuk istriku tercinta Qkti Yusriani Silondae, BBA., S.H. dan
putraku vang tersayang Evan Gading Prayoga, penulis ucapkan banyak terima kasih
yang telah dengan tulus ikhlas, setia menanti dan selalu memberi dukungan do’a serta
nasehat kepada penulis selama menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.

Karena menyadari kekurangsempurnaan penulisan tesis ini, maka dengan
kerendahan hati penulis menyambut masukan yang bermanfaat dari para pembaca

sekalian untuk memberikan kritikan dan saran-saran yang membangun,

vi




Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif
bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan ilmu
hukum perdata pada khususnya.

Wassalam Wr. Wb.

Semarang, Oktober 2002

Penulis,
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BAB 1

- PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lembaga kemasyarakataﬁ vang dikenal sebagai notariat ini timbul darn
kebutuhan dalam pergaulan sesama manusia, yang menghendaki adanya alat bukti
baginya mengenai hubungan hukum keperdataan yang ada dan atau terjadi di
antara mereka, suatu lembaga dengan para pengabdinya yang ditugaskan oleh
kekuasaan umum (openbaar gezag) untuk dilmana dan apabila Undang-uindang
mengharuskan sedemikian atau dikehendaki oleh masyarakat, membuat alat bukti
tertulis yang mempunyai kekuatan otentik.’

Adapun penyebab kebutuhan masyarakat akan jasa notatis sebagai pembuat
akta semakin meningkat dalam kehidupan sehari-hari, dikarenakan semakin banyak
orang atau badan usaha melakukan perjanjian-perjanjian atau kontrak yang dibuat
secara tertulis yang dituangkan dalam bentuk akta notaris. Oleh karena itu dirasakan
perlunya akta notaris sebagai alat pembuktian tertulis yang penting dalam praktek lalu
lintas hukum dalam masyarakat yang semakin maju dan kompleks,

Hall ini adalah logis karena setiap orang yang mengikat perjanjian (kontrak) akan
menimbulkan hubungan hukum yang memberikan hak dan meletakkan kewajiban

pada masing-masing pihak yang membuat perjanjian (kontrak), sehingga hal yang

! G.H.S. Lumban Tobing, Peraturan Jabatem Notaris, Erlangga, Jakarta, 1999, hal. 2.
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sangat penting mengingat kepastian hukum yang lebih besar yang mengikat bagi
mereka yang mengadakan perjanjian tersebut.

Keberadaan lembaga notariat sudah dikenal di Indonesia sejak masa
pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang pada waktu itu lembaga ini terutama
diperuntukkan guna kepentingan penduduk golongan Eropa. Oleh karena itu tidak
mengherankan bahwa apabila ada orang-orang Indonesia yang tunduk kepada Hukum
Adat membuat sesuatu transaksi (perjanjian) di hadapan notaris, maka dalam akta

notaris yang bersangkutan disebutkan : “bahwa pihak-pihak yang mengadakan

perjanjian ini menyatakan, untuk keperluan ini tunduk kepada hukum yang berlaku

bagi golongan Eropa.”

Sejak Indonesia merdeka lembaga notariat ini secara diam-diam (Stilzwijgend)
telah diambil alih menjadi lembaga hukum Indonesia dan oleh karena itu berlaku
untuk semua golongan penduduk. Dalam alam Indonesia merdeka lembaga notariat
ini mengalami perkembangannya sendir, terlepag dari perkembangan lembaga
notariat yang ada di negara Belanda, meskipun mempunyai sumber yang sama.

Di negara Anglo Saxon notariat mengalami perkembangan yang lain daripada
di negara Eropa Kontinental. Dalam sistem hukum “common law” yang berlaku di
negara Anglo Saxo_n, notaris yang disebut Notary Public tidak berfungsi untuk
membuat akta notari§ sepertl di Indonesia.

Notary Public hanya berfungsi untuk melakukan pencatatan dan menyaksikan
penandatangan suatu dokumen dan melegalisasi petjanjian (kontrak) yang dibuat,

sebagai bagian persyaratan suatu dokumen yang materi perjanjiannya dibuat oleh




'
il

pengacara (Lawyer) atau konsultan hukum. Oleh karena itu notaris di negara Anglo
Saxon tidak perln mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang hukum.’
Berbeda dalam sistem hukum “civil law” yang dianut negara Eropa Kontinental dan
Indonesia termasuk di dalam kelompok negara-negara tersebut. Suatu hal yang
penting, bahwa notaris di Indonesia adalah seorang ahli hukum, sedangkan untuk
seorang yang menjadi Notary Public tidak selalu demikian. Para notaris di Indonesia
dibekali dengan pengetahunan hukum yang mendalam dan harus menguasainya,
karena mereka tidak hanya berkewajiban mengesahkan tanda tangan belaka,
melainkan menyusun aktanya dan memberikan saran (odvies) sebelum svatu akta
dibuat. Karena itu di Indonesia, notaris dapat memberi banyak sumbangan yang
positif baik untuk perkembangan kenotariatan maupun untuk Hukum Nasional.
Notaris yang dalam profesinya, sesungguhnya merupakan institusi yang
dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembukﬁan terfulis dan mempunyai sifat
otentik. Alat pembuktian itu tidak semata-mata tergantung pada hukum materiil yang
kita pakai untuk diterapkan kepada kita, karena yang | penting ialah bahwa alat
pembuktian itu dapat membuktikan dengan sah dan kuat tentang sesuatu peristiwa
hukum, sehingga menimbulkan lebih banyak kepastian hukum (rechtszerkerheid). *
Oleh karena itu akta notaris merupakan bukti yang sempurna bagi

mereka yang mengikat perjanjian dan para ahli warisnya serta orang-orang yang

% R. Soegondo Notodisoetjo, Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan, Raja Grafindo
Persada, Jakarta, 1993, hal. 4.
* Ibid, hal. 7.




memperoleh hak darinya, tentunya mempunyai kekuatan hukum dan kepastian
hukum yang lebih besar daripada akta di bawah tangan.
Pasal 1 dari Peraturan Jabatan Notaris (PIN) Stbl. 1860 No. 3 memberikan
ketentuan tentang apa yang menjadi tugas notaris sebagai berikut : *
“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat
akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penpetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atan oleh yang berkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan

kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan

umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang
lain.” '

Dari Pasal 1 PIN tersebut dapat diketahui, bahwa tugas pokok dari notaris
adalah membuat akta-akta otentik. Adapun akta otentik menurut Pasal 1870 KUH
Perdata memberikan kepada pihak-pihak yang membuatnya suatu pembuktian yang
mutlak. Di sinilah letaknya arti yang penting dari profesi notaris, bahwa notaris
berdasarkan Undang-undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang
mutlak, dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam akta otentik itu pada
pokoknya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk mereka yang membutuhkan
alat pembuktian untuk berbagai keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun
untuk kepentingan suatu usaha seperti pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas
(PT), Firma (Fa), Comanditair Vennootscahp (CV), 1ﬁaupun akta-akta yang mengenat
transaksi atau kontrak bisnis dalam bidang usaha dan perdagangan, pemborongan

pekerjaan, perjanjian kredit dan sebagainya.

* Teks aslinya lebih jauh dapat dilikat dalam G.HLS. Lumban Tobing, Op.cit, hal. VIIL,




Perkembangan era globalisasi membawa dampak yang sangat berarti bagi
kegiatan usaha baik dari segi banyaknya jenis transaksi maupun pola hubungannya.
Berdasarkan perkembangan tersebut, interaksi dalam dunia usaha telah semakin
kompleks permasalahannya. Dalam menjalankan usaha seseorang tidak lagi hanya
mengandalkan kepercayaan, oleh karena itu instrumen kontrak bisnis menjadi penting
sebagai salah satu bentuk perikatan dalam menjamin pelaksanaan transaksi bisnis.’
Untuk itu para pengusaha sebagai pelaku bisnis dalam membuat suatu kontrak bisnis
akan banyak melibatkan profesi notaris.

Pada era globalisasi sekarang ini, hukum bisnis di Indonesia juga banyak
mengalami perkembangan yang sangat berarti seiring dengan perkembangan dunia

bisnis itu sendiri. Hal ini tercermin dari kebutuhan hukum yang sangat pesat terhadap

tuntutan-tuntutan praktek bisnis sehari-hari. Oleh karena itu perkembangan hukum

bisnis tidak cukup lagi hanya ditopang dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) daﬁ Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD). Pengaruh-
pengaruh sistem hukum lain juga telah mewamai perkembangan hukum bisnis,
seperti misalnya peﬁgaruh hukum Amerika (Anglo Saxon) telah banyak ditemukan
dalam peraturan pemndang-undangan yang mengatur pelaksanaan bisnis baik secara
umum maupun yang secara khusus.

Hal ini juga mr;:mbawa pengaruh dalam praktek bisnis sehari-harinya.

Dalam pembuatan kortrak bisnis, peran notaris di Indonesia pola hubungannya telah

’ Munir Fuady, Hukum Perkreditan Kontemporer, Citra Aditya, Bandung, 1996, hal. 2.




bercampur dengan apa yang berkembang dalam Hukum Eropa Kontinental dan
Hukum Anglo Saxon. Pada suatu saat notaris tidak hanya berperan dalam merancang
dan melegalisasi kontrak bisnis tersebut, namun bisa juga notaris hanya melegalisasi

i
kontrak bisnis yang sebelumnya dirancang oleh pengacara (Lawyer) atau oleh

konsultan hukum.

Dalam kaitan ini, pembuatan kontrak bisnis merupakan suatu hal yang biasa
dan secara umum Hukum Perdata Indonesia memberikan kebebasan bagi setiap pihak
untuk membuat perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan undang-
undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Sebagaimana di ketahwi untuk lahimya
suatu perjanjian sebenarnya tidak dipersyaratkan harus dibuat secara tertulis, karena
dengan telah tercapainya kesepakatan antara para pihak yang berkontrak tentang hal-
hal pokok dari suatu perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata), maka telah lahirlah suatu
perjanjian yang sah. Suatu perjanjian selain dibuat secara tertulis juga bisa secara
lisan. Berbeda dengan lembaga notaris pembuatan suatu kontrak bisnis tidak hanya
berhenti pada masalah materi perjanjiannya saja, namun juga ada kaitannya dengan
masalah pembuktian, apabila pada svatu saat ada masalah yang timbul dari kontrak
bisnis tersebut.

Kecenderungan sekarang inj, baik di Indonesia maupun di dunia internasional
kerjasama bisnis di antara para pihak atau bangsa dirasakan lebih mempunyai
kepastian hukum bila diadakan dengan suatu perjanjian (konirak) yang dibuat secara
tertulis, karena lebih mudah dipakai sebagai alat bukti dalam suatu proses hukum bila

sampai terjadi persengketaan. Hal ini relevan sckali dengan kondisi praktek




pembuatan suatu kontrak bisnis yang tidak ada pola atau acuan yang tetap, namun
akan lebih banyak melibatkan profesi hukum termasuk notaris dalam proses
pembuatannya.

Berdasarkan uraian di atas dalam kenyataannya sesuai dengan perkembangan
zaman, bahwa notaris tldak hanya membuat akta-akta otentik yang ditugaskan
kepadﬁnya, tapi jugg, memberikan nasehat hukum ﬁegal advisor) ataupun pendapat
hukum (legal opinion), penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan kepada
pihak-pthak yang bersangkutan, serta melakukan “;?egalisasi” dan “waarmerking”
atas surat-surat atau dokumen dibawah tangan berdasarkan ketentuan Pasal 1874 dan
Pasal 1874 a KUH Perdata. Oleh karena perkembangan sosial yang cepat,
mengakibatkan pula. perkembangan hubungan-hubungan hukum di  dalam
masyarakat, maka peranan notaris menjadi sangat kompleks dan seringkali sangat
berbeda dengan ketcntuan yang berlaku. Tugas dan peranan notaris daiam praktek di
masyarakat makin luas daripada tugas notaris yang dibebankan dalam Pasal 1 PIN
tersebut. Bahkan terkadang dianggap éebagai profesi yang dapat menyelesaikan
segala masalah hukum. ® :

Dalam kaitannya notaris sebagai pejabat‘ umum diangkat oleh negara, bekerja
bukan untuk kepentingan diri notaris sendiri akan tetapi untuk kepentingan
masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu Undang-undang memberikan kepercayaan

yang begitu besar kepada notaris dan secara umum dapat dikatakan, bahwa setiap

¢ Habib Adjie, Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perpektif Pendekatan Sistem, Media
Notariat Ed. Apri! - Juni, INI, Jakarta, 2002, hal. 6 7.




pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab dibahunya
baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral. Oleh karena tugas yang
diemban notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah dan
karenanya dapat dikatakan, bahwa tugas notaris adalah menjalankan peiayanan publik
(Public Service) dibidang pelayanan pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan
padanya yang melekat dengan predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup
bidang jasa notaris. ’

Notaris hanyalah membuat alat bukti bagi para pihak, sedangkan yang
membuat perjanjian adalah para pihak itu sendiri. Kenyataannya dalam praktek
dimasyarakat ketika muncul swatu masalah dalam perjanjian yang mereka buat,
notaris yang dipersalahkan. Padahal notaris hanya menuangkan keinginan para pihak
secara administrasi ke dalam suatu akia sesuai dengan keterangan para pibak yang
menghadap serta telah pula disaksikan oleh minimal 2 (dua) orang saksi sebagaimana
yang diatur dalam Pasal 22 PJN. Konflik itu terjadi antara pihak pertama dengan
pihak kedua, akibat ketic}akjujuran dan salah satu pihak yang beritikad tidak baik
dalam membuat suatu perjanjian. Oleh karena itu pekerjaan notaris adalah tidak
gampang, bahkan sekarang dalam prakteknya banygk kita dengar notarispun banyak
yang digugat oleh kliennya. Gejala imi sebenarnya sudah menyalahi aturan yang
berlaku, karena notaris dalam pekerjaannya masuk dalam hukum perdata, namun
sering ditarik ke permasalahan pidana. Akibat dari tindakan-tindakan tersebut sangat

merugikan terhadap diri notaris dalam kaitan dengan tugasnya sebagai pejabat umum.




Oleh karenanya perlu dijamin adanya Tasa aman dan tenang bagi notaris
dalam menjalankan profesinya. Hukum seyogyanya memberikan perlindungan
terhadap notars selaku pejabat umum.

Sehubungan dengan uraian tersebut di atas telah mendorong penulis untuk
mengkajinya kedalam penulisan tesis dengan judul : “ KEDUDUKAN NOTARIS
DALAM PEMBUATAN AKTA KONTRAK BISNIS MENURUT HUKUM

PERDATA DI INDONESIA”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka ada beberapa
permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini. Adapun permasalahan yang diteliti
dalam peneclitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah fugas dan kewenangan notaris selaku pejabat umum dalam.era globalisasi
hanya terbatas secara normatif seperti yang diatur dalam Peraturan Jabatan
Notaris 7

2. Apakah dalam suatu pembuatan akta otentik apabila ada kekeliruan notaris dapat

dipertanggungjawabkan, khususnya dalam kontrak bisnis ?

1.3. Tujuan Penelitlian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah
sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui dan memahami tugas dan kewenangan notaris selaku pejabat

umum dalam era globalisasi.
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2. Untuk mengetahui upaya mengatasi akta otentik khususnya kontrak bisnis apabila

dalam pembuatannya terjadi kekeliruan,

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka manfaat penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1.

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan
sebagai buah pikiran bagi pemerintah dalam rangka penyusunan RUU Jabatan
Notaris yang baru serta sebagai bahan pertimbangan bagi profesi notaris dalam
menjalankan tugas kesehariannya selaku pejabat umum dan khususnya dalam
rangka pembuatan akta kontrak bisnis, sehingga menghindari timbulnya
permasalahan atau perselisihan yang mungkin terjadi dalam melakukan kontrak
bisnis di antara para pihak tersebut.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa
sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata, khususnya di
bidang kontrak bisnié. serta sebagai bahan referensi tambahan dalam mempelajari

hukum kontrak bisnis pada Magister Kenotariatan.
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tugas dan Kewenangan Notaris

2.1.1. Pengertian Notaris

Untuk dapat lebih memahami segala sesuatu yang ada kaitannya
dengan tugas dan kewenangan notaris maka akan diuraikan dan dijelaskan
terlebih dahulu secara singkat tentang sosok notaris sebagai pejabat vang
berwenang, membuat akta-akta otentik serta berbagal macam surat lainnya
atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Pengertian notaris dapat dibaca dalam Pasal 1 Reglement op het
Notarisambt (Peraturan Jabatan Notaris) Stbl. 1860 No. 3, selanjutnya
disingkat dengan PN, yaitu :

Notaris adalah pejabat umum khusus (satu-satunya) yang berwenang
untuk membuat akta-akta otentik tentang semua perbuatan, perjanjian
dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suvatu akia
otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan
memberikan grosse, salinan atau kutipan, semuanya itu apabila
pembuatan akta yang demikian itu, oleh peraturan umum tidak pula
ditugaskan atau dikhususkan kepada pejabat atau orang lain.

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa notaris adalah pejabat umum

yang berwenang membuat akta otentik. Penggunaan kata “satu-satunya”

dalam Pasal 1 PJN dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa notaris

adalah satu-satimya pejabat yang mempunyai wewenang umum itu. Semua

11




pejabat lainnya hanya mempunyai wewenﬁﬂg “tertentu”, artinya wewenang
mereka hanya meliputi pembuatan akta otentik yang secara tegas sudah
ditugaskan kepada mereka oleh Undang-undang. Adapun pejabat lain yang
dimaksud antara lain adalah PPAT, Pegawai Catatan Sipil dan Ketua
Pengadilan Negeri.

Ketentuan Pasal 1 PIN tersebut mempakan pelaksanaan dari ketentuan
Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan bahwa : “suatu akta oteniik adalah
akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh
atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, ditempat di mana
akta itu dibuat.”

Ketentnan Pasal 1868 KUH Perdata tersebut hanya menjelaskan
tentang apa yang disebut akta otentik, sed@gkm apa yang disebut pejabat
umum tidak dijelaskan dan untuk melaksanakan ketentuan dari Pasal 1868
KUH Perdata itulah pembuat Undang-undang harus membuat peraturan
perundang-undangan yang menunjuk pejabat umum yang berwepang untuk
membuat akta otentik itu, sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1
PJN tersebut.

Dari ketentuan Pasal 1 tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
sebagai pejabat umum, notaris berwenang membuat akta otentik mengenai
semua perbuatan, perjanjian dan penetapan di bidang keperdataan.

Selanjutnya notaris diberi wewenang pula untuk menyimpan {minuta)

akta otentik dan apabila diminta oleh yang berkepentingan notaris wajib
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memberikan grosse, salinan atan kutipan dari akta otentik tersebut. Sehingga
menurut G.ELS. Lumban Tobing, perlu ditambahkan (dalam definisi Pasal 1
tersebut) “yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum™ (et openbaar gezag
bekleed). Hal tersebut perlu ditambahkan, karena grosse dari akta notaris yang
pada bagian atasnya memuat perkataan “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai
kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan pada putusan hakim

(Pasal 440 KUH Perdata).”

2.1.2. Jabatan dan Kewenangan Notaris
Mengenai jabatan notaris, A.G. Lubbers guru Eesar dalam ilmu
notariat, menulis dalam kata pendahuluan buku Het Notariaat (1963) dalam
Tan Thong Kie :® |
Een niet speétakulér, doch daarom niet mider boeiend Juridisch ambt.
Yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia : |
. Suatu jabatan yuridis yang tidak spektakuler (tidak amat menarik

perhatian), namun tidak kurang mengasyikkan,

7 G.H.S. Lumban Tobing, Op. cit, hal. 37.
¥ Tan Thong Kie. Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran dan Serba-serbi Prafaek
Notaris Buku I, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 172,
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Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 2 PIN menyebutkan jabatan notaris

dijalankan :

1. Oleh orang yang khusus diangkat untuk itu ;

2. Oleh pegawai negeri, pada jabatan siapa itu dirangkapkan menurut hukum.

Menteri Kehakiman menetapkan sendiri :

a. Jumlah notaris yang dimaksud pada sub 1 di atas, tempat kedudukannya
dan daerah di dalam mana notaris menjalankan jabatannya ;

b. Tempat di mana jabatan notaris dirangkapkan pada sesuatu jabatan atan
pekerjaan.

Dalam hal orang yang ditunjuk menurut pasal ini untuk menjalankan
jabatan notaris tidak hadir, berhalangan atau tidak ada Kepala Pemerintahan
Daerah berwenang untuk menugaskan pengisian jabatan itu untuk sementara
waktu.

Dalam pralfctek saat in1 tidak hanya dikenal yang dinamakan “Notaris”
akan tetapi juga djkenal yang namanya “Notaris Pengganti”, Adapun vang

dinamakan notaris adalah apa yang dimaksud dalam Pasal 1 PIN tersebut,

sedangkan notaris pengganti adalah mereka yang diangkat untuk

menggantika;l seorang notaris. cuti atau sakit selama masa cuti dari notaris
yang bersangkutan atau selama notaris itu sakit, Umumnya banyak orang
tidak membedakan hal tersebut.

Mengingat notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM dalam

jabatan kepercayaan (verfrouwensambt) untuk kepentingan masyarakat demi
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tercapainya kepastian hukum dan buka:ﬂ untuk kepentingan pribadi notaris
yang bersa.ngkutan, maka orang bersedia menyerahkan sesuatu kepercayaan
kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan (vertrouwenspersoon), notaris wajib
merahaéiakan segala sesuatu yang diberitahukan kepadanya. Kewajiban
merahasiakan itu selain sudah djtentukan dalam Peraturan Jabatan Notaris dan
Pasal 322 KUHP juga demi kepentingan notaris sendiri.

Seperti pengacara, dokter dan pejabat agama, notaris pun sebagai
jabatan kepercayaan dengan sendirinya melahirkan kewajiban untuk
merahasiakan segala sesuatu yang disampaikan kepadanya. Kewajiban itu ada,
terlepas dari mereka yang menyampaikan masalah itu membebankanrsecara
tegas ataupun tidak.

Hal ini sejalan dengan ketenmgn dalam Pasal 1909 ayat (3) KUH
Perdata, no"taris diberi hak untuk mengundurkan dini sebagai saksi oleh‘karena
jabatannya atau pekejaannya harus mérahasiaka.n, mempunyai hak ingkar
artinya bisa minta dibebaskan memberikan kesaksian di depan hakim. Sikap
untuk tidak berbicara di depan pefsidangan sebagai saksi yang dilakukan oleh
seorang notaris, s;_ajalan dengan apa yang telah diamanatkan dalam Peraturan
Jabatan Notaris, lghususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 40
PIN  notaris nﬁempunyai kewajiban, hak dan wewenang umtuk
mempertahankan ‘sumpah dan jabatan, menjaga isi akta serapat-rapatnya,
sehinggga notaris merasa mempunyai hak ingkar terhadap segala akta dan apa

yang tercantum dalam isi akta-aktanya itu dan bila membuka rahasia jabatan
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selain terancam sanksi dalam ketentuan PJN dapat pula dikenakan sanksi
pidana hukuman penjara 9 bulan demikian ketentuan dalam Pasal 322 KUHP.

Selanjutnya tugas dan wewenang utama dari notaris adalah untuk
membuat akta otentik. Otentisitas dari akta notaris bersumber dari Pasal 1
PJN, notaris dijadikan sebagai “pejabat umum” (openbaar ambienaar),
sehingga dengan demikian akta yang dibuat oleh notaris dalam kedudukannya
tersebut memperoleh sifat akia otentik seperti vang dimaksud dalam Pasal
1868 KUH Perdata.

Apabila suatu akta hendak memperoleh stempel otentisitas seperti
terdapat pada akta notaris, maka menurut ketentuan dalam Pasal 1868 KUH
Perdata akta yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan-persyaratan
sebagai berikut : 9
1. Akta itu harus dibuat “oleh™ (door) atau “di hadapan” (fenoverstaan)

seorang pejabat umum |
2. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yaﬁg ditentukan oleh Undang-undang ;
3. Pegjabat umum oleh atau di hadaﬁan siapa akta itu dibuat, harus
mempunyai wewenang untuk membuat akta ifu.
Apabila salah satu persyaratan di atas tidak dipenuhi, maka akta yang

dibuatnya itu adalah tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta

® G.HLS. Lumban Tobing, Op. cit, hal. 48.
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yang dibuat dibawah tangan jika akta itu ditanda tangani oleh para penghadap
(Pasél 1869 KUH Perdata dan Pasal 20, 22, 25, 28 dan Pasal 35 PIN).

Demikian juga halnya, apabila oleh Undang-undang untuk suatu
perbuatan, perjanjian dan ketetapan diharuskan suatu akta otentik salah satu
dari persyaratan di atas tidak terpenuhi, karenanya juga perbuatan, perjanjian
dan ketetapan itu adalah tidak sah (Pasal 1171 ayat 1 dan Pasal 1682 KUH
Perdata).

Semua tugas dan kewenangan iﬁ1 ada sepanjang pembuatan akta itu
oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada
pejabat atau orang lain.

Kewenangan yang diberikan oleh Pasal 1 PJN tersebut kepada notaris
untuk meyakinkan dalam akta-akta otentik akan hal-hal mengenai 10
- Perbuatan hukum (rechtshandeling) ;

- Perjanjian (kontrak) ;
- Ketetapan .

Segala sesuatu yang tidak dapat digolongkan dalam perbuatan,

perjanjian dan ketetapan, notaris tidak berwenang untuk menyatakan dalam

akta otentik.

1 Soetardjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pejabat
Lelang, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 24.
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Kebanyakan para ahli berpendapat bahwa wewenang dari notaris
untuk membuat akta-akta, dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang tersebut
dalam Pasal 1 PIN,

Hanya beberapa orang ahli saja mempunyai pendapat lain, yakni
Colenbrander dan Suyling, Mereka berpendapat bahwa notaris berwenang
untuk membuat semua akta otentik dari apa yang dapat dibuktikan dalam
hukum perdata dan tidak dibatasi oleh Pasal 1 PJN.

Antara lain dikatakan oleh Colenbrander dalam R. Soegondo Notodisoerjo : '
“Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas perminiaan
mereka yang menyuruhnya mencatat semuanya yang ia alami dalam
suaty akta. Demikianlah ia membuat berita acara daripada apa yang
dibicarakan dalam rapat pemegang saham, yang dihadirinya atas
permintaan pengurus perseroan atau tentang jalannya pelelangan yang
dilakukannya atas permintaan penjual. Demikianlah ia menyaksikan
(constateerf) dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang
ditunjukkan kepadanya oleh kliennya.”

Dalam praktek notariat di Indonesia dengan perkembangan
perckonomian dan dunia usaha dewasa ini para notaris dapat dikatakan
membuat semua akta otentik dari segaia hal dalam Hukum Perdata yang
memerlukan pembuktian, dengan tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan yang
tercantum dalam Pasal 1 PIN tersebut.

Walaupun tindakan-tindakan yang boleh dibuat akta otentik oleh

notaris meliputi arti yang sangat luas, namun perlu kiranya dipertimbangkan

tindakan-tindakan yang nyata (feitelijke handelingan) itu dapat dikuatkan

"' R. Soegondo Notodisoerjo, Op. cit, hal. 52.
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dalam akta notaris secara sah, apalagi jika hal itu merupakan keadaan-
keadaan yang lugas (blote feiten), sebab dalam hal ini tidak dapat dihindarkan
pengetahuan dan pendapat yang subyektif dari notaris yang menyaksikan
kejadian it

Dalam hal menyaksikan keadaan lugas (blote feiten) sebaiknya notaris
membatasi diri dan hanya melaksanakannya apabila apa yang ditulisnya dalam
aktanya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hal itu hendaknya kita perhatikan bahwa akta-akia otentik
tentang hal-hal tersebut di atas harus dibuat oleh notaris :

a. Apabila demikian itu dikehendaki oleh mereka atau pihak-pihak yang
berkepentingan ;

b. Apabila oleh perundang-undangan umum (algemene verordening) hal-hal
tersebut di atas harus dinyatakan dalam akta otentik.

Sepanjang mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh pejabat
umum untuk membuat suatu akta otentik, seorang notaris hanya boleh
melakukan atau menjalankan jabatannya di dalam selurub daerah yang
ditentukan baginya dan hanya di dalam dgerah hukum itu notaris berwenang,
Kewenangan notaris ini meliputi 4 hal, yé;itu 12
a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang

dibuatnya (Pasal 1 PJN);

2 G.H.S. Lumban Tobing, Op. cit, hal. 49,




b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang, untuk kepentingan
siapa akta itu dibuat (Pasal 20 PJN) ;

c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, di mana akta itu
dibuat (Pasal 9 PIN) ;

d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu
(Pasal 6 dan Pasal 18 PJN).

Notaris selain berwenang membuat akta otenﬁk baik oleh maupun di
hadapannya, yang memang merupakan tugas pokoknya sehari-hari notaris
melakukan pula antara lain : ©*

1 Bertindak sebagai penasechat hukum, terutama yang menyangkut masalah
hukum perdata dalam arti luas (privaaf) ;

2 Melakukan pendaftaran (wagrmerking) atas akia-akia atau surat-surat di
bawah tangan dan dokumen (stukken) ;

3 Melegalisasi tanda tangan ;

4 Membuat dan mensahkan (waarmerking) salinan atau turunan berbagai
dokumen (copy collationnee) ,

5 Mengusabakan disabkan badan-badan seperii Perseroan Terbatas dan
Yayasan, agar memperoleh persetujuan/ pengesahan sebagai badan
hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM ;

6 Membuat keterangan hak waris |

P WVictor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Grosse Akta Dalam
Pembuktian don Eksekusi, Rincka Cipta, Jakarta, 1993, hal. 13.
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7 Pekerjaan-pekerjaan lain yang bertalian dengan lapangan yuridis dan

penyuluhan perpajakan, seperti Aturan Bea Materai (ABM), BPHTB, PPh

dan PBB.

Oleh karena tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat

akta otentik, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 PJN makin meluas dengan

perkembangan perekonomian dan dunia usaha dewasa ini di Indonesia,

sehingga J.M. Polak dalam Roesnastiti Prayitno pernah menyatakan dalam

salah satu pidatonya, bahwa fungsi notaris ada 4 yaitu : '*

1.

2.

Selaku “Pejabat” 12 membuat akta-akta otentik ;

Selaku “Hakim” ia memberi perantara dalam menyelesaikan waris di
antara para ahli waris |

Selaku “Penyuluvh Hukum®“ dan “Pember: Bantuan Hukum” ia
memberikan penerangan agar para pihak menyadari hak-hak dan
kewajibannya masing-masing berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat ;
Selaku “Enfreprenenr” atan “Pengusaha” ia mempertahankan kliennya

agar supaya dapat membiayai usahanya.

2.1.3. Pembuktian Akta Notaris

Bukti tulisan dalam perkara perdata merupakan bukti yang utama,

karena dalam lalu lintas keperdataan seringkalt orang dengan sengaja

menyediakan suatu bukti yang disediakan lazimnya berupa tulisan.

1 Roesnastiti Prayitno, Twgas dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pejabat

Pembuat Akta, Media Notariat No. 12 —13, INI, Jakarta, 1989, hal. 179.
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Dari bukti-bukti tulisan tersebut ada segolongan yang sangat berharga
untuk pembuktian, yaitu yang dinamakan akta. Suatu tulisan yang memang
dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan
ditandatangani, maka unsur-unsur yang penting untuk suatu akta ialah
kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan
tulisan itu (Pasal 1874 KUH Perdata).

Di antara surat-surat atau tulisan-tulisan yang dinamakan akta ada
suatu golongan lagi yang mempunyai suatu kekuatan pembuktian istimewa
yaitu yang dinamakan akta otentik."

Kekuatan pembuktian akta otentik, dengan demikian juga akta notaris
adalah akibat iangsung yang merupakan keharusan dan ketentuan perundang-
undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian dari
tugas yang dibebankan oleh Undang-undang kepada pejabat-pejabat atau
orang-crang tertentu.

Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada
para pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta mereka
buat.

Sesungguhnya masalah beban pembuktian ini menyangkut hukum
acara perdata, namun mengingat ada hubungannya dengan fungsi notaris,

penggolongan dari akta-akta notaris dan lain sebagainya, kiranya ada manfaat

5 R Subekti, Hukum Pembultion, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hal. 26.




23

untuk mengemukakan pendapat yang dianut tentang kekuatan pembuktian dari
akta otentik.

Menurut pendapat yang umum dianut, pada setiap akta otentik dengan
demikian juga pada akta notaris, dibedakan atas 3 kekuatan pembuktian,
yakai : 16

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht) ,

2. Kekuatan Pembuktian Formil (Formele Bewijskracht) |

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiele Bewijskracht).

Ad. 1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht)

Ialah syarat-syarat formal yang diperlukan agar supaya sesuatu akta
notaris dapat berlaku sebagai akta otentik. Akta otentik mempunyai kekuatan
lahir sesuai dengan asas “acta publica probant seseipsa”, yang berarti bahwa
satu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik, serta memenuhi syarat-
syarat yang telah ditentukan, maka akta itu harus dianggap sebagai akta
otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Kekuatan pembuktian lahir dari akta otentik ini berlaku bagi
keuntungan atau kepentingan setiap orang dan tidak terbatas pada kepentingan
para pihak saja. Di mana tanda tangan dari pejabat yang menandatangan: akta

itu diterima keabsahannya. Sebagai alat bukti maka akta otentik, baik akta

16 G.ILS. Lumban Tobing, Op. cit, hal. 55.




24

pejabat (ambtel{;’ke akten) maupun akta para pihak (partii akien) ini,
keistimewaannya tertetak pada kekuatan pembuktian lahir. !’

Sepanjang mengenai kekuvatan pembuktian lahidah ini, yang
merupakan pembuktian lengkap dengan tidak mengurangi pembuktian
sebaliknya, maka “partij akten” dan “akta pejabat” dalam hal ini adalah sama.

Akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat, taﬁda tangan
pejabat 1tu merupakan jaminan otensitas dari akta itu, sehingga oleh karenanya
mempunyal kekuatan pembuktian lahiriah. Hal ini berarti bahwa akta di
bawah tangan baru berlaku sah, jika yang menandatanganinya mengakui
kebenaran dari tanda tangannya itu, artinya jika tanda tangan telah diakui
kebenarannya_ oleh yang bersangkutan barulah akta itu berlaku sebagai alat
bukti sempurna bagi para pibak yang bersangkutan (Pasal 1875 KUH
Perdata).

Orang terhadap siapa akta di bawah tangan itu digunakan, diwajibkan
membenarkan (mengakui) atau memungkiri tanda tangannya, sedangkan bagi
ahli warisnya’ cukup hanya menerangkan bahwa ia tidak kenal akan tanda
tangan tersebut (Pasal 2 Stb. 1867 No. 29, Pasal 289 Rbg dan Pasal 1876
KUH Perdata).

Oleh karena tanda tangan pada akta di bawah tangan selalu masih

dapat dipungkiri oleh si penandatangan sendiri atau oleh ahli warisnya tidak

17 Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta,
1993, hat. 113.




diakui, maka akta di bawah tangan itu tidak rﬁempunyai kekuatan pembuktian

lahiriah, '8

Ad. 2. Kekuatan Pembuktian Formil (Formele Bewijskracht)

Ialah kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta
betul-betul dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang
menghadap.

Dengan kekuatan pembuktian formal ini oleh akta otentik dibuktikan,
bahwa pejabat yang bersangkutan telah ményatakan dalam tulisan itu,
sebagaimana tercantum dalam akta itu dan selain dari itu kebenaran dari apa
yang diuratkan oleh pejabat dalam akta itu sebagai yang dilakukan dan
disaksikannya di dalam menjalankan jabatannya itu, Dalam arti formal,
sepanjang mengenai akta pejabat (ambtelﬁke akten), akta ity membuktikan
kebenaran dari apa yang disaksikan, dilihat, didengar dan juga dilakukan
sendiri oleh notaris sebagai pejabat di dalam menjalankan jabatannya.

Dalam hal ini yang sudah pasti adalah tanggal pembuatan akta, tempat
pembuatan akta dan keaslian tanda tangan pejabat dan para pihak serta saksi-
saksi yang turut menandatangi akta tersebut, serta kepastian bahwa para pihak
ada menerangkan seperti apa yang diuraikan atau dicantumkan dalam akia itu,
sedang kebenaran dari apa yang diterangkan oleh para pihak itu pada

hakekatnya hanya pasti antara mereka sendiri.

18 Ibid, hal. 114.

(7 1- V0516 WRDIP)
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Pada akta yang dibuat di bawah tangan kekuatan pembuktian ini hanya
meliputi kenyataan, bahwa keterangan itu diberikan apabila tanda tangan itu
diakui oleh vang menandatanganinya atau dianggap sebagai telah diakui
sedemikian menurut hukum.

Akta di bawah tangan baruo mempunyai kekuatan pembuktian formal,
jika tanda tangan di bawah akta itu diakui atau tidak disangkal kebenarannya.
Dengan diakuinya keaslian tanda tangan pada akta di bawah tangan, maka
kekuatan pembuktian formal dari akta di bawah tangan itu sama dengan
kekuatan pembuktian formal dari akta otentik dan dengan demikian dapat
diterima kebenaran ucapan A. Pitlo dalam Victor M. Situmorang dan
Cormentyna Sitanggang, yang menyatakan bahwa akia otentik di bawah

tangan yang diperkuat.®

Ad.3. Keknatan Pembuktian Materiil (Materiele Bewijskracht)

Ialah kepastian bahwa apa yang tersebut dalam akta itn merupakan
pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka
yang mendﬁpat hak dan berlaka untuk uwmum, kecuali ada pembuktian
sebaliknya (fegenbewijs).

Kekuatan pembuktian material int menyangkut pembuktian tentang

materi suatu akta, memberi kepastian tentang peristiwa bahwa pejabat dan

19 Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, Op.cit, hal.. 112.
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para pihak melakukan atau melaksanakan seperti apa yang diterangkan dalam

akta itu.

Akta pejabét sebagai akta otentik tidak lain hanya membuktikan apa
yang disaksikan, dilihat, didengar dan juga dilakukan sendiri oleh pejabat itu
di dalam menjalankan jabataonya, maka pada umummya akta pejabat tidak
mempunyai kekuatan pembuktian materiil.

Sedangkan akta para pihak (partii akten) menurut Undang-undang
merupakan bukti sempurna bagi mereka, ahli warisnya dan sekalian orang
yang mendaﬁat hak darinya. Karena akta itu, isi keterangan yang dimuat
dalam akta itu berlaku sebagai yang benar, isinya itu mempunyai kepastian
sebagai yang sebenamya, menjadi terbukti dengan sah di antara para pihak
dan ahli warns penerima hak mereka dengan pengertian :

a. Bahwa akta itu, apabila dipergunakan di muka pengadilan adalah cukup
dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tanda pembuktian
lainnya di:samping itu ;

b. Bahwa pembukiian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat-alat
pembuktian biasa yang diperbolehkan untuk itu menurut Undang -
unda.ng.21

Oleh karena itu partij akten merupakan bukti sempurna bagi para

pihak, ahli waris dan penerima hak dan mereka menurut Undang-undang

2 Soedikno Mertokusumo, Op. cit, hal. 109.
' G.H.S. Lumban Tobing, Op. cit, hal. 60.




(Pasal 1870 dan Pasal 1871 KUH Perdata ). Sedangkan akta di bawah tangan,
jika tanda tangan di dalam akta itu tidak dipungkiri keasliannya serupa dengan
partij akten sebagai akta otenttk mempunyai kekuatan pembuktian materiil
bagi yang menandatanganinya, ahli warisnya serta para penerima hak dari
mereka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1875 KUH Perdata.

Mengenai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUH Perdata
mempunyai pengertian sebagai suatu akta yang dibuat oleh pejabat yang
diberi wewenang untuk itu oleh penguasa menurut ketentuan-ketentuan yang
telah ditetapkan baik dengan maupun bantuan dari yang berkepentingan, yang
mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang
berkepentingan. Pejabat yang dimaksud di sini meliputi, antara lain notaris,
dokter, panitera dan sebagainya.

Sedangkan akta di bawah tangan diatur dalam Pasal 1874 jo Pasal
1880 KUH Perdata, dari bunyi kedua pasa_} tersebut dapat dijelaskan lebih
lanjut, bahwa akta di bawah tangan mempunyai pengertian sebagai suatu akia
yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari

seorang pejabat, jadi hanya dibuat oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.2, Dasar Hukum Jabatan Netaris di Indonesia
Jabatan notaris, selain sebagai jabatan yang menggeluti masalah-
masalah tehnis hukum juga harus turut berpartisipasi aktif dalam

pembangunan hukum nasional, oleh karena itu notaris harus senantiasa selalu
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menghayati idealisme perjuangan bangsa secara menyeluruh. Untuk itu
terutama sekali dalam rangka peningkatan jasa pelayanannya notaris harus
selalu mengikuti perkembangan hukum nasional, yang pada akhimya mampu
melaksanakan profesinya secara proporsional.

Dalaﬁ melaksanakan tugas jabatannya seorang notaris harus
berpegang teguh kepada Peraturan Jabatan Notaris (PIN) dan Kode Etik
Jabatan Notaris, karena tanpa itu harkat dan martabat profesionalisme akan
hilang sama sekali. Untuk itu, maka akan diuraikan dan dijelaskan mengenai
Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Jabatan Notaris yang menjadi dasar

hukum jabatan notaris di Indonesia.

2.2.1. Peratura;l Jabatan Netaris ( PJN )

Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement Stbl. 1860 No. 3)
merupakan pengganti dari “ Instructie voor notarissen in Indonesia “ (Stbl.
1822 No. 11), yang berlaku mulai tahun 1860 dan masih beriaku hingga
sekarang merupakan produk perundang-undangan (weffelijk product) yang
ditetapkan oleh Gubernur Jenderal Nederlands Indie, jadi merupakan suatu
ordonnatie ialah ordonansi tanggal 11 Januari 1860.

Peraturan Jabatan Notaris ini mengandung hukum materiil maupun
hukum formal, misalnya ketentuan-ketentuan mengenai kedudukan dan fungsi
notaris seperti tersebut dalam Pasal 1 merupakan hukum materiil, demikian

pula tentang pengawasan terhadap notaris dan akta-aktanya. Selain itu juga
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tidak kurang pentingnya adalah hukum formal karena untuk dapat
dipergunakan sebagai alat pembuktian yang otentik, harus dipenuhi semua
ketentuan-ketentuan yang diperlukan agar sesuatu akia notaris mempunyai

bentuk yang sah. Tidak dipenubinya ketentuan-ketentuan itu dapat

. menyebabkan bahwa akta itu kehilangan sifat otentiknya, sehingga dapat

mengakibatkan akta tersebut menjadi batal.

Peraturan Jabatan Notaris yang kita kenal sekarang ini terdiri dari 66

pasal dan terbagi dalam hima bab 1alah :

Bab I :  Tentang menjalankan jabatan dan daerah notaris

Bab II - ¢ Tentang syarat-syarat untuk diangkat menjadi notaris dan
cara pengangkatanmya

Bab IIl . Tentang akta, bentuk, minuta, salinannya dan repertorium

Bab IV . Tentang pengawasan terhadap para notaris dan akta-
aktanya

Bab V : Tentang penyimpanan dan pengambilalihan minuta,

daftar dan repertorium dalam hal notaris meninggal
dunia, berhenti atau dipindahkan.
Dari 66 pasal tersebut, maka tampak bahwa 39 pasal peraturan ini
penuh dengan sanksi ancaman hukuman, baik hukuman yang bersifat denda-
denda dari jumlah yang kecil sampai yang besar, maupun hukuman yang

langsung mengenai hak melaksanakan jabatan. Ketentuan-ketentuan hukuman
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tersebut menyangkut 3 hal tentang hilangnya jabatan, 5 tentang pemecatan,
9 tentang pemecatan sementara dan 22 tentang denda.

Sementara Undang-undang tentang Jabatan Notaris yang baru hingga
sampal sekarang belum terwujud. RUU-nya telah selesai disusun oleh
Departemen Kehakiman pada permulaan tahun 1979. Namun memperhatikan
is1 RUU tentang Jabatan Notaris tersebut, yang sepanjang mengenai materi
yang diatur di dalamnya, tidak banyak berbeda dengan Peraturan Jabatan

Notaris Stbl. 1860 No. 3.

2.2.2. Kode Etik Notaris

Sebagai suatu jabatan kepercayaan yang menjalankan sebagian dar
wewenang pemerintah, maka dari diri seorang notaris dituntut adanya sikap
dan watak yaiig tidak tercela dengan suatu ukuran yang lebih daripada yang
berlaku pada para anggota masyarakat péda umumnya.

Mengenai hal ini tentunya diperfukan suatu tolak ukur yang utama
bagi sikap dan watak dari scorang notaris dan tolak ukur tersebut termuat
dalam Kode Etik Notaris Indonesia.

Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para
anggotanya untuk berpraktek dalam profesi, khususnya menyangkut bidang-
bidang sebagai berikut :

1. Hubungan antara klien dan tenaga ahli dalam profes: ;

2 Suhrawardi K. Lubis, Etika Profesi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 13.




32

2, Pengukuran dan standar evaluasi yang dipakai dalam profesi ;
3. Penelitian dan publikasi/penerbitan profesi ;

4. Konsultasi dan prakiek pribadi ;

5. T.inékat kf;mampua.n/ kompentensi yang umum ;

6. Administrﬁsi personalia ;

7. Standar-standar untuk pelatihan.

Namun demikian diutarakan, bahwa prinsip-prinsip yang umum
dirumuskan dalam suatu profesi akan berbeda-beda satu sama lain. Hal ini
dapat terjadi disebabkan perbedaan tugas‘ dan peranan profesi tersebut dalam
menjalankan profesinya di masyarakat.

Tkatan Notaris Indonesia (INI) merupakan suatu orgamisasi profest,
dalam kongresnya yang ke IX di Surabaya dari tanggal 13 sampai dengan 16
Nopember 1974 telah mengambil keputusan untuk menetapkan dan
mengesahkan Kode Etik Notaris, kemudian diubah dan disusun kembali
dalam kongres INI ke X111 di Bandung tahun 1987 dan kongres INI ke XIV di
Denpasar Bali tahun 1990.

Sejak tabun 1987 oleh Departemen Kehakiman disyaratkan, bahwa
seseorang untuk dapat diangkat sebagai nf)taxis selain harus memenuhi syarat-
syarat yang ditentukan dalam Pasal 13 P.TN harus dapat membuktikan pula
bahwa ia telah lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh INI
berdasarkan wewenang yang diberikan oleh Departemen Kehakiman kepada

INL
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Pada ciasamya kode etik bagi parﬁ notaris telah diatur secara hukum
dalam PJN lengkap dengan sanksinya, adapun kode etik yang disusun oleh
organisasi profesi (INI) yang ada sekarang merupakan penambahan dari PIN
tersebut dan semata-mata sebagai penjabaran atau penjelasan tambahan dari
ketentuan PIN.

Kode etik adalah norma-norma atau peraturan-peraturan mengenal
etika baik fertulis maupun tidak tertulis. Khusus bagi para notaris tentang
etika telah diatur dalam PJN, namun untuk mengetahui ketentuan mana yang
ada dalam PJN yang termasuk dalam ruang lingkup kode etik kiranya perlu
ada penafsiran tersebut, agar dapat diketa;hui, dengan jelas hukuman-hukuman
dalam arti tehnis dari KUHP yang merupakan hukuman pidana dan

merupakan hukuman disiplinair dari ketentuan Pasal 50 ayat 4 dan 5 dari PIN.

2.2.3. Pengawasan Notaris di Indonesia

Mengingat notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM dalam
jabatan kepércayaan untuk kepentingan masyarakat demi tercapainya
kepastian hukum dan bﬁkan untuk kepentingan pribadi notaris yang
bersangkutan, sehingga menimbulkan ianggung jawab yang berat baik
dipandang dari segi hukum maupun dari segi moral dan etika, maka
diperlukan pengawasan terhadap para notaris agar kepentingan masyarakat

pemakai jasa hotaris dapat terlindungi.
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Dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat
diketahui, baﬁwa sejak dulu telah ada ketentuan-ketentuan pengawasan
terhadap notaris. Uniuk dapat mengetahui dan memahami yang menjadi
alasan atau dasar pemikiran dari ‘pembuat Undang-undang untuk
menempatkan notaris di bawah pengawasan, bahwa ada 2 macam alasan dari
pembuat Undang-undang bagi pengawasan notaris :

a. Di satu pihak, pembuat Undang-undang meletakkan tugas pada notaris
yang merupakan tugas eksekutif atau dengan kata lain notaris sebagai
Pejabat Umum menjalankan sebagian dari tugas penguasa dan ;

b. Di lain pihak pembuat Undang-undang mengharuskan notaris untuk
memberikan perantaraannya atau bantuannya dalam  hal-hal atau
perbuatan-perbuatan tertentu. Oleh karena perbuatan-perbuatan itu
dianggapnya begitu penting, sehingga baik kepentingan kepastian hukum
maupun kepentingan orang-orang yang bersangkutan perlu mendapatkan
perlindungan dari suatu lembaga khusus, maka ditunjuklah notaris.

Dengan demikian, terdapat cukup alasan bagi pembuat Undang-
undang agar para notaris berada di bawah pengawasan. Para notaris
menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang tidak hanya
meliputi bidang yang diuraikan dalam Pasal 1 PJN, akan tetapr juga
pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki daripadanya oleh masyarakat umum,
dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang

berlaku dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin
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menghindarkan terjadinya perselisihan-perselisihan. Lagi pula tidak boleh
dilupakan bahwa inti tugas notaris ialah mengatur secara tertulis dan otentik
hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta
Jasa-jasa notaris, yang pada asasnya adalah sama dengan tugas hakim yang
memberi putusan tentang keadilan antara para pithak yang bersengketa.

Tujuaﬁ dari pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib badan-
badan peradilan dan orgamisasi profesi yang dilakukan oleh Majelis
Kehormatan Notaris terhadap para notaris, ialah agar para notaris bersungguh-
sungguh memenuhi persyaratan-persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai
dengan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan yang beriaku demi
kepentingan masyarakat umum dan menjamin pengamanan dari kepentingan
umum terhadap para notaris yang menjalankan jabatannya secara tidak
bertanggungjawab dan tidak mengindahkan nilai-nilai dan ukuran-ukuran
ctika serta meialaikan keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya.

Pasal 50 PIN dalam penerapannya memerintahkan adanya pengawasan
dari badan-badan peradilan terhadap notaris, agar notaris tidak melakukan
pelanggaran terhadap peraturan-peraturan umum atau melakukan kesalahan-
kesalahan baik di dalam maupun diluar menjalankan jabatannya sebagai
notaris, sehingga dengan denﬂlcianrkeluhuran dari martabat atau tugas jabatan

notaris tetap terpelihara dan tidak tercemar.
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Menumt Pasal 50 PJN, Pengadila.n. Negeri dapat mengenakan

hukuman berupa penegoran dan atau pemecatan sementara selama 3 sampai 6

bulan apabila notaris : »

a. Mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya ;

b. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum ;

c. Melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun di luar
menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Ketentuan Pasal 50 PIN ini penting untuk diperhatikan oleh para
notaris, kareﬁa dari pasal ini ada beberapa hal yang peanting yaitu, bahwa
notaris wajib menjunjung tinggi martabat jabatannya, baik dalam menjalankan
jabatannya maupun diluar menjalankan jabatannya. Oleb karena itu para
notaris harus selalu menjaga agar segala sikap dan perbuatanya tidak

merendahkan martabat dan kewibawaannya sebagai potaris.

2.3. Kontrak Bisnis
2.3.1. Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Sebelum menjelaskan pengertian kontrak bisnis, penulis akan
mengemukakan pengertian perjanjian. Pasal 1313 KUH Perdata memberikan
definisi sebagai berikut : “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
' mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau

lebih.”

® G.H.S. Lumban Tobing, Op. cit, hal. 303,
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Menurut R. Setiawan, definisi tersebut kurang lengkap, karena hanya
menyebutkan lpersetujuan sepihak saja dan juga sangat luas karena dengan
dipergunakanﬁya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela
dan perbuatan melawan hukum. Beliau memberikan definisi tersebut : 1)
Perbuatan harus diartikan sebagai perbﬁatan hukum yaitu perbuatan yang
bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum, 2) Menambahkan perkataan
“gtau saling mengikatkan dirinya” dalam Pasal 1313 KUH Perdata.®
Sehingga menurut beliau perumusannya menj.adi penjanjian adalah suatu
perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan djﬁnya
terhadap satu orang atau lebih. Menurut RUTTEN dalam Purwahid Patrik
rumusan perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata tersebut terlalu luas dan
mengandung Beberapa kelemahan, »°

Lain halnya dengan pendapat R. Subekti yang menyatakan, bahwa
suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada
orang lain atau dt mana dua orang itu ‘saling berjanji untuk melaksanakan
sesuatu hal, dari peristiwa 11 timbul suatu: hubungan perikatan, >°

Selanjutnya pendapat yang senada juga diungkapkan oleh para sarjana
hukum perdata, pada umumnya menganggap definisi perjanjian menurut Pasal

1313 KUH Perdata itu tidak lengkap dan terlalu luas.

24 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 49.

* purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikaian yang lahir dari
perjanjian dan dari Undang-undemg), Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 46.

% R, Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1987, hal. 1




Menurui R. Wirjono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai
suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara kedua belah pihak, di
mana suatu pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.”’

Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad merumuskan definisi
Pasal 1313 KUH Perdata sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian
adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebuh saling mengikatkan
diri untuk melaksanakan sesuatu hal dalam lapangan harta kekayaan, **

Perjanjian adalah merupakan bagiar; dari perikatan, jadi perjanjian
adalah merupakan sumber dari perikatan | dan perikatan itu mempunyai
cakupan yang lebih luas daripada perjanjian. Mengenai perikatan itu sendiri
diatur dalam buku IIT KUH Perdata, sebagaimana diketabui bahwa suatu
perikatan bersumber dari perjanjian dan undang-undang (Pasal 1233 KUH
Perdata). Sedangkan untuk perkataan kontrak sebenarnya tiada lain adalah
suatu perjanjian, namun dalam percakapan sehari-hari diartikan secara sempit,
yaitu hanya urusan sewa-menyewa seperti kontrak rumah, kontrak gudang,
kontrak toko dan lain-lain.®* Dengan demikian ada pengertian yang masih
rancu antara kontrak dan sewa-menyewa. Padahal yang benar, kontrak itu

adalah suatu perjanjian yang dituangkan dalam tulisan atau perjanjian

¥ R, Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hulcum Perjanjian, Sumur, Bandung, 1993,
hal, 9.

* Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,
hal. 78.

* 1. G. Rai Widjaya, Merancang Suatu Kontrak (Teori dan Praktek), Kesaint Blanc,
Jakarta, 2002, hal. 3.
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tertulis.** Dalam perkembangannya menurut R. Subekti perkataan kontrak
lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang
tertulis.’’ |
Dari beberapa rumusan pengertian perjanjian seperti tersebut di atas,
jika disimpulkan maka untuk perjanjian terdiri dari : *2
a. Ada pihak-pihak
Sedikitnya dua orang pihak ini disebut subyek perjanjian dapat manusia
maupun badan hukum dan mempunyai wewenang melakukan perbuatan
hukum seperti yang ditetapkan Undang-undang.
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak
Persetujuan antara pihak-pihak tersebut sifatnya tetap bukan merupakan
suatu perundingan. Dalam perundingan umumnya dibicarakan mengenai
syarat-syarat dan obyek perjanjian maka timbullah persetujuan.
¢. Ada tujuan yang akan dicapai
Mengenai- tujuan para pihak hendaknya tidak bertentangan dengan
ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.
d. Ada prestasi yang dilaksanakan

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak sesuai

3 Ibid, hal. 3,
3R Subekti, Op. cit, hal. 1.
32 Ibid, hal. 82.
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dengan syarat-syarat perjanjian, misalnya pembeli berkewajiban untuk

membayar harga barang dan penjual berkewajiban menyerahkan barang,
e. Ada bentuic tertentu lisan atau tulisan

Perlunya bentuk tertentu karena ada ketentvan Undang-undang vang

menyebutkan bahwa dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai

kekuatan mengikat dan bukti yang kuat.
f Ada syara‘lt-syarat tertentu sebagai 1si perjanjian.

‘Dari syarat-syarat tertentu dapat diketahui hak dan kewajiban para pihak.

Syarat-syarat ini terdiri dari syarat pokok yang menimbulkan hak dan

kewajiban pokok.

Dari berbagai asas hukum perjanjian, akan dikemukakan beberapa asas
penting yang berkaitan erat demgan pokok bahasan. Beberapa asas yang
dimaksudkan antara Jain ; *°
a. Asas kebebasan berkontrak

Berbeda halnya dengan Buku II KUH Perdata yang menganut suatu
sistem tertutup, sebaliknya Buku IIIl KUH Perdata menganut sistem terbuka.
Maksudnya adalah setiap orang bebas mengadakan suafu perjanjian berupa

apa saja, baik bentuknya, isinya dan pada siapa perjanjian itu ditujukan.

33 Mumr Fuady, Hukum Kontrak ( Dari Sudut Pandang Hulum Bisnis), Citra Aditya
Bakti, Bandung, 2001, hal. 30.




41

Asas ini dapat disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang
berbunyi : “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai
Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”,
Tujuan dari pasal di atas bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu
dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian,
bebas untuk mengadakan perjanjian @ dengan siapapun, bebas untuk
menentukan isi dari perjanjian maupun syarat-syarat dan bebas untuk
menentukan bentuknya, yaitu tertulis atau tidak tertulis dan seterusnya.
Jadi dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat
diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (tentang
apa saja) dan petjanjian itu mengikat mereka yang membuatnya sepert.i suatu
Undang-undang. Kebebasan berkontrak dari para pihak untuk membuat
perjanjian itu meliputi
- Perjanjian yang telah diatur oleh Undang-undang
- Perjanjian-perjanjian baru atau campuran yang belum diatur dalam
Undang-undang. |

b. Asas konsensualisme |
Adalah suate perjanjian cukup ada kata sepakat dari mereka yang
membuat perjanjian itu tanpa ditkuti dengan perbuatan hukum lain kecuali

perjanjian yang bersifat formal **

¥ A Qiram Syamsudin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta
Perkembangannya, Liberty, Yogyakarta, 19835, hal. 20.
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c. Asas itikad baik

Bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan
itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan
sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada
waktu diadakan perbuatan hukum. Sedangkan itikad baik dalam
pengertian obyektif adalah bahwa pelaksanaan suatu peganjian hukum
harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai
dengan yang patut dalam maéya.takat.

d. Asas Pacta Sun Servanda
Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya
suatu peljénjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah
mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-undang. Dengan
demikian para pihak tidak mendapat kerugian karena perbuatan mereka
dan juga ‘tidak mendapat keuntungan darinya, kecuali kalau perjanjian
tersebut dimaksudkan untuk pihak ketiga. Maksud dari asas ini dalam
suatu perjanjian. tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para
pihak yang telah membuat perjanjian itu.

e. Asas berlqklmya suatu perjanjian
Pada dasarnya semua perjanjian itu berlaku bagi mereka yang

membuatnya tak ada pengaruhnya bagi pihak ketiga kecuali yang telah
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diatur dalam Undang-undang, misalnya perjanjian untuk pihak ke’tiga.35
Asas berlakunya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata
yang berbunyi : “Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengikatkan diri
atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji daripada untuk

dirinya sendiri.”

2.3.1.1. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Agar perjanjian itu sah dan mempunyai kekuatan hukum, maka
terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu perjanjian
yang ditentukan Undang-undang. Perlu diperhatikan bahwa perjanjian yang
memenuhi Undang-undang diakui oleh hukum, sebaliknya perjanjian yang
tidak memenuhi syarat tak diakui oleh hukum walaupun diakui oleh pihak-
pihak yang bersangkutan. Karena itu selagi pihak-pihak mengakui dan
mematuhi perjanjian yang mereka buat walaupun tidak memenuhi syarat
perjanjian itu berlaku di antara mereka. Apabila suatu ketika ada pihak yang
tidak mengakuinya lagi, maka hakim akan membatalkan atau perjanjian itu
batal.

Berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, wuntuk sahnya suatu
perjanjian para pihak harus memenuhi syarat-syarat tersebut di bawah ini : 36

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri ;

** Ibid, hat. 19.
3 R, Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-undeng Hukum Perdata, Pradnya
Paramita, Jakarta, 2001, hal. 339.




2. Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian ;
3. Suatu hal tertentu ;

4. Suatu sebab yang halal.

Ad.1) Kesepakatan atau. persetujuan kehendak para pihak

Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat
mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang
dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain.
Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

Kedua belah pihak dalam suatu perjanjian, harus mempunyai kemauan
yang bebas untuk mengikatkan diri dan kemauan itu harus dinyatakan.
Pernyataan dapat dilakukan dengan tegas atau secara diam-diam. Kemauan
yang bebas sebagai syarat pertama untuk suatu perjanjian yang sah, dianggap
tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan

{(dwaling) dan penipuan (bedrog).

Ad. 2) Kecakapan para pihak dalam membuat suatu perjanjian

Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Artinya
orang yang membuat petjanjian akan terikat oleh perjanjian itu, harus
mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung
jawab yang dipikul atas perbuatannya. Sedangkan dari sudut ketertiban

hukum, karena seorang yang membuat perjanjian itu berarti mempertaruhkan
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kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh

berhak berbuat dengan harta kekayaannya.

Ad. 3) Suatu hal tertentu
Bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa
yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu

perselisihan.

Ad. 4) Suatu sebab atau causa yang halal

Yang dimaksud dengan sebab adaiah tujuan dari perjanjian itu sendiri.
Perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat berdasarkan sebab yang palsu
atau sebab yang terlarang adalah batal demi hukum (vide Pasal 1335 KUH
Perdata), artinya bahwa para pihak tidak terikat untuk memenuhi perjanjian
tersebut. Apabila salah satu pihak melakukan suatu gugatan menuntut
pemenuhan perjanjian tersebut, gugatan akan ditolak dan perjanjian tersebut
akan dinyatakan batal demi hukum. Oleh karena perjanjian tersebut dianggap
tidak ada sejak semula, maka para pihak akan dikembalikan pada keadaan
semula. Svatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang,
kesusilaan atau ketertiban umum (vide Pasal 1337 KUH Perdata).

Sehubungan dengan syarat—syaraf sahnya perjanjian tersebut di atas,
dibarapkan dari para notaris kecermatan é‘kan memeriksa idenditas para pihak

yang menghadap atau membuat petjanjian tersebut.
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2.3.1.2. Formalitas Dalam Perjanjian

Secara umum tidak diatar mengenai formalitas suatu perjanjian, dapat
dilakukan secara lisan atau tertulis atau dengan suatu akta otentik. Namun
demikian, KUH Perdata menentukan pengecualian terhadap ketentuan umum
ini. Beberapa perjanjian khusus harus dibuat secara tertulis dengan suatu akta
otentik yang dibuat oleh dan di hadapan notaris dan adapula beberapa
perjanjian yang sudah dapat mengikat hanya dengan penyerahan dari pokok
perjanjian.

Perjanjian lisan di dalam dunia bisnisl kurang disukai, karena apabila
terjadi sengketa sulit untuk dijadikan sebagai alat bukti. Pembuktian
perjanjian lisan dapat dilakukan dengan saksi-saksi. Para saksi adalah manusia
yang tidak luput dari lupa, sifat yang tidak jujur atau meninggal dunia.

Di dalam bisnis fertentu terdapat kecenderungan untuk menggunakan
apa vang dinamakan kontrak baku (standar), yaitu berﬁpa perjanjian
(kontrak) yang sebelumnya oleh pihak tertentu (perusahaan) telah ditentukan
secara sepihak sebagian isinya dengan maksud untuk digunakan secara
berulang-ulang dengan berbagai pihak (konsumen perusahaan) tersebut.”’

Perusahaan-perusahaan yang lazim menggunakan perjanjian (kontrak)
standar ini, rﬁisalnya lembaga perbankan untuk perjanjian kredit, perusahaan

asuransi untuk polis asuransi dan perusahaan pengangkutan untuk perjanjian

37 Sanﬁsi Bintang dan Dahlan, Pokok-pokok Fiukum Ekonomi dan Bisnis, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 18.
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pengangkutan barang. Dilthat dari sudut pandang bisnis perjanjian (kontrak)
standar demikian cukup praktis dan ekonomis, karena tidak perlu dibuat
perjanjian (kontrak) baru untuk setiap transaksi bisnis yang terjadi, Dari sudut
pandang hukumpun perjanjian (kontrak) demikian adalah sah asalkan sudah
memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Pel;rdata.

Dalam praktek pada umumnya para pihak dari suatu perjanjian
menginginkan dibuat setidak-tidaknya dalam bentuk tertulis dan dilegalisir
oleh notaris atau datam bentuk akta otentik (akta notariel) untuk memperkuat
kedudukan mereka jika terjadi sengketa.

Berikut ini adalah tinjauan singkat terbadap bentuk-bentuk perjanjian

tertulis:>®

1) Perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak
yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam itu hanya mengikat para
pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat pihak
ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal oleh pihak
ketiga, maka para pihak atau sé.lahg satu pihak dari perjanjian tersebut
berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk
membuktikan bahwa keberatan pihak ketiga dimaksud adalah tidak

berdasar dan tidak dapat dibenarkan.

38 Arie S. Hutagalung, Hukum Perjanjian di Indonesia Masalah-masalah Praktis
Dalam Pembuatan Perjanjian Bisnis, Makalah disampaikan pada Pelatihan Kemahiran
Hukum Kerjasama PT. PLN Distribusi Fateng — Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1993,
hal. 5 —6.




2)

3)
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Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para
pihak.

Fungsi kesaksian notaris atas suatu dokumen semata-mata hanya untuk
melegalisir kebenaran tanda tangan para pihak. Akan tetapi kesaksian
tersebut tidaklah mempengaruhi kekuatan hukum dari isi perjanjian salah
satu pthak mungkin saja menyangkal isi perjanjian, namun pihak yang
menyangkal tersebut adalah pihak yang tharus membuktikan

penyangkalannya.

Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk

akta notariel.

Jenis dokumen ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak

yang bersangkutan maupun pihak ketiga.

Suatu akta otentik (akta notariel) mempunyai 3 fungsi : >’

a), Sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah
mengadakan perjanjian tertentu ;

b). Sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam
pen a:njian adalah yang menjadi tujuan dan keinginan para pibak ;

c). Sebégai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu,

kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan

¥ Ibid, hal. 6.
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penrjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak

para pihak,

2.3.2. Pengertian Kontrak Bisnis

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai pengertian kontrak bisnis,
marilah terlebith dahulu meminjau apa sebenamya yang dimaksud dengan
kontrak tersebut.

Salah satu definisi kontrak adalah yang diberikan oleh Henry
Campbell Black dalam Munir Fuady, bahwa kontrak adalah suvatn
kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara dua atau
lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi atau menghilangkan
hubungan hukum, *°

Selanjutnya Steven . Gifis dalam Munir Fuady, memberikan
pengertian kepada kontrak sebagai suatu perjanjian atau serangkaian
perjanjian di mana hukum memberikan ganti rugi terhadap wanprestasi
terhadap kontrak tersebut atau terhadap pelaksanaan kontrak tersebut oleh
hukum diﬁnggap sebagai suatu tugas. 4

Akan tetapi KUH Perdata memberikan pengertian kepada

kontrak (perjanjian) ini sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih

“® Munir Fuady, Op.cil, hal. 4.
I fhid, hal. 4.
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mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (vide Pasal 1313
KUH Perdata).

Sedangkan kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian yang tertulis
dengan substansi yang disetujui oleh para pihak yang terikat didalamnya
bermuatan bisnis. Adapun bisnis adalah tindakan-tindakan yang mempunyai
nilai komersial.

Dengan demikian kontrak bisnis adalah perjanjian tertulis antara dua
pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersial. *

Kontrak bisnis dapat dibagi empat bagian bila dilihat dari segi pembuktian 42

1. Kontrak bisnis yang dibuat di bawah tangan di mana para pihak
menandatangani sebuah kontrak bisnis di atas materai ;

2. Kontrak b:isnis yang didaftarkan (waarmeking) oleh notaris ;

3. Kontrak bisnis yang dilegalisasi di depan notaris ;

4. Kontrak bisnis yang dibuat di hadapan notaris dan dituangkan dalam
bentuk akta notarmns.

Walaupun ada 4 perbedaan dari segi pembuktian, namun tidak
mempengmuhi keabsahan isi dari apa yang dijanjikan oleh para pihak. Ada
beberapa kontrak bisnis yang oleh Undang-undang harus diubah dalam bentuk
akta notaris, misalnya perjanjian yang menyangkut Perseroan Terbatas atau

perjanjian jual beli tanah.

4 Ylikmahanto Juwana, Modul Rancangan Kontrak, UT, hal. 12.
® Ibid, hal.13.
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Di lihat dari unsurnya kontrak bisnis dapat dibagi menjadi 2 kategori :
1. Kontrak bisnis domestik
2. Kontrak bisnis internasional.
Yang membedakan antara kontrak bisnis domestik dengan

internasional adalah ada tidaknya unsur internasional. **

2.4, Dasar Hukum Pembuatan Kontrak Bisnis Menurut Hukum Perdata
Indonesia

2.4.1. Kefentuan Umum

Sumber hukum utama dari suatu kontrak yang berbentuk perundang-
undangan adalah buku I KUH Perdata. Bagian - bagian buku III yang
berkaitan dengan kontrak adalah sebagai berikut ; *°
1. Pengaturan tentang perikatan perdata ,
2. Pengaturaﬁ tentang perikatan yang timbul dari kontrak ;
3. Pengaturan tentang hapusnya perikatan ;
4. Pengaturan tentang kontrak-kontrak tertentu.

Telah' disebutkan bahwa suatu perikatan dapat timbul, baik karena
adanya kontrak maupun karena Undang-undang. Perikatan yang timbul karena
suatu kontrak menurut KUH Perdata diatur dalam Bab Kedua Buku I1I, yang

pokok-pokok pengaturannya adalah sebagai berikut : *°

* Ibid, hal. 13.
*5 Munir Fuady, Op.cit, hal. 13.
“6 Ibid, hal. 14 - 15,




Kesatu

Kedua

Ketiga
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Tentang ketentuan-ketentuan umum, mulai dari Pasal 1313
sampai dengan Pasal 1319 ; |

Tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suato
kontrak, mulai dari Pasal 1320 sampai dengan Pasal 1337 ;
Tentang akibat dari suatu kontrak, mulai dari Pasal 1338

sampai dengan Pasal 1341,

Keempat : Tentang penafsiran kontrak, mulai dari Pasal 1342 sampai

dengan Pasal 1351.

Di samping itu, terdapat pula ketentuan dalam KUH Perdata yang

mengatur tentang kontrak-kontrak tertemtu atau yang sering disebut juga

dengan kontrak bernama, seperti kontrak jual beli, sewa menyewa, tukar

menukar dan masih banyak kontrak-kontrak tertentu lain yang tidak termasuk

ke dalam kontrak-kontrak tertentu versi KUH Perdata, misalnya kontrak

leasing, franchise, lisensi, sewa beli dan lain-lain. H

Kontrak-kontrak tertentu yang diatur dalam KUH Perdata, yakni yang

diatur dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII, mulai dari Pasal 1457 sampal

dengan Pasal 1864.

Dengan demikian, bagian dari Buku III yang sama sekali tidak berlaku

untuk kontrak hanyalah Bab III-nya, yakni yang mengafur khusus tentang

Y7 Ibid, hal. 16.
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perikatan yang lahir karena Undang-undang, mulai dari Pasal 1352 sampai
dengan Pasal 1380 KUH Perdata.

Pada prinsipnya, para pihak dalam suatu kontrak bebas mengatur
sendiri kontrak tersebut sesuai dengan asas kebebasan berkontrak (freedom of
contract), sebagaimana yang ditentukaﬂ dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata yang menyatakan bahwa : “Semua kontrak yang dibuat secara sah

berlaku sebagai Undang-undang bagi yang membuatnya”.

2.4.2. Syarat-syarat Sahnya Suatu Kontrak Bisnis

Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat
kedua belah pibak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-syarat
tertentu. Syarat-syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai
berikut : **
a. Syarat sah yang umum, yang terdiri dari :

1) Syarat sah wmum berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, yang terdiri

dan : |

- Kesepakatan kehendak ;

- Cakap berbuat ;

- Perihal tertentu

- Kausa yang legal.

“® Ibid, hal. 33 - 35.
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2) Syarat sah umum dalam Pasal 1338 dan 1339 KUH Perdata, yang
terdiri dart -
-  Syarat itikad baik ;
- Syarat sesuai dengan kebiasaan ;
- Syarat sesuai dengan kepatutan ;

- Syarat sesuai dengan kepentingan umum.

b. Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari :
1) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu ;
2) Syaraf akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu ;
3) Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris/untuk kontrak-kontrak
tertentu ;
4) Syarat 1zin dari yang berwenang.

Konsekuensi hukum jika tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari
syarat-syarat sahnya kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang
dilanggar. Konsekuensi hukum tersebut adalah sebagai berikut ; *°

a. Batal demi hukum (Nietig, null and void)
b. Dapat dibatalkan (Vernietighaar, voidable) ;
c. Kontrak tidak dapat dilaksanakan (Unenforceable) ;

d. Sanksi administratif.

 Ibid, hal. 35.
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2.4.3. Tahapan Pembuatan Kontrak Bisnis

Pembuatan (drafiing) dan penelaahan (reviewing) suatu rancangan
kontrak bisnis tidak dilakukan secara tiba-tiba tanpa ada tindakan
sebelumnya yang mendasari.
Pembuatan kontrak bisnis biasanya diikuti pula dengan tindakan-tindakan
selanjutnya. Berartt pembuatan kontrak bismis merupakan salah satu
tahapan dari rangkaian tahapan. Tahapan yang dimaksud dimulai dengan
suatu kesepakatan para pihak untuk melakukan transaksi bisnis tertentu.
Rangkaian tahapan kontrak bisnis : *°
1. Tahapan Kesepakatan Para Pihak
2. Tahapan Pembuatan Kontrak Bisnis ;

(ditinjau dari yang membuat Rancéangan Kontrak Bisnis)
3. Tahap'an Penelaahan Kontrak Bisrﬁs ;

(ditinjau dari yang tidak membuat Rancangan Kontrak Bisnis)
4. Tahapan Negoisasi Rancangan Kontrak Bisnis ;
5. Taha];;an Penandatanganan Rancangan Kontrak Bisnis ;
6. Tahapan Pelaksanaan Kontrak Bisnis ;
7. Tahapan Sengketa Kontrak Bisnis (bila ada) ;

- Penyelesian secara musyawarah

- Penyelesaian melalui forum peradilan.

%° Hikmahanto Juwana, Modul Rancangan Kontrak, UT, hal. 13.




BAB 1IN

METODE PENELITIAN

Dapat dikatakan metode penelitian yang dipergunakan dalam setiap cabang
ilmu pengetahuan selalu disesuaikan dengan disiplin atau cabang ilmu pengetahuan
yang akan diteliti. Oleh karena itu penerapan metode penelitian hukum akan berbeda
dengan metode penelitian bidang itmu-ilmu lainnya.

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu
masalah, sedang penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas
terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode
penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk
memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian, 3!

Menurut  Sutrisno Hadi penelitian atau research adalah usaha untuk
menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha
mana dilakukan der_lgan menggunakan metode-metode ilmiah. |

Dengan demikian penelitian yang difaksanakan tidak lain untuk memperoleh
data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah
tersebut ada dua buah pola berpikir menurut sejarahnya yaitu berpikir secara rasional

dan berpikir secara empiris atau melalui pengalaman.

’! Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta, 1986, hal. 6.
** Sutrisno Hadi, Metodologi Research Jilid I, ANDI, Yogyakarta, 2000, hal. 4.
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Penelitian hukum dengan hanya mempergunakan metode normatif saja
mempunyai kemampuan dan jangkauan yang terbatas.”® Dalam penelitian hukum
yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu
peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum
dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah maka digabungkanlah
metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris, di sini rasionalisme
memberikan kerangka pemikiran yang logis sedangkan empirisme memberikan
kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. >

Dalam metode penelitian ilmu hukum yang merupakan bidang kajian dalam
penulisan tesis ini, diuraikan mengenai penalaran, dalil-dalil postulat dan proporsi-
proporsi yang menjadi latar belakang dari setiap langkah dalam proses yang lazim di
tempuh dalam kegiatan penelitian hukum, kemudian memberikan alternatif-alternatif

tersebut serta membandingkan unsur-unsur penting di dalam rangkaian penelitian

hukum. »

3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hulkum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985,
hal, 9.

3% Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimeiri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1990, hal. 36.

** Ronny Hanitijo Soemitro,Op.cit,, hal. 9.
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3.1. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode
pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat
yuridis empiris. Pendekatan yuridis yang mempergunakan sumber data sekunder,
digunakan untuk menganalisa ketentuan dari Pasal 1 PIN yang berhubungan dengan
masalah tugas dan kewenangan notaris menurut ketentuan Undang-undang.
Sedangkan pendekatan empiris mempergunakan sumber data primer, yakni data yang
diperoleh langsung dari informan/responden yang digunakan untuk mengetahui
gambaran tugas dan kewenangan notaris dalam prakteknya schari-hari di era
globalisai apakah hanya terbatas secara normatif sebagaimana yang diuraikan dalam
ketentuan Pasal 1 PJN Stbl. 1860 No. 3 tersebut.

Jadi pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengetahui hal-hal yang
mempengaruhi proses bekerjanya hukum dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan

notaris di dalam era globalisasi, khususnya di dalam pembuatan akta kontrak bisnis.

3.2. Spesifikasi Penelitian
Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif
analitis yaitu dimaksudkan untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang suatu

keadaan atau gejala-gejala lainnya. *¢

% Soerjono Soekanto, Op. cit, hal. 10
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Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberi
gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh  mengenai segala hal yang
berhubungan dengan tugas dan kewenangan notaris di dalam era globalisasi.

Istilah  analitis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan,
membandingkan dan memberi makna aspek-aspek pelaksanaan tugas dan

kewenangan notaris dalam era globalisasi dari segi teori maupun praktek.

3.3. Metode Penentuan Sampel
3.3.1. Populasi

Populasi adalah seluruh obyek atau sefuruh gejala atau seturuh unit yang akan
diteliti. Oleh karena populasi biasanya sangat Besar dan luas, maka kerap kali tidak
mungkin untuk meneliti seluruh populasi itu tetapi cukup diambil sebagian saja untuk
diteliti sebagai sampel untuk memberikan gambaran yang tepat dan benar. %’

Dalam penelitian ini, maka populasinya adalah seluruh notaris yang ada di
Pemerintah Kota Semarang,

Adapun mengenai jumlah sampel yang akan diambil menurut Ronny Hanitijo
Soemitro, bahwa pada prinsipnya tidak ada. per;tt—uran yang ketat secara mutlak
menentukan berapa persen sampel tersebut harus diambil dari populasi®

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penslis menetapkan penelitian hanya dilakukan

57 Ronny Hanitijo Soeﬂﬁtro, Meiode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985;
hal. 44, .
*® Ibid, hal. 47.
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pada daerah sampel, yakni terhadap beberapa orang notaris vang ada di Pemerintah

Kota Semarang.

3.3.2. Teknik Sampling

Teknik sampling yang digunakan dalam penclitian ini adalah purposive
sampling (sémpel bertwjuan), disebut purposive karena tidak semua, populasi akan
diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara
keseluruhan. Kebaikan menggunakan sampel ini kita dapat menentukan sampai batas
mana strata dalam populasi dapat terwakili untuk sampel yang kita gunakan, >

Adapun jumlah notaris yang diambil sebagai subyek informan/responden
dalam penelitian ini sebanyak 20 (dua puluh) orang notaris yang ada di Pemerintah
Kota Semarang. Pertimbangan mereka ditunjuk atau dipilh sebagai subyek
informan/responden dalam penelitian ini adalah berdasarkan pengalaman mereka
dalam menjalani praktek profesi notaris sebagai notaris senior dan banyaknya jumlah
akta-akta perjanjian yang mereka tangani serta karena keterbatasan waktu, tenaga dan

biaya dari penulis, sehingga sampel yang diambil tidak dalam Jumlah besar.

. 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, akan diteliti data primer dan data sekunder. Dengan
demikian ada dua kegiatan utama yang akan dilakukan dalam melaksanakan

penelitian ini, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan.

39 Mardalis, Mefode Peneclition Suatu Pendekaton Proposal, Bumi Aksara, Jakarta, 2002,
hal, 57.
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Data primer adalah daia yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui
observasi/pengamatan, interview/wawancara_ dan questionere/angket.

Data primer dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang digunakan
secara bebas terpimpin. Wawancara dilakukan terhadap beberapa notaris sebagai
informasi guna melengkapi analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam
penelitian in.

Sedangkan data sekunder adalah data yang dipercleh melalui kepustakaan,
dengan menelaah buku-buku literatur, undang-undang, brosur/tufisan yang ada
kaitannya dengan masalah yang diteliti. %!

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-
bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, sedangkan bahan hukum
sekunder yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. %

Bahan hulum primer yang diteliti dalam penelitian ini adalah Peraturan

Tabatan Notaris Stbl. 1860 No.3 dan KUH Perdata.

% Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia,
Jakarta, 1990, hal. 10.

® Ibid, hal. 11.

%2 Soerjono Sockanto, Op.cit, hal. 52.
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3.5. Metode Analisa Data

Setelah data-data tersebut terkumpul, maka akan diinventarisasi dan kemudian
di seleksi yang sesuai untuk digunaken menjawab pokok permasalahan dalam
penelitian ini. Selanjutnya di analisa secara deskriptif analitis, yaitu mencari dan
menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan
landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran
konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti. Disamping itu digunakan juga
metode analisa yang kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan
data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh informan/responden secara
tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai

sesuatu yang utuh. &

3.6. Lokgsi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini dilakukan terhadap beberapa Kantor
Notaris yang ada di Pemerintah Kota Semarang, Perpustakaan Nasional Propinsi
Jawa Tengah dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Semarang.

% Ibid, hal. 250.




BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan secara khusus tentang tugas dan
kewenangan notaris dalam era globalisasi serta tanggung jawab notaris dalam hal
adanya kekeliruan dalam pembuatan akta otentik, khususnya dalam pembuatan akta
kontrak bisnis. Pembahasan bertitik tolak dari temuan-temuan di lapangan
berdasarkan fakta yang terkumpul dan terlihat sebagaimana adanya saat penelitian
dilaksanakan.

Hasil penelitian lapangan sangat diperlukan guna menjawab permasalahan
yang diajukan pada Bab I, selain itu fakta dari hasil penelitian lapangan tersebut akan
didukung oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, teori maupun pendapat
para ahli yang berhubungan dengan materi penelitian ini.

Oleh karena itu, bab ini secara berturut-turut akan dibagi dalam 3 Sub bagian,
yaitu :

1. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai tugas dan kewenangan notaris
menurut ketentuan Undang-undang.

2. Hasil penelitian dan pembahasan mengenai tugas dan kewenangan notaris dalam
era globalisasi.

3. Hasil penelitian dan pembahasan mengenal tanggung jawab notaris dalam hal

adanya kekeliruan dalam pembuatan akta kontrak bisnis.
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4.1. Tugas dan Kewenangan Notaris Menurut Ketentuan Undang-undang
Pada umumnya pekerjaan notaris berkecimpung dalam hukum perdata. Untuk
itu dapat dilihat dalam Pasal 1 dari Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Stbl. 1860 No. 3
memberikan ketentuan tentang apa yang menjadi tugas notaris sebagai berikut :
“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat
akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian
tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan
kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan
umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang
lain”.
Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan
HAM, dengan demikian ditugaskan untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan
penguasa. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah
dan diberi'wewenang serta kewajiban untuk melayani publik dalam hai-hal tertentu,
karena itu ikut serta melaksanakan kewibawaan pemerintah, tetapi notaris bukanlah
pegawai negeri dan tidak mendapat gaji atau pensiun dan tidak ada suatu hubungan
kerja dengan pemerintah.
Tugas seorang notaris yang utama adalah membuat akta-akta otentik
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang menentukan bahwa,
suatu akta otentik adalah akta yang dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-

undang, dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu,

ditempat di mana akta itu dibuat.
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Jadi suatu akta otentik apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang;

2. Pembuatannya di hadapan atau oleh pejabat umum {openbaar ambtenaary,
“Di hadapan” menunjukkan, bahwa akta dibuat atas permintaan seseorang atau
para pihak, sedangkan aktanya dinamakan akta partai (partij akie).
“QOleh” menunjukkan pejabat umum tersebut membuat akta karena adanya suatu
kejadian, pemeriksaan, keputusan dan sebagainya, sedangkan aktanya dinamakan
akta relaas atau akta pejabat (Ambtelijk akte)

3. Pejabatnya harus berwenang untuk maksud itu di tempat di mana akta tersebut
dibuat.

Pembuatan akta yang dilakukan notaris untuk semua tindakan-tindakan,
kecuali apabila untuk suatu tindakan yang sudah diatur oleh Undang-undang
diharuskan dibuat oleh pejabat yang lain, seperti akta Catatan Sipil harus dibuat oleh
Pegawai Catatan Sipil dan akta-akta mengenai tanah oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT).

Dari ketentuan Pasal 1 PIN, bahwa notaris adalah pejabat umum yang satu-
satunya berwenang untuk membuat akta otentik. Semua pejabat yang lain hanya
mempunyai wewenang tertentu artinya wewenang itu tidak melebihi dari pembuatan
akta yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-undang. |

Hal ini akan terlihat lebih jelas lagi apabila kita membaca Pasal 1 PIN tersebut
tidak terputus-putus : “Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk

membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan
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sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau
dikecualikan kepada pejabat atau orang lain”. |

Dengan perkataan lain, wewenang notaris bersifat umum sedangkan
wewenang pejabat lain adalah pengecualian. Itulah sebabnya apabila ada ketentuan
perundang-undangan menyebutkan mengenai akta otentik, maka otomatis hal itu
hanya dapat dilakukan oleh notaris.

Jadi selama Undang-undang tidak menunjuk pejabat lain terhadap perbuatan
hukum tertentu yang dikecualikan kepada selain notaris, maka hanya notaris yang
berwenang membuat akta otentik. Hal ini tidak berarti notaris dapat sekehendaknya
sendiri membuat akta otentik tanpa ada pihak-pihak yang meminta, misalnya suatu
perjanjian yang dituangkan dalam akta otentik. Notaris tidak mungkin membuat suatu
akta tanpa keterlibatan pihak yang berkepentingan. Dengan demikian yang terikat
dalam akta itu dan yang harus memenuhi kewajiban serta yang berhak melakukan
tuntutan atas hak-haknya adalah pihak yang berkepentiﬁgan dan meminta untuk
dibuatkan suatu akta.

Notaris dalam arti positif hanya sebagai media agar terjelma atau lahirnya
suatu akta otentik. Jika pihak-pihak dalam pembuatan akta otentik dilakukan tanpa
melalui notaris tidak akan menyebabkan adanya akta otentik. Dinamakan akta notaris
jangan diartikan aktanya notaris, akan tetapi masih tetap sebagai akta bagi pihak yang
berkepentingan. Bila terjadi sengketa terhadap perjanjian yang dimuat dalam akta
otentik yang dibuat oleh notaris, maka dalam hal ini yang terikat adalah mereka yang

mengadakan perjanjian itu sendiri , sedangkan notaris tidak terikat untuk memenuhi
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janji atau kewajiban apapun seperti yang tertuang dalam akta yang dibuat oleh atau di
hadapan notaris tersebut.

Inti dari tugas notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-
hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa notaris,
yang pada asasnya adalah sama dengan tugas hakim yang memberikan keputusan
tentang keadilan di antara para pthak yang bersengketa.

Ternyata tugas notaris di dalam praktek lebih luas dari pada tugas notaris yang
dibebankan oleh Undang-undang (PJN). Tugas notaris yang dibebankan oleh
masyarakat di dalam praktek dalam inti menjalankan suatu fungsi sosial yaitu untuk
melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dihendaki dari notaris oleh masyarakat
umum antara lain serta memberikan bantuan hukum kepada masyarakat, memberikan
masukan dalam pembentukan Undang-undang kepada pemerintah dan lain-lain.

Notaris selain membuat akta otentik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1
tersebut, oleh Undang-undang juga ditugaskan untuk membuat pendaftaran
(waarmerking) surat-surat di bawah tangan dan membuat pengesahan (legalisasi)
surat-surat di bawah tangan. Tugas pembuatan daftar surat-surat di bawah tangan dan
tugas pembuatan pengesahan surat-surat di bawah tangan berdasarkan ketentuan
Pasal 1874 dan Pasal 1874 a KUH Perdata.

Pasal 1874 KUH Perdata menerangkan

“Sebagai tulisan-tulisan di bawah tangan dianggap akta-akta yang ditanda

tangani di bawah tangan, surat-surat, register-register, surat-surat urusan

rumah tangga dan lain-lain tulisan yang dibuat tanpa perantaraan seorang

pegawai umum. Dengan penandatangan sepucuk tulisan di bawah tangan
dipersamakan suatu cap jempol, dibubuhi dengan suatu permnyataan yang
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bertanggal dari seorang notaris atau scorang pegawai lain yang ditunjuk oleh
Undang-undang dari mana ternyata bahwa ia mengenal si pembububh cap
jempol atau bahwa orang ini telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya
akta telah dijelaskan kepada orang itu dan bahwa setelah itu cap jempol
tersebut dibubuhkan di hadapan pegawai tadi. Pegawai ini harus membukukan
tulisan tersebut. Dengan Undang-undang dapat diadakan aturan-aturan lebih
lanjut tentang pernyataan dan pembukuan termaksud.”

Selanjutnya Pasal 1874 a KUH Perdata menerangkan :

“Jika pihak-pihak yang berkepentingan menghendaki, dapat juga diluar hal

yang termaksud dalam ayat kedua pasal yang lalu pada tulisan-tulisan di

bawah tangan yang ditanda tangani diberi suatu pernyataan darl seorang

notaris atau seorang pegawai lain yang ditunjuk oleh Undang-undang dari

mana ternyata bahwa ia mengenal si penanda tangan atau bahwa orang im

telah diperkenalkan kepadanya, bahwa isinya akta telah dijelaskan kepada si

penanda tangan dan bahwa setelah itu penanda tangan telah dilakukan di

hadapan pegawai tersebut. Dengan ini berlakulah ketentuan dalam ayat ketiga

dan keempat dari pasal yang lalu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 PIN, notaris juga memperoleh kekuasaan
langsung dari kekuasaan eksekutif, artinya notaris melakukan sebagian dari
kekuasaan eksekutif, yaitu dalam grosse akta notaris yang memuat kewajiban untuk
melunasi jumlah uang yang memakai titel “DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Grosse akta notaris ini mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama seperti keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap.

Dari Pasal 1 PIN terlihat juga, bahwa notaris hanya berwenang untuk

membuat akta di bidang hukum perdata dan tidak berwenang membuat akta dibidang

hukum publik. Jadi wewenang utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik.
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4.2. Tugas dan Kewenangan Notaris Dalam Era Globalisasi

Seperti diketahui notaris di Indonesia tergolong dalam notaris lahtin, 2 yang
menurut Black dalam Koesbiono Samanhadi, notaris lahtin adalah orang yang
mencatat apa yang dikatakan oleh orang lain atau orang yang menyalin apa yang telah
ditulis oleh orang lain. Ciri notaris lahtin adalah, bahwa ia melaksanakan tugas
melayani kebutuhan masyarakat dalam ruang lingkup hukum perdata. la bukanlah
pihak dalam akta yang dibuat di hadapannya, karena itu ia harus dapat memberikan
jalan dalam jalur hukum yang berlaku agar maksud para pihak yang meminta bukti
tertulis akan terjadinya hubungan hukum di antara para pihak dapat tercapai sesuai
dengan kehendak mereka. Di sini, tuntutan utamanya adalah pengetahuan hukum
yang luas dari seorang notaris agar dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak
secara proporsional, sehingga masing-masing pibak memperoleh haknya dan
melaksanakan kewajibannya. 53

Notaris lahtin vang ada dalam sistem hukum civil law yang dianut oleh negara
Eropa Kontinental diangkat oleh pemerintah dan memberikan jasanya untuk
kepentingan umum. Notaris lahtin mempunyai ciri utama pada kedudukannya yang

manditi dan tidak memihak. Dalam menjalankan fungsinya ia memperhatikan

*2 G.H.S. Lumban Tobing, Op.cit, hal. 3.
53 Koesbiono Samanhadi, Profesi Notaris Dalam Era Globalisasi Tantangan dan Peluang,
Makalah dalam Kongres XV1 INI, Yogyakarta, 1996, hal. 6 — 7.
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kepentingan semua pihak yang terlibat. Notaris lahtin menjalankan funsinya yang
mirip dengan hakim, **

Sedangkan sistem hukum common law yang berlaku di negara Anglo Saxon
tidak memiliki lembaga yang mirip dengan notaris lahtin. Notaris yang dinamakan
Notary Public menjalankan tugas sederhana, misalnya mensahkan tanda tangan dan
membuat surat kuasa. Notary Public tidak dapat disamakan dengan notaris dalam
sistem hukum ecivil law yang dianut di negara Eropa Kontinental dan Indonesia
termasuk di dalam kelompok negara tersebut.

Tugas seorang Notary Public masih kurang dipahami, khususnya tentang
ruang lingkup posisi, pekerjaan dan hasil pekerjaannya. 33

Seiring dengan perkembangan zaman, bahwa notaris lahtin tidak hanya
membuat akta-akta otentik yang memang merupakan tugas pokoknya séhari—hari.
Tugas dan kewenangan notaris sebagaimana menurut Undang-undang harus
dijalankannya, sangat berbeda sekali dengan tugas dan kewenangan yang dibebankan
kepadanya oleh masyarakat di dalam praktek.

Para notaris di Indonesia dapat dikatakan membuat semua akta otentik dari
segala hal dalam Hukum Perdata yang memerlukan pembuktian, dengan tidak

dibatasi oleh ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 PIN tersebut.

4 M.J.A. Van Mourik, Sistem Civil Law dan Notaris Dalam Sistem Civil Law Dalam Dunia
Modern (Terjemahan), Media Notariat Ed. Januari — Oktober No. 22 - 25 Tahun VIL, INI, 1992,
Jakarta, hal. 39.

%5Tan Thong Kie, Studi Notariat Beberapa Mata Pelajaran don Serba-serbi Praktek Notaris
Buku IT, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hal. 229.
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Dalam praktek di masyarakat, notaris juga memberikan nasehat hukum (legal
advisor) ataupun pendapat hukum (legal opinion) dan penjelasan mengenai peraturan
perundang-undangan kepada pihak-pihak yang bersangkutan sebelum akta dibuat.

Melalui pengamatan dan wawancara dalam penelitian ditemukan bahwa
seluruh informan/responden, menyatakan tugas dan kewenangan notaris dalam
masyarakat makin luas tidak hanya terbatas secara normatif sebagaimana yang
ditentukan dalam Pasal 1 PN tersebut. Hal tersebut sesuai dengan perkembangan
waktu dan masyarakat, dalam menjalani profesinya sebagai notaris menurut mereka
harus tunduk pada ketentuan hukum dengan sifatnya yang normatif, sementara
dipihak lain kenyataan di masyarakat yang begitu komplek tidak bisa ditangani dan
ditampung oleh peraturan yang begitu kaku. Dalam praktek mereka sebagai notaris,
masyarakat menganggap notaris adalah pejabat yang tahu segala-galanya, sebagai
profesi yang dapat menyelesaikan segala masalah hukum. Untuk lebih jelasnya hal
tersebut akan diuraikan dalam bentuk tabel berikut ini

TABEL 1

PENDAPAT NOTARIS MENGENAI TUGAS DAN KEWENANGAN
NOTARIS DI MASYARAKAT DALAM ERA GLOBALISASI (N = 20)

NO ALTERNATIF PENDAPAT NOTARIS | FREKUENSI
1 | Terbatas Pasal 1 PIN Tidak -
2 | Lebih luas dari Pasal 1 PIN Ya 20
Jumlah 20

Sumber : Data hasil wawancara dan kuesioner dengan informan yang telah diolah.
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Seiring dengan pengaruh globalisasi ke dalam dunia bisnis, tugas dan
kewenangan seorang notaris tidak semata-mata menurut bunyi aturan dalam Pasal 1
PIN fersebut, tetapi akibat dari perkembangan yang pesat dari dunia ekonomi dan
dunia usaha dewasa ini menyebabkan notaris di dalam menjalankan tugasnya
meliputi bidang yang lebih luas dari apa yang sebenarnya diuraikan dalam Pasal 1
tersebut.

Hal ini disebabkan karena masyarakat umum yang menghendaki bantuan
notaris lebih dari itu dan notaris diangkat oleh penguasa bukan untuk kepentingan diri
notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat ymum yang dilayaninya
itu.

Notaris pada waktu diminta bantuan oleh masyarakat umum juga memberikan

penyuluhan hukum dan memberikan penjelasan mengenai Undang-undang yang

‘berlaku. Hal ini dilakukan notaris, karena notaris menurut ketentuan perundang —

undangan ditugaskan untuk membuat akta yang benar yang dikehendaki oleh
Undang-undang.

Penyuluhan hukum atan penjelasan mengenai ketentuan Undang-undang ini
diberikan dalam rangka membantu dalam pembuatan akta yang diperiukan, karena
merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Salah satu faktor inilah yang membedakan pekerjaan notaris dengan pekerjaan
praktisi-praktisi hukum yang lain. Faktor kedua yang membedakannya adalah, bahwa
notaris dalam mengatur hubungan-hubungan hukum yang telah disetujui antara kedua

belah pihak yang pada hakekatnya dibuat dalam keadaan damai dan ini dapat
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dikatakan sama dengan tugas hakim yang memberikan keputusan tentang keadilan di
antara para pihak yang dalam keadaan sengketa. Apabila para pihak yang datang
tersebut ternyata dalam keadaan sengketa, notaris akan menganjurkan mereka untuk
segera meminta bantuan kepada pengacara, advokat atau praktisi hukum yang lain.

Selain itu juga perlu diingat, bahwa notaris bukan pegawai negeri yang
dibatasi dengan norma-norma dan aturan-aturan yang jelas, seorang notaris harus
dapat menyesuaikan diri dan mengikuti perkembangan yang terjadi di era globalisasi
yang telah berada di hadapannya, namun tetap berpegang teguh pada peraturan-
peraturan yang berlaku.

Menurut Notaris Suyanto,”® tugas dan kewenangan notaris dalam era

globalisasi dewasa ini tidak hanya terbatas secara normatif sebagaimana yang .

ditentukan dalam Pasal 1 PIN tersebut. Sejalan dengan perkembangan waktu dan
masyarakat, menyebabkan antara tugas dan kewenangan notaris dalam Undang-
undang sangat berbeda dengan tugas yang dibebankan oleh masyarakat dalam
praktek, karena kebutuhan masyarakat yang sangat beragam menuntut notaris sebagai
pejabat umum yang diberikan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Pasal 1
tersebut untuk dapat menuangkan/ menuliskan (mengkonstratir) kebutuhan
masyarakat akan perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukannya dalam akta otentik
dan pada saat yang sama notaris juga sebagai saksi atas perbuatan-perbuatan hukum

yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, sepanjang perbuatan-perbuatan

 Suyanto, Notaris di Kota Semarang, Wawancara pada tanggal 24 Agustus 2002.
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hukum tersebut tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berfaku. Selain itu masih ada lagi tugas notaris yang dituntut oleh masyarakat, yaitu
sebagal tempat meminta nasehat dan penjelasan di bidang hukum dan perundang-
undangan serta tugas untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (waarmerking
dan legalisasi) atas surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

Sedangkan menurut Notaris Roekiyanto, 6 tugas dan kewenangan seorang
notaris selain membuat akta-akta notaris yang memang sudah menjadi tugasnya
sehari-hari, seorang notaris juga sebagai konsultan hukum, tetapi bukan sebagai
“Pengacara” murni dalam arti memihak salah satu pihak, disamping itu notaris turut
pula membantu memecahkan permasalahan dari para pihak.

Selanjutnya pendapat senada juga diungkapkan oleh Notaris Indrijadi,”
Notaris Ny. R.A.B.G. Sri WK. Prastowo, /' Notaris Ny. F. Eka Sumarningsih,
dan Notaris Ny. Niken Puspitarini,  bahwa tugas dan kewenangan notaris dalam era
globalisasi selain apa yang telah diuraikan di atas notaris juga mengusahakan disah
badan-badan seperti Perseroan Terbatas dan Yayasan, agar mendapat
persetujuan/pengesahan sebagai badan hukum dari Menteri Kehakiman dan HAM

Republik Indonesia, notaris juga membuat Surat Keterangan Hak Waris (SKHW)

% Roekiyanto, Notaris di Kota Semarang, Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2002.

™ Indrijadi, Notaris di Kota Semarang, Wawancara pada tanggal 31 Agustus 2002.

"t Ny. R.AB.G. Sl W K. Prastowo, Notaris di Kota Semarang, Wawancara pada tanggal 4
September 2002.

™ Ny. F. Fka Sumarningsih Notaris di Kota Semarang , Wawancara pada tanggal 7
September 2002.

73 Ny. Niken Puspitarini, Notaris di Kota Semarang, Wawancara pada tanggal pada tanggal 7
September 2002.
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vang diminta oleh para pihak serta melakukan pekerjaan lain yang bertalian dengan
lapangan yuridis dan penyuluhan perpajakan, yakni mengenai Aturan Bea Materai,
Bea Perolechan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasiian
(PPh).

Seperti telah diuraikan di atas, pada prinsipnya untuk dapat praktek dengan
baik diharapkan dari seorang notaris penguasaan ilmu tidak hanya terbatas pada ilmu

kenotariatan saja,

namun pertu didukung ilmu lain yang sifatnya pada suatu
masalah tertentu menjadi lebih penting, mengingat dalam dunia usaha tidak ada yang
permanen kecuali perubahan yang terus berlangsung. Oleh karena itu kebutuhan
penyesuaian dalam peraturan dan perundang-undang tentunya akan dapat di dalami
oleh notaris, schingga akta-akta otentik yang dihasilkan tidak bertentangan dengan
peraturan-peraturan yang berlaku.

Oleh karena tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat pembuat akta
otentik, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 PJN makin meluas dengan
perkembangan perckonomian dan dunia usaha dewasa ini di Indonesia, sehingga
JM. Polak dalam Roesnastiti Prayitno, menyatakan dalam salah satu pidatonya,
bahwa fungsi notaris ada 4 (empat) yaitu &

1. selaku “Pejabat™ ia membuat akta-akta otentik ;

2. selaku “Hakim” ia memberi perantara dalam menyelesaikan warls diantara para

ahli wans ;

74 Budi Untung, Visi Global Notaris, ANDI, Yogyakarta, 2001, hal. 71.
75 Roesnastiti Prayitno, Op.cit, hal. 179.
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3. selaku “Penyuluh Hukum” dan “Pemberi Bantuan Hukum” ia memberikan
penerangan, agar para pihak menyadari hak-hak dan kewajiban masing-masing
berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat ;

4. selaku “Enterpreneur” atau “Pengusaha™ ia mempertahankan kliennya agar
supaya dapat membiayai usahanya.

Dapat dibayangkan betapa sulithya seorang notaris dalam menjalankan
tugasnya, karena sekaligus mempunyai keempat fungsi yang tidak jarang satu sama

lain saling bertentangan dalam diri notaris itu sendiri.

4.3. Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Adanya Kekelirnan Dalam Pembuatan
Akta Kontrak Bisnis

Mengingat notaris diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM dalam jabatan
kepercayaan, bukan untuk kepentingan diri notaris itu sendiri, akan tetapi untuk
kepentingan masyarakat yang dilayani. Oleh karena itu Undang-undang memberikan
kepercayaan yang begitu besar kepada notaris dan secara umum dapat dikatakan
bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab
dibahunya, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral. Demikian pula
profesi atau jabatan yang disertai pemberian kekuasaan dan kepercayaan seperti
penuntut umum, hakim maupun notaris, yang semuanya itu menyangkut diri atau
kepentingan perorangan maupun masyarakat umum.

Pekerjaan notaris tidak hanya pekerjaan karena jabatan mereka yang

berdasarkan Undang-undang saja, tetapi juga memperhatikan adanya pekerjaan
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sebagai dasar untuk melaksanakan pekerjaan di luar Undang-undang dan norma-
norma tertentu yang diberikan standar oleh Kode Etik profesi tersebut.

Oleh karena itu perlu dipahami oleh para notaris dengan sebaik-baiknya
dalam upaya peningkatan profesionalisme, ialah mengenai tanggung jawab notaris.
Hal ini sangat penting, karena adanya pemahaman yang mendalam mengenai
tanggung jawab diharapkan seorang notaris akan menjalankan tugasnya dengan
sebaik-baiknya.

Adapun tanggung jawab tersebut dapat bersumber dari - 7

1. Hukum Perdata ;

2. Hukum Fiskal ;

3. Hukum Pidana dan ;

4. Hukum Notariat.

Tanggung jawab dari yang satu pada hakekatnya tidak mengecualikan
tanggung jawab dari yang lain. Bahkan sebaliknya, banyak tindakan hukum atau
kelalaian yang dapat menimbulkan tuntutan perdata disebabkan oleh perbuatan
melawan hukum (onrechmatige daad), juga dapat memberikan alasan untuk
memperlakukan ketentuan dalam Pasal 50 PIN atau sanksi Hukum Pidana.
Akumulasi sanksi pidana dan sanksi berdasarkan Pasal 50 PTN dapat pula terjadi.

Tanggug jawab perdata praktis adalah yang terberat, dikatakan demikian,

karena tuntutan pidana yang sifatnya berat harus ada kesalahan yang sungguh-

7 1 iliana Tedjosaputro, Malprakiek Notaris don Hulkum Pidana, CV. Agung, Semarang,
1991, hal. 42.




73

sungguh berat, Akan tetapi tuntutan perdata dapat menyangkut dalam jumlah besar,
dapat terjadi disebabkan kesalahan yang sebenarnya merupakan kesalahan yang
bukan begitu dapat dipertanggung jawabkan kepada seorang notaris.

Sedangkan menurut Hermien Hadiati Koeswadji, 77 tanggung jawab seorang
notaris dapat dilihat dari segi yuridis dan dari segi etis. Tanggung jawab dari segi
yuridis dapat dibagi dari segi hukum perdata dan hukum pidana.

Masalah tanggung jawab dari segi hukum perdata ini timbul, karena adanya
perjanjian pekerjaan antara notaris dan kiien, seperti disebutkan dalam Pasal 1868
KUH Perdata yang secara khusus pelaksanannya diatur dalam Pasal 1 PJN serta Pasal
1909 ayat 3 KUH Perdata.

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab pidana, pelanggaran secara formil
atas peraturan hukum pidana saja tidak cukup untuk dijadikan alasan menjatuhkan
pidana. Pelanggar tersebut juga harus dalam keadaan mampu brtanggung jawab atau
mempunyai kesalahan.

SedangkanAtanggung jawab notaris dari segi etis meliputi ketaatan terhadap

sumpah jabatan notaris dan hal ini merupakan landasan bagi Kode Etik Profesi.

Menurut Pasal 60 PIN notaris bertanggung jawab terhadap para pihak

bersangkutan :

a. Dalam hal, di mana itu ditetapkan secara tegas dalam PIN ;

7 Hermien Hadiati Koeswadji, Hak Ingkar (Verschoningsrecht) davi Notaris dan
Hubungannya Dengan KUHAP, Media Notariat Ed. Januari — Oktober No. 22 — 25 Tahun VII, INL,
1992, hal. 122 — 126,
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b. Apabila suatu akta, karena adanya cacad dalam bentuk hanya merupakan sebagai
suatu akta yang dibuat di bawah tangan ;
c. Dalam semua hal, menurut Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUH Perdata terdapat
kewajiban untuk membayar ganti rugi.
Hal-hal yang disebut pada sub a di atas dapat diketemukan dalam Pasaj-pasal
5.7, 18, 19,20, 25, 26, 28, 31, 35, 36 a, 38, 39, 40, 42, 43, 48 dan 54 PIN, sedangkan
di dalam Pasal-pasal 22, 23 dan Pasal 60 PIN notaris diwajibkan untuk membayar

ganti rugi, bunga dan biaya kepada yang bersangkutan, apabila untuk itu terdapat

alasan perbuatan-perbuatan tersebut tidak terdapat dalam pasal-pasal lainnya.
1 Jadi sepanjang yang menyangkut hal-hal yang dimaksud dalam Pasal-pasal
22, 23 dan Pasal 60 PIN, sebelum notaris yang bersangkutan dapat dihukum untuk
membayar uang ganti rugi, bunga dan biaya harus terlebih dahulu dapat dibuktikan
unsur-unsur sebagai bertkut : 78

1. Adanya diderita kerugian ;

2. Adanya hubungan kausal antara kerugian yang diderita dengan

pelanggaran atau kelalaian dari notaris ;

3. Bahwa pelanggaran atau kelalaian itu disebabkan kesalahan yang dapat

dipertanggung jawabkan kepada notaris yéng bersangkutan.
Untuk membuktikan adanya diderita kerugian pada umumnya tidak begitu

sulit, sekalipun besarnya kerugian yang diderita itu tidak selalu dapat ditetapkan

78 1.iliana Tedjosaputro, Op.cit, hal 43.
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secara pasti, vang sulit untuk dibuktikan adalah kedua unsur yang dimaksud pada sub
b dan sub ¢ tersebut di atas.

Kerugian yang diderita itu harus sebagai akibat dari perbuatan atau kelalaian
notaris tersebut. Syarat lainnya, bahwa perbuatan atau kelalaian itu disebabkan
kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada notaris dalam arti yang luas,
yaitu meliputi unsur kesengajaan dan kesalahan ( dolus dan culpa). &

Kesengajaan (dolus) tidak begitu menimbulkan kesulitan, karena pada
hakekatnya seorang notaris yang benar-benar dengan sengaja, direncanakan terlebih
dahulu, artinya secara insyaf dan sadar merugikan kliennya adalah merupakan sesuatu
yang sangat jarang sckali dapat terjadi.

Sepanjang mengenai kesalahan yang sebenarnya (culpa) di dalam hal im
harus dianut pendirian, bahwa bukanlah keadaan subyektif dari notaris yang
bersangkutan menentukan sampai seberapa jauh tanggung jawabnya, akan tetapi
harus berdasarkan suatu pertimbangan obyektif. Artinya seorang notaris yang normal
dan baik seharusnya dapat mengetahui akibat yang tidak dikehendaki itu, jika notaris
tersebut mengetahui, maka dalam hal ini terdapat kesalahan dan jika tidak, maka
notaris yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan.

Temuan lapangan menunjukkan seluruh informan/responden, menyatakan
tanggung jawab notaris hanya terbatas pada apa yang dikonstatirnya dalam suatu akta
notariil sesuai dengan keinginan para pihak, sedangkan mengenai muatan atau materi

yang ada dalam kontrak bisnis sepenuhnya tetap merupakan tanggung jawab para
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pihak yang telah menyepakati kontrak bisnis tersebut. Untuk jelasnya dapat dilihat
pada tabel berikut ini :
TABEL 2

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PEMBUATAN SUATU AKTA
OTENTIK TERMASUK AKTA KONTRAK BISNIS (N = 20)

NO ALTERNATIF PENDAPAT NOTARIS | FREKUENSI
1 | Bertanggung jawab Tidak -
2 | Tidak bertanggung jawab Ya 20
Jumlah 20

Sumber : Data hasil wawancara dan kuesioner dengan informan yang telah diolah.

Apabila sampai terjadi kekeliruan atau permasalahan di kemudian hari dengan
akta otentik khususnya akta kontrak bisnis, menurut seluruh informan/responden
upaya penyelesaiannya yang ditempuh adalah :

a. Diselesaikan secara kekeluargaan (musyawarah) ;
b. Apabila tidak berhasil, masalah dapat diselesaikan melalui prosedur hukum yang
berlaku.

Selanjutnya dalam hal kontrak bisnis yang dilegalisasi oleh notaris di
kemudian hari menimbulkan permasalahan, karena adanya ketidakjujuran dari salah
pihak yang membuat perjanjian tersebut, menurut para informan/responden karena
sifatnya surat di bawah tangan notaris tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas

isi surat tersebut sebab notaris hanya mengesahkan tanda tangan orang yang

™ Ibid, hal. 44.
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menghadap kepadanya, menjamin kepastian tanggalnya dan orang vyang
membubuhkan tanda tangan di atas surat di bawah tangan tersebut, dibuktikan dari
identitas yang diberikan oleh yang menghadap, sedangkan isi di luar tanggung jawab

notaris.

4.3.1. Jaminan Kepastian Hukum Terhadap Akta Otentik yang Dibuat

Di hadapan Notaris

Menurut ketentuan Pasal 1 PJN, notaris berwenang membuat akta mengenai
semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan
umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta
otentik.

Undang-undang melekatkan kekuatan istimewa pada akta notaris, khususnya
mengenai tanggalnya, tanggal dibuatnya akta tersebut adalah sudah pasti dan tidak
perlu dipermasalahkan lagi. Berbeda dengan tanggal yang terdapat di atas akta
dibawah tangan yang bisa dibuat dengan tanggal maju atau tanggal mundur, sesuai
vang dikehendaki oleh pihak vang bersangkutan.

Selain mengenai kepastian tanggal, akta notaris sebagai akta otentik
mempunyai 3 kekuatan pembuktian, yaitu : 80
1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (Uitwendige Bewijskracht) |
2. Kekuatan Pembuktian Formil (Formele Bewijskracht) |

3. Kekuatan Pembuktian Materiil (Materiele Bewijkracht).

# G H.S. Lumban Tobing, Op.cit, hal. 55.
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Kekuatan pembuktian akta otentik, dengan demikian juga akta notaris adalah
akibat Jangsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan,
bahwa harus ada akta-akta ofentik sebagai alat pembuktian dari tugas vyang
dibebankan oleh Undang-undang kepada pejabat-pejabat atau orang-orang tertentu.
Dalam pemberian tugas inilah terletak pemberian tanda kepercayaan kepada para
pejabat itu dan pemberian kekuatan pembuktian kepada akta-akta mereka buat.

Dalam hal suatu akta harus dibuat secara otentik, disebabkan oleh beberapa
alasan sebagai berikut :

a. Apabila oleh perundang-undangan umum (algement verordening) hal-hal tersebut
harus dinyatakan dalam akta otentik, antara lain :
Pendirian Perseroan Terbatas, Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) yang
mempunyai kekuatan eksekutorial harus dalam bentuk notariil, SKMHT dan
pembuatan akta jaminan secara fidusia harus dengan akta notaris.

b. Apabila demikian itu dikehendaki oleh mereka atau pthak-pihak yang

* berkepentingan dibuat secara notariil, agar akta tersebut mempunyai kekuatan

pembuktian secara otentik, antara lain : Perjanjian kerja sama, jual beli dan sewa
menyewa.

Kepastian hukum akta otentik, yaitu terletak pada kekuatan pembuktian. Hal
terpenting dari kekuatan pembuktian suatu akta otentik ialah sebagai alat bukti yang
sempurna. Bukti yang sempurna ialah bukti yang sedemikian rupa, sehingga hakim

memperoleh kepastian yang cukup (Genoegzaam) untuk mengabulkan akibat hukum
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yang dituntut oleh penggugat tanpa mengurangi kemungkinan adanya bukii tentang

kebalikannya.

Akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna, sechingga hakim
berpendirian bahwa apa yang dikemukakan didalam akta tersebut adalah sah
mengikat dan pihak-pihak yang menyanggah harus membuktikannya. Berbeda
dengan akta di bawah tangan, apabila ada sanggahan maka yang disanggah harus
membuktikan kebenaran dari akta tersebut.

Hal ini ada kaitannya yang erat dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Jabatan
Notaris yang menentukan, bahwa kewenangan notaris adalah :

a. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang
diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan
dikehendaki untuk dinyatakan datam suatu akta otentik ;

b. Menjamin kepastian tanggalnya ;

c. Menyimpan aktanya ;

d. Memberikan grosse, salinan dan kutipannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 tersebut di atas terlihat, bahwa notaris hanya
berwenang untuk membuat akta di bidang hukum perdata dan tidak berwenang untuk
membuat akta di bidang hukum publik.

Jadi kewenangan wtama dari notatis adalah membuat akta otentik, yaitu akta
yang harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1868 KUH Perdata. Hal ini -

merupakan suatu landasan yuridis yang kuat dan terdapat relevansi yang jelas atas
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kewenangan notaris dalam pembuatan akta kontrak bisnis menurut hukum perdata di

Indonesia.

4.3.2. Upaya Mengatasi Akta Otentik, Khususnya Akta Kontrak Bisnis Apabila

Terjadi Kekeliruan Dalam Pembuatannya

Berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata, suatu akta otentik oleh hukum
memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang
mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat
didaiamnya dan oleh karenamya hakim dilarang untuk meminta tambahan bukti
mengenai hal yang dimuat didalamnya dan akta otentik itu dianggap mampu untuk
membuktikan sendiri keberadaannya (acta publica probant seseipsa). Pada dasarnya
seseorang atau para pihak dalam pembuatan kontrak bisnis meminta ditwangkannya
isi perjanjian itu, pada waktunya dapat dibuktikan sesuai dan benar sebagaimana yang
semula disepakati oieh para pihak.

Dalam upaya pembuktian atas dalil-dalil maupun tuntutan dalam suatu kasus
hukum, maka para pihak akan terikat pada hukum pembuktian (Hukum Acara). Dan
berbagai alat bukti yang diatur dalam hukum acara, maka yang relevan dengan
ketentuan Pasal 1868 dan Pasal 1866 KUH Perdata yang termasuk sebagai alat bukti
tertulis adalah akta otentik termasuk didalamnya.

Dalam praktek peradilan, para notaris sering dihadapkan pada penerapan
“rahasia jabatan” yang melekat dalam diri notaris. Notaris dapat dijadikan saks1 di

persidangan, tidak hanya menyangkut kekuatan bukti formal yang melckat pada akta
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notariil tetapi juga tentang bukti materiil. Sebenarnya hai im tidak perfu terjadi
mengingat bahwa dalam ketentuan Undang-undang batasan kewenangan notaris
dalam membuat akta adalah hanya pada yang berkaitan dengan hukum perdata,
sedangkan kekuatan pembuktiannya memang hanya terbatas pada pembuktian formal
saja. Jadi untuk masalah pembuktian materiil sepenuhnya berada dalam kewenangan
penyidik dalam suatu perkara.

Atas dasar itu tanggung jawab notaris hanya terbatas pada apa yang
dikonstantimya. Notaris diangkat untuk atas permintaan dari orang melakukan
tindakan hukum, hadir sebagai saksi pada perbuatan-perbuatan hukum yang mereka
lakukan dan untuk menuliskan apa yang disaksikannya itu.

Selanjutnya menurut Notaris Roekiyanto, Bl jika kesalahannya karena salah
redaksi pada salinan aktanya, maka notaris wajib membetulkan salinan tersebut.
Kalau kesalahannya karena kemauan dari para pihak, maka dibuatkan pembetulan
dengan akta perubahan yang minuta aktanya wajib ditanda tangani para pihak.
Apabila hal yang demikian sampai terjadi, maka salah satu pihak telah melakukan
wanprestasi dari apa yang telah dijanjikan dalam akta yang telah
disepakati, penyelesaiannya diserahkan kepada pihak yang lain apakah akan

melakukan gugatan atau tidak.

#1 Roekiyanto, Notaris di Kota Semarang, Wawancara pada tanggal 25 Agustus 2002,
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Menurut Notaris Ny. R.A.B.G. Sri WK. Prastowo,” dalam hal kontrak bisnis
yang dilegalisasi oleh notaris dan di kemudian hari timbul permasajahan, karena
adanya ketidakjujuran dari salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut, maka
dalam hal legalisasi surat di bawah tangan tersebut, notaris tidak dapat diminta
pertanggungjawaban atas isi surat tersebut, sebab notaris hanya mengesahkan tanda
tangan orang yang menghadap kepadanya, menjamin kepastian tanggalnya dan orang
yang membubuhkan tanda tangan di atas surat di bawah tangan tersebut dibuktikan
dari identitas yang diberikan oleh yang menghadap, sedangkan isi di luar tanggung
jawab notaris.

Sekalipun demikian, karena dalam melegalisasi surat di bawah tangan, notaris
juga membacakan dan menerangkan kepada para pihak yang menghadap, maka
sebaiknya notaris juga harus memberikan nasehat dan ataupun saran yang terbaik
untuk para pihak yang menghadap tersebut dan seandainya notaris mencium adanya
kejanggalan atas isi surat tersebut, tetapi jika notaris sudah berusaha untuk
menjelaskan kepada para pihak akan tetapi para pihak tetap bersikeras untuk
menandatangani, notaris tidak bisa berbuat apa-apa. Sepanjang isi surat tersebut tidak
melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku, kesusilaan dan ketertiban umum.

Pendapat senada juga disampaikan oleh para informan/responden yang lain

dalam menghadapi permasalahan seperti tersebut di atas.

¥ Ny. RAB.G. Sti WK. Prastowo, Notaris di Kota Semarang, Wawancara pada tanggal
4 Septemnber 2002.
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Menurut A. Kohar, mengemukakan penyebab terjadinya aktia notariii
keliru/bermasalah adalah ; ®
a. Karena kesesatan notaris ;
b. Karena kekhilafan notaris ;
c. Karena paksaan dan penipuan dari salah satu pihak.

Kekhilafan notaris tidak menjadi sebab kebatalan, kecuali jika salah satu
pihak tidak bersedia mengadakan akta perbaikan. Dalam praktek di masyarakat,
bahwa penyebab terjadinya akta notariil kelirwbermasalah adalah dari perilaku

notaris itu sendiri dan juga dari perilaku klien notaris yang tidak jujur. %

4.3.3. Penyeiesaian Sengketa Dalam Kontrak Bisnis

Bagi kalangan bisnis, perjanjian (kontrak) ini sering dibuat sebagai pedoman
atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyeiesaian sengketa
apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, perjanjian (kontrak) tersebut pertu dibuat
secara cermat dan teliti untuk dapat digunakan di dalam praktek. Selain itu perlu
disimpan dengan baik sebagai dokumen untuk dijadikan bukti, apabila terjadi
sengketa dikemudian hari.

Sekalipun demikian lengkapnya suatu perjanjian (konfrak) selalu saja ada

kekurangan di sana-sini, Dalam pembuatan kontrak, kadang-kadang ada pihak-pihak

8 A Kohar, Notaris dan Persoalan Hukum, PT. Bina Indra Karya, Surabaya, 1985, hal. 10.
% Ibid, hal. 15.
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yang beritikad tidak baik, yang mengakibatkan terjadinya sengketa para pihak yang
membuat kontrak.

Dengan adanya sengketa dalam bisnis tentunya harus diselesaikan dengan
segera, agar bisnis yang telah berjalan tidak mengalami kerugian besar.

Untuk menegakkan hak-hak para pihak tersebut, menurut jalur hukum ada 2
kemungkinan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyelesaikannya, yaitu :

1) Jalur pengadilan ;
2} Jalur arbitrase (perwasitan)

Namun ada pula yang menambahkan cara penyelesaian sengketa dengan cara
yang ketiga, yaitu jalur negosiasi (perundingan). Kedua jalur hukum ini sudah sering
dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, begitu juga jalur negosiasi. &

Dalam praktek yang telah ditandatangani bersama itu biasanya selalu ada
disebutkan dalam suatu pasal tersendiri yang menyatakan bagaimana melakukan
suatu peﬁyelesaian atas suatu perselisihan atau sengketa yang timbul.

Menurut seluruh  informan/responden, apabila terjadi kekeliruan atau
permasalahan di kemudian hari dengan akta otentik, khususnya akta kontrak bisnis
upaya penyelesaian atau pendekatan yang ditempuh sebagai berikut : %

a. Diselesaikan secara kekeluargaan (musyawarah) ;

% Richard Burton Simatupang, Aspek Hukum Dalam Bismis, Rineka Cipta, Jakarta, 1996,
hal. 33 — 34
% Hasil wawancara dengan para Notaris di Kota Semarang yang telah diolah.
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b. Apabila tidak berhasil, masalah dapat disclesaikan melalui prosedur hukum yang
berlaku.

Sepanjang notaris di hadapan siapa akta itu dibuat sudah melaksanakan sesuai
ketentuan Peraturan Jabatan Notaris, notaris tidak pertu ikut campur untuk membantu
menyelesaikannya, karena akta tersebut dibuat atas kemauwan para pihak. Notaris
hanyﬁ menuangkan (mengkonstratir) ke dalam akta keinginan para pihak.

Selain itu karena akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian vang
sempurna, yang diterima sebagai satu-satunya alat bukti yang sah dan sempurna tanpa
perlu adanya alat bukti yang lain oleh Pengadilan, maka hakim tidak diperkenankan
untuk meminta tanda pembuktian lainnya.

Dalam praktek, kesalahfahaman mungkin bisa saja timbul, karena adakalanya
notaris tidak memegang prinsip dalam Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik
Notaris, bahwa akta partij harus dibacakan di hadapan para pihak dalam waktu yang
bersamaan dan segera ditandatangani oleh para pihak, setelah kepada para pihak
ditanyakan apakah sudah tidak ada lagi pertanyaan, perubahan dan ataupun tambahan
atas akta tersebut, sekalipun keadaan seperti itu kadangkala terjadi karena permintaan
dari para pihak sendiri, vang pada awalnya selalu menganggap semua serba mulus
dan dilandasi dengan itikad baik dan saling percaya, tetapi dalam perjalanan waktu
bisa terjadi kesalahfahaman dalam menafsirkan bunyi pasal-pasal dalam suatu akta,
bahkan tidak jarang dapat timbul sengketa di antara para pihak, sehingga dapat
melibatkan notaris di hadapan siapa akta tersebut dibuat, minimal dipertukan

kehadirannya oleh Pengadilan sebagai saksi.
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Selanjutnya dalam Peraturan Jabatan Notarnis telah diatur dengan lengkap
tentang proses pembuatan svatu akta notaris, termasuk keharusan-keharusan dan
larangan-larangan yang harus dipatuhi oleh seorang notaris dalam membuat suatu
akta, baitk mengenai bentuk maupun isinya. Apabila keharusan-keharusan formil
maupun materiil itu dipatuhi dalam pembuatan suatu akta, maka secara yuridis formal
akta yang dibuat oleh notaris tersebut akan memperoleh otensitasnya dan akan
menjadi bukti yang sempurna bagi para pihak atau yang memperoleh hak darinya
tentang apa yaﬁg dimuat didalamnya.
Dalam parkteknya di masyarakat, ternyata tidak selamanya suatu akta notaris
itu dibuat sesuai ketentuan Undang-undang. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa
contoh kasus yang terjadi dan telah diputuskan sampai ke Mahkamah Agung, antara
lain
1. Putusan Mahkamah Agung No. 1753 K/Pid/1990, tanggal 19 September 1991,
yang menghukum seorang notaris di Banjarmasin, bersalah melakukan
penggelapan surat berharga dan pemalsuan surat dalam proses pembuatan suatu
akta notaris.”’

2, Pﬁtusan Mahkamah Agung No. 219 K/Pdt/1992, tanggal 30 Juni 1994, yang
menyatakan seorang notaris di Semarang telah melakukan perbuatannya melawan
hukum dan menyatakan akta yang dibuatnya batal demi hukum setidak-tidaknya

dinyatakan batal.®®

8 Varia Peradilan No. 76 Edisi Januari, 1992, hal. 68 —91.
88 Varia Peradilan No. 113 Edisi Pebruari, 1995, hal. 5 —36.
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Dari berbagai contoh kasus seperti tersebut di atas, menurut pendapat penulis
otentisitas suatu akta notaris baik formalitas pembuatannya maupun isinya untuk itu
harus dikaji kembali lagi agar tidak timbul suatu masalah hukum dikemudian hari.
Tanggung jawab notaris dalam pembuatan perjanjian (kontrak) bisnis, sebaiknya
melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Apa benar para pihak adalah orang yang berwenang ketika menghadap notaris
pada saat yang disebutkan dalam akta (komparisi dalam akta) ;

2. Apa isi akta (partij akta) telah sesuai dengan maksud dan tujuan para pihak ;

3. Apa bentuk serta isi perjanjian (kontrak) bisnis para pihak telah memenubi
ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

4. Apa perjanjian yang dibuat tersebut tidak melanggar ketertiban umum dan

kesustlaan.

4.3.4. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam

Menjalankan Tugasnya

Pembahasan dengan sub judul tersebut di atas, penulis masih menganggap
perlu karena belum adanya sosialisasi bagi masyarakat dan pejabat-pejabat serta
instansi terkait, tentang hakekat dan kedudukan notaris selaku pejabat umum.
Oleh karena tidak jarang masih terjadi dalam praktek sehari-harinya adanya tindakan-
tindakan yang merugikan terhadap diri notaris dalam kaitan dengan tugasnya
sebagai pejabat umum. Sehingga perlu dijamin adanya rasa aman dan tenang bagi

notaris dalam menjalankann profesinya.
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Rasa aman dan tenang ini akan ada, bilamana diberikan perlindungan hukum
secukupnya bagi notaris. Sebagai pejabat umum, notaris diangkat oleh negara dan
bekerja untuk negara walaupun notaris bukan merupakan pegawai negeri yang
menerima gaji dari negara.

Dengan kriteria sebagai “Pejabat Umum”™ sebagaimana disébutkan dalam
Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris sudah implisit dan inhaerent, bahwa dalam
tugasnya notaris harus dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum
(openbaar gezag).

Salah satu contoh yang nyata dari hal tersebut adalah kenyataan, bahwa suatu
grosse akta notaris yang pada bagian atas memuat irah-irah “DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” mempunyai kekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap
(inkracht van gewijsde).

Kewenangan atau kekuasaan umum pada hakekatnya merupakan sifat dari
fungsi publik yang ada pada penguasa yang mengikat masyarakat umum dan
karenanya dapat dikatakan bahwa tugas notaris adalah menjalankan pelayanan publik
(public service) dibidang pelayanan pembuatan akta dan tugas lain yang dibebankan
padanya yang melekat dengan predikat sebagai pejabat umum dalam ruang lingkup
bidang jasa Notaris.

Dengan perkataan lain, tugas notaris adalah bersifat fungsi publik tetapi obyek

tugasnya adalah lebih bersifat hukum keperdataan yang khusus. Peraturan yang




94

dilakukan oleh notaris sebagai pejabat umum ini di dalam perbuatan atau tugas
tertentu yang dibebankan kepada notaris tersebut.

Pada dasarnya salah satu tugas yang terpenting bagi pemerintah sebagai
penguasa (overheid) adalah azas memberikan dan menjamin adanya rasa kepastian
hukum bagi para warga anggota masyarakat. Dalam bidang tertentu tugas itu oleh
penguasa melalui Undang-undang diberikan dan dipercayakan kepada notaris dan
sebaliknya masyarakat juga harus percaya bahwa akta notaris yang dibuat itu
memberikan kepastian hukum bagi para warganya. Dari azas tersebut disimpulkan
bahwa jabatan dan tugas notaris adalah didasarkan pada “kepercayaan”, baik dari
pemerintah (sebagai penguasa) maupun dari masyarakat yang dilayaninya.

Sebagai konsekuensi yang logis, maka adanya kepercayaan tersebut
memerlukan pengawasan agar tugas notaris selalu sesuai dengan kaidah hukum yang
mendasarinya dan agar terhindar dari penyalahgunaan kepercayaan yang diberikan.
Dengan demikian tujuan pengawasan adalah agar segala hak dan kewenangan serta
kewajiban yang diberikan kepada notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana
yang diberikan oleh peraturan dasamya senantiasa selalu sesuai dengan peraturan-
peraturan hukum normatif dan etika serta moral, demi tetap terjaganya perlindungan
hukum bagi masyarakat dan kepastian hukum.

Oleh karenanya pengawasan baik preventif maupun repressif, diperlukan bagi
pelaksanaan tugas notaris sebagai pejabat umum, pengawasan mana dapat berasal
dari dan dilakukan oleh Negara melalui pemerintah (sebagai penguasa) atau juga

melalui organisasi profesi notaris sendiri, dengan Peraturan Jabatan Notaris sebagai
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acuannya dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang mendasarinya atau
Kode Etik profesi notaris.

Sebagai perimbangan atau balance dari adanya pengawasan yang cukup ketat
dilakukan terhadap notaris, perlu pula diperhatikan adanya perlindungan hukum
(legal protection) bagi notaris di dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat umum.

Menurut seluruh informan/responden, perlindungan hukum yang diberikan
terhadap notaris baik mengenai kesalahan yang bersifat pribadi maupun dalam
menjalankan tugas jabatannya adalah untuk meminimalisasi kesalahan-kesalahan
yang dapat terjadi. %

Dalam berbagai kasus dapat dikemukakan beberapa contoh tentang adanya
tindakan-tindakan terhadap notaris di dalam menjalankan tugasnya selaku pejabat
umum, misalnya : %

a) Notaris yang diajukan dan dipanggil sebagai saksi di Pengadilan menyangkut akta
yang dibuatnya dan dijadikan alat bukti dalam suatu perkara ;

b) Notaris yang dijadikan sebagai tergugat di Pengadilan menyangkut akta yang
dibuatnya dan dianggap merugikan bagi pihak penggugat, baik di Peradilan
Umum (perkara perdata) maupun di Peradilan Tata Usaha Negara (dalam perkara

notaris sebagai PPAT) ;

¢) Notaris sebagai terdakwa dalam perkara pidana ;

% Hasil wawancara dengan para Notaris di Kota Semarang yang telah diolah.
%0 Paulus Effendi Lotulung, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Unnim Dalam
Menjalankan Tugasnya, Media Notariat Ed. April — Juni, INJ, 2002, hal. 3.
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d) Penyitaan terhadap bundel minuta yang ada pada Notaris.

Di dalam memecahkan problema dengan berbagai contoh di atas, terlebih

dahulu perlu disadari beberapa pokok pemikiran sebagai berikut : !

1.

Kewajiban untuk hadir memenuhi panggilan sebagai saksi di depan badan
pengadilan merupakan kewajiban setiap warga atau anggota masyarakat, yang
apabila dengan sengaja dilanggar akan merupakan tindak pidana di dalam KUHP.
Immunitas hukum diberikan pada notaris kewajiban untuk menolak memberikan
keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, yang oleh Undang-undang dan
peraturan lain dilindungi. Immunitas tersebut diwujudkan dengan adanya hak
ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-
keterangan yang demikian sifatnya.

Sebagai pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik dibidang pelayanan
jasa hukum, terhadap kesalahan notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang
bersifat pribadi (faute personelle atau personal fault) dan kesalahan di dalam
menjalankan tugas (faute de serive atau in service fault).

Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, maka notaris adalah sama seperti warga
masyarakat biasa yang dapat diminta dan dituntut pertanggung jawabannya,
sehingga suatu hal yang demikian kepadanya berlaku mekanisme perlindungan

hukum yang sama bagi seorang warga masyarakat biasa.

" Jbid hal. 3 — 4.
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Berbeda terhadap kesalahan yang berkaitan dengan tugas pekerjaannya atau hasil
pekerjaannya, maka otentiksitas akta-aktanya tetap dijamin, namun terhadap
notaris perlu dibenn perlindungan hukum yang berbeda mekanismenya dengan
anggota warga masyarakat biasa.

Organ atau badan yang dianggap lebih mengetahui tentang seluk beluk dan
praktek profesi yang benar adalah organisasi profesi notaris itu sendiri. Maka
adalah bijaksana apabila pelanggaran profesional yang dilakukan oleh notaris
hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan oleh organisasi profesi,
sebelum dapat ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan adalah bersifat
pribadi atau berupa pelanggaran rambu-rambu pengawasan profesionalisme.
Dengan demikian akan terdapat rasa tenang dan tenteram serta jaminan
perlindungan hukum terhadap notaris didalam melaksanakan tugasnya sebagai
pejabat umum.

Baginya akan terjamin bahwa segala tindakan penangkapan, penahanan ataupun
pemeriksaan di Pengadilan itu dilaksanakan sesudah ada pemeriksaaan dan
penelitian secara profesional oleh organisasi profesinya (yang dapat juga
menjatuhkan sanksi-sanksi administratip yang bersifat disipliner berdasarkan
etika dan moral).

. Notaris yang juga diangkat sebagai PPAT dalam kaitannya dengan transaksi

tanah.
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Dalam kedudukannya sebagai PPAT, seorang notaris merupakan salah satu mata
rantai dalam proses pendaftaran tanah, yang hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat
administrasi (Pemerintah). Dalam posisi yang demikian sebagian tugas pemerintah
oleh Undang-undang dipercayakan kepada notaris yang secara khusus diangkat untuk
tugas tersebut, sehingga kedudukan atau posisinya disamakan dengan Pejabat Tata
Usaha Negara. Tetapi obyek atau produk hukum yang dibuat oleh notaris dalam
posisi tersebut adalah akta yang bersifat hukum keperdataan.
Dalam hal demikian, notaris sebagai PPAT tidak dapat dijadikan pihak tergugat
dalam proses berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara, sebab obyek gugatan di
PTUN adalah Keputusan TUN, yang berarti suatu produk unilateral di bidang hukum
publik.
Pengertian “Pejabat Tata Usaha Negara” memang tidak otomatis sama dengan
“Pejabat Umum™, sebab di satu pihak pengertian Pejabat Tata Usaha Negara
menunjuk pada sifatnya tugas yang menekankan pada kegiatan eksekutif (sebagian
dari administrasi pemerintahan di bidang tanah), sedangkan dilain pihak pengertian
“Pegjabat Umum” menunjuk pada kewenangan publik yang bersifat “openbaar
gezag” dan menjangkau masyarakat.
Kedua sifat tersebut tidak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi.
4. Penyitaan terhadap surat-surat yang berada pada pemegang rahasia jabatan,

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 43 KUHAP.

Sehubungan dengan tugas dan kewenangan notaris sebagai pejabat umum, maka

Pasal 43 KUHAP tersebut berlaku juga pada Notaris pada umumnya.
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Untuk menghindari salah pengertian tentang penggunaan istilah “penyitaan”
terhadap akta-akta atau surat-surat yang ada pada nofaris, di mana protokol
notaris adalah milik Negara maka pengertian “penyitaan” di sini bukan dalam
hakekat arti “besiag”, sebab “besiag” dimaksudkan sebagai “maatregel waarbij
door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder zaken aan de beschikking van de
eigenaar worden onttroken”.

Padahal protokol notaris adalah bukan milik notaris tetapi milik Negara yang di
simpan oleh notaris.

Namun andaikata untuk kepentingan hukum publik penyitaan itu haﬁs dilakukan,
maka sebaiknya hanya atas perintah atau dengan izin dari Ketua Pengadilan
Negeri setempat dan bukan semata-mata atas persetujuan notaris.

Demikian juga halnya dalam proses di mana seorang notaris diperintahkan oleh
Pengadilan untuk membawa bundel minuta akta bagi pencocokan data-data dalam
perkara perdata ataupun pidana, seharusnya ada penetapan teriebih dahulu dan
Pengadilan Negeri yang bersangkutan.

Melalui upaya-upaya pemahaman atas tugas dan tanggung jawab, notaris
selaku Pejabat Umum tidak perlu ragu-ragu dalam menjalankan tugasnya membuat
kontrak bisnis, baik itu yang berkenaan dengan konstatir maupun pembuatan sgjak
awalnya. Hal ini disebabkan ada landasan yuridis maupun landasan teoretis yang kuat

bagi notaris agar dilindungi dalam menjalankan tugasnya selaku Pejabat Umum.
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4.4. Cakupan Hasil Temuan
Dilihat dan tugas dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang menjadi
unit analisa, maka tugas dan kewenangan notaris sebagaimana ditentukan secara
normatif di dalam Pasal 1 PIN Stbl. 1860 No. 3 sangat berbeda dengan tugas dan
kewenangan notaris vang dibebankan oleh masyarakat yang membutuhkan jasa
notaris di dalam praktek di era globalisasi. Ini dapat dilihat dari jumlah Notaris yang
dijadikan unit analisa dalam penelitian yang dilakukan terhadap notaris yang
berpraktek di Kota Semarang dan dianggap mewakili seluruh Notaris yang ada dan
tidak terdapat perbedaan signifikan dengan tugas dan kewenangan notaris dari
berbagai daerah di Indonesia. Ini berarti, babwa tugas dan kewenangan notaris di era
globalisasi seperti digambarkan di atas, dapat dianggap sebagai teori yang bersifat
umum.
Berdasarkan acuan teoritis disebutkan di atas dan temuan penelitian lapangan,
maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Notaris melakukan tugas dan
kewenangannya lebih cenderung mengutamakan kebutuhan masyarakat akan jasanya

daripada kaku menerapkan aturan normatif yang menjadi dasar hukum jabatannya.




BAB V

PENUTUP

Berdasarkan dari uraian-uraian dan hasil penelitian yang telah dikemukakan

pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran dalam

penelitian ini sebagai berikut :

5.1. Kesimpulan

5.1.L

5.1.2,

Tugas dan kewenangan notaris selaku pejabat umum dalam era globalisasi
dewasa ini tidak hanya terbatas secara normatif sebagaimana yang ditentukan
dalam Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris (PJN) Stbl. 1860 No. 3 tersebut. Hal
tersebut sesuai dengan perkembangan waktu dan masyarakat, sehingga antara
tugas dan kewenangan notaris dalam Undang-undang sangat berbeda sekali
dengan tugas yang dibebankan oleh masyarakat dalam prakick. Kebutuhan
masyarakat umum sangat beragam menghendaki bantuan notaris selaku
pejabat umum melebihi dari yang diatur dalam Pasal 1 tersebut. Oleh karena
notaris diangkat oleh penguasa (Pemerintah) bukan untuk kepentingan diri
notaris itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat umum yang
dilayani itu.

Berawal dari kepercayaan masyarakat yang oleh penguasa (Pemerintah)
kemudian dituangkan dalam Undang-undang, yaitu Pasal 1868 XUH Perdata
yang selanjutnya dipeftegas dengan Peraturan Pelaksanaannya dalam hal ni
Pasal 1 PIN Stbl. 1860 No. 3 : “Notaris adalah pejabat umum satu-satunya
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berwenang untuk membuat akta otentik, termasuk juga akta-akta yang

berisikan perjanjian (kontrak) bisnis.

Akta-akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris yang bersangkutan

bertanggung jawab dan memberikan jaminan atas

1. Kewenangan notaris pada saat penandatangan akta di hadapannya ;

2. Hari, tanggal dan tempat akta tersebut ditandatangani ;

3. Kebenaran para penghadap berdasarkan identitas yang mereka perlihatkan
kepada notaris ;

4. Kebenaran isi akta yang diterangkan oeh para penghadap, sesuai dengan
dokumen pendukung, ketcrangan, keadaan dan atas permintaan para
penghadap sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
wndangan yang beriaku, kesusilaan dan ketertiban wmum ;

5. Minuta akta serta pemberian paraf pada renvoi akta benar-benar
ditandatangani di hadapan notaris ;

6. Pembacaan akta benar-benar telah dilaksanakan oleh notaris di hadapan
para penghadap ;

7. Pengeluaran salinan, kutipan dan grosse akta sesual dengan permintaan
dan kepontingan dari para pihak yang berkepentingan ;

8. Menjamin serapat-rapatnya kerahasiaan isi akta dari orang-orang yang
tidak berkepentingan.

Tentang materi isi akta termasuk akta perjanjian (kontrak) bisnis yang dibuat

s
ul

hadapan notaris tcrschut, notaris tidak bertanggung jawab dan menjamin
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kebenarannya, notaris hanya menuangkan secara administrasi dari keinginan
para pihak ke dalam suvatu akta dan hal ini merupakan tanggung jawab penuh
para pihak yang menghendaki akta tersebut dibuat.

Terhadap akta otentik termasuk akta perjanjian (kontrak) bisnis yang terdapat
kekeliruan dalam pembuatannya, harus dilihat dan jenis ataupun
penyebabnya, Apabila dicermati ada 2 kategori penyebab kekeliruan tersebut,
yaitu

1. Karena kelalaian, kekhilafan atau ketidaktahuan yang mengandung unsur

ketidaksengajaan |
2. Karena paksaan, rayuan, tipuan atau godaan yang mengandung unsur

kesengajaan.

Upaya yang dapat dilakukan apabila akta tersebut terdapat kekeliruan

dikarenakan oleh unsur ketidaksengajaan, akta tersebut dapat diperbaiki
dengan mempertemukan para pihak untuk diselesaikan secara kekeluargaan
(musyawarah) dengan jalan membuat akta perbaikan. Jika para pihak tidak
mau membuat akta perbaikan, masalah dapat diselesaikan melalui prosedur
hukum yang berlaku, sepanjang akta tersebut ditandatangani oleh para pihak,
maka kekuatan akta tersebut menjadi akta dibawah tangan atau bukan akta
otentik, sedangkan apabila akta tersebut terdapat kekeliruan dikarenakan oleh
unsur kesengajaan yang dilakukan oleh npotaris dalam menjalankan
jabatannya, maka terhadap notaris yang berbuat demikian dapat difakukan :

- Penuntutan ganti rugi ;
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- Penuntutan secara perdata, sanksi dari organisasi profesi (INI) ataupun
pidana apabila kekeliruan yang dilakukan itu terlalu berat.

5.1.4. Undang-undang memberi perlindungan hukum terhadap notaris mengenai
pekerjaan dalam jabatan selama tidak melanggar Undang-undang (PJN) dan
Kode Etik Jabatan Notaris, dalam hal ini notaris sebagai pejabat umum yang
menjalankan pelayanan publik (public servis) dibidang pelayanan jasa hukum,
terhadap kesalahan notaris periu dibedakan antara kesalahan yang bersifat
pribadi (faute personelle atau personal faulf) dan kesalahan di dalam
menjalankan tugas atau jabatan (faute de service atau in service fault).
Terhadap kesalahan yang bersifat pribadi, notaris adalah sama seperti warga
masyarakat biasa yang dapat dituntut dan diminta pertanggung jawabannya,
sedangkan kesalahan di dalam menjalankan tugas atau jabatan, otentiksitas
akta-aktanya tetap dijamin, Namun terhadap notaris perlu diberi perlindungan

hukum yang berbeda mekanismenya dengan anggota warga masyarakat biasa.

5.2. Saram-saran

5.2.1. Perkembangan yang pesat dari dunia ekonomi dan dunia usaha akibat arus
modernisasi dan globalisasi dewasa ini, di mana hubungan interaksi antara
saty pihak dengan pihak lain baik secara nasional maupun internasional
menyebabkan masyarakat umum menghendaki bantuan notaris melebihi dari
apa yang sudah ditentukan dalam Undang-undang. Oleh karena itu untuk

dapat praktek dengan baik seorang notaris harus selaln mengikuti
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perkembangan-perkembangan vyang terjadi  di  masyarakat, ierutama
perkembangan hukum bisnis yang saat ini banyak dipengaruhi oleh sistem
hukum common law.

Untuk itu para notaris diharapkan dapat mengantisipasi situasi tersebut dan
mampu membuat akta-akta 'yang memenuhi atau mengikuti kebutuhan
masyarakat dan perkembangan zaman, Disamping ilmu kenotariatan,
hendaknya para notaris agar dapat membekali dirinya dengan ilmu-ilmu
pendukung yang lain.

Timu pendukung tersebut, sebagai berikut :

- Pengetahuan dalam bidang bisnis ;

- Pengetahuan dalam bidang hukum bisnis, terutama hukum kontrak bisnis ;

-~ Pengetahuan dalam bidang bahasa, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa

- Pengetahuan dalam bidang ilmu sosial yang lain.

Apabila terjadi pelanggaran profesional yang dilakukan oleh notaris,
hendaknya terlebih dahulu diperiksa dan ditentukan oleh organisasi profesi
sebelum dapat ditentukan apakah pelanggaran yang bersangkutan bersifat
pribadi atau berupa pelanggaran jabatan profesionalisme serta harus
dipisahkan/dibedakan pengertian antara perbuatan yang dilakukan dalam
kapasitasnya selaku Notaris dengan perbuatannya selaku PPAT. Oleh karena
kedua jabatan tersebut berbeda tugas dan kewenangannya di masyarakat,

walaupun kedua jabatan tersebut di jabat oleh satu orang.
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Dengan demikian akan terdapat rasa tenang dan tenteram serta jaminan
perlindungan hukum terhadap notaris di dalam melaksanakan tugasnya
sebagai pejabat umum.
Ilendaknya para notaris hatus lebih teliti dengan apa yang diperbuatnya dalam
pembuatan akta-akta otentik termasuk akta perjanjian (kontrak) bisnis, di
samping harus selalu ingat pada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang
terdapat dalam Peraturan Jabatan Notaris, Kode Etik Jabatan Notaris serta
peraturan-peraturan hukum positif lainnya.
Penulis yakin dengan selalu teguh berpegang pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, para notaris dalam menjalankan jabatannya selaku
pejabat umum dapat bertindak secara profesional, mandiri, terhormat dan
dipercaya oleh masyarakat pengguina jasa notaris.

aturan Jabatan Notaris Sthl. 1860 MNo. 2, yang lahir pada tahun 1860 adalab
merupakan peraturan perundang-undangan bagi seorang notaris dalam
menjalani tugas profesinya sckarang sudah berumur 142 tahun, Meliba

anya yang demikian panjang, hendaknya kita scgera momiliki Undang-

bangsanya yang bersumberkan kepada Hukum Nasional serta memperhatikan

perkenibangan, situasi dan kondisi dalam masyarakat. Untuk itu kopada
pemenntah dalam hal ini Menteri Kchakiman dan HHAM Republik Indoncsia
beserta Tkatan Notaris Indonesia (IMI), agar -segera mengusahakan kepada

1.1-
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera mensahkan Rancangan
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Undang-undang Jabatan Notaris yang telah disusun sejak tahun 1979 menjadi

Undang-undang Jabatan Notarts.
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RINGKASAN

Dalam era modemnisasi dan globalisasi saat ini, tugas dan kewenangan dari
notaris tidak hanya terbatas yang ditentukan sccara normatif sebagaimana diatur
dalam Pasal 1 PIN Stbl. 1860 No. 3. Hal ini disebabkan, karena kebutuhan
masyarakat umum akan jasa notaris lebih dari itn.

Perkembangan era globalisasi membawa dampak yang sangat berarti bagi
kegiatan usaha baik dari segi banyaknya jenis transaksi maupun pola hubungannya.
Berdasarkan perkembangan tersebut, intraksi dalam dunia usaha telah semakin
kompleks permasalahannya. Oleh karena ifu perkembangan hukum bisnis tidak cukup
lagi hanya ditopang dengan KUH Perdata dan KUHD. Pengaruh-pengaruh sistem
hukum lain juga telah mewamai perkembangan hukum bisnis, seperti misalnya
pengaruh hukum Anglo Saxon telah banyak ditemukan dalam peraturan perundang-
undangan yang mengatur pelaksanaan bisnis baik secara umum maupun yang secara
khusus.

Kecenderungan sekarang ini, baik di Indonesia maupun di dunia internasional
kerjasama bisnis di antara para pihak atau bangsa dirasakan lebih mempunyai
kepastian hukum bila diadakan dengan suatu perjanjian (kontrak) yang dibuat secara
tertulis, karena lebih mudah dipakai sebagai alat bukti dalam suatu proses hukum bila
sampai terjadi persengketaan. Hal ini relevan sekali dengan kondisi praktek

pembuatan suatu kontrak bisnis yang tidak ada pola atau acuan yang tetap, namun
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akan lebih banyak melibatkan profesi hukum termasuk notaris dalam proses
pembuatannya.

Dalam hal ini tampak adanya kewajiban dan tanggung jawab yang harus
dipikul oleh seorang notaris terhadap pekerjaannya sebagaimana tersebut dalam Pasal
7, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 35, 36a, 38, 39, 40, 42, 43, 48, 54 dan 50
Peraturan Jabatan Notaris. Oleh karena itu seorang notaris di dalam melaksanakan
tugas profesinya dengan baik dan rasa tanggung jawab agar dapat dipercaya oleh
masyarakat.

Hal lain yang tidak dapat dikesampingkan di dalam menjalankan profesinya
sebagai seorang notaris, selain selalu mengikuti perkembangan hukum positif’ yang
terjadi dimasyarakat, seorang notaris juga harus memperhatikan etika yang tertuang
dalam Kode Etik Jabatan Notaris. Oleh karena Kode Etik dalam kaitannya dengan
profesi adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan.

Masalah-masalah yang diketengahkan dalam penulisan tesis ini adalah
sebagai berikut :

1. Tugas dan kewenangan notaris selaku pejabat umum dalam era globalisasi ;

2. Tanggung jawab notaris apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan suatu akta
otentik, khususnya akta kontrak bisnis.
Dari analisa vuridis empiris yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hal-hal

sebagai berikut :
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Tugas dan kewenangan notaris selaku pejabat umum dalam era globalisasi tidak
hanya terbatas secara normatif sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 PJN Stbl.
1860 No. 3 tersebut.

Apabila terjadi kekeliruan dalam pembuatan suatu akta otentik termasuk akta
perjanjian (kontrak) bisnis, harus dilihat dari jenis ataupun penyebabnya.
Kekeliruan tersebut karena kelalaian, kekhilafan atau ketidaktahuan yang
mengandung unsur ketidaksengajaan upay yang dapat dilakukan akta tersebut
dapat diperbaiki dengan mempertemukan para pihak untuk diselesaikan secara
musyawarah dengan jalan membuat akta perbaikan, sedangkan kekeliruan
dikarenakan oleh unsur kesengajaan yang dilakukan oleh notaris dalam
menjalankan jabatannya, maka terhadap notaris yang berbuat demikian dapat
dilakukan penuntutan ganti rugi, penuntutan secara perdata dan sanksi dari
organisasi profesi ataupun penuntutan secara pidana apabila kekeliruan yang
dilakukan 1tu terlalu berat.

Berdasarkan pada kenyataan vang terjadi di masyarakat, maka para notaris

perlu mendapat pengawasan yang ketat dalam menjalankan profesinya, agar dengan

demikian kesalahan atau kekeliruan yang mungkin terjadi baik dalam bentuk perkara

perdata, sanksi administrasi dan kode etik serta perkara pidana dapat secara preventif

tercegah.
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2. Undang-undang No. 33 tahun 1954 tentang Wakil
Notaris dan Wakil Notaris' Sementara (L.N. 1954
No. 101 dan T.L.N. No. 700) ;

3. Peraturan Pemerintah tahun 1949 No. 11.

;/Ienctapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG JABATAN NOTA-
RIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Jalam Undang-undang-ini yang dimaksdd-dengan :
1) Presiden iaiah : Kepala Negara ;
2) Menteri ialah : Menteri Kehakiman ;

3) Pengadilan Tinggi ialah : Pengadilan Tinggi yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan notaris yang bersangkutan ;

4) Pengadilan Negeri ialah : Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan notaris yang bersangkutap.
Pengadilan Negeri untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ialah

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi kantor notaris yang
bersangkutan ; '

5) Dewan ialah : Dewan Pengawas yang dimaksud dalam pasal 55.

Pasal 2

‘1) Notaris -adalah Pejabat Umum yang diangkat sebagai demikian oleh
Presiden atas usul Menteri.

2) Notaris sebegitu jauh tidak ternyata sebalikmya berdasarkan sesuatu
* perundang-undangan yang berlaku, berwenang dengan mengecualikan
setiap pejabat lairinya, untuk membuat akta otentik mengenai semua per-
buatan, perjanjian dan ketetapan yang dibaruskan oleh sesuatu peraturan
umum atau .dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan
dalam suatt akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan

- 66




e e s e g nen

e e e e,

bt o g e

(3)

aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya itu
sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecua-
likan kepada pejabat umum lainnya. '
: Sclanjutnya n:taris bechnang : A .
a. memberikan keterangan tentang keadaan dan wewenang seseorang ;
b. keterangan tentang masih hidupnya sescorang (attestatie de vita) ;
¢. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat
di bawah tangan dengan jalan pendaftaran ;

d. mengambil sumpah sepanjang pengambilan éumpah tersebut tidak
dikecualikan kepada pejabat lain ;

¢. Memberikan keterangan hak waris sepanjang pemberian keterangan
sedemikian tidak dikecualikan kepada jostansi lain.

BADB 11
PENGANGKATAN DAN PEMBERIIENTIAN

I'asal 3
Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas.usul Menteri.

Pasal 4

Yang dapat diangkat sebagai notaris hanya mereka yang :
berkewarganegaraan Indonesia ; - '

telah mencapai vsia 25 tahun ;

telah Julus pendidikan notariat pada suatu universitas negeri atau univer-

sitas yang disamakan dan karena itu berhak memakai predikat kandidat
notaris ; \

telah bekerja pada kantor notaris selama sekurang-kurangnya dua tahun

setelah memperoleh predikat kandidat notaris yang dibuktikan dengan -

surat keterangan yang diberikan olch notaris yang bersangkutan.

Pasal 5

Permohonan untuk pengangkatan sebagai notaris- disampaikan secara -

tertulis kepada Menteri, dengan melampirkan surat-surat sebagai berikut :

a.
b.  ijazah kandidat notaris ;

akta kelahiran/surat bukti pengenalan diri ; E
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BAB III i
TEMPAT KEDUDUKAN-DAN-DAERAIL JABATAN ’N@TARIS |
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(5) Menteri, setelah mendengar Bstitusul Or%anisasi Ikatan Notaris In-
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(1) Daerah jabatan nc‘jta'r'i"s'ﬁﬁ'ftéi’iﬁﬁfi daerah “flﬁzk.u”fthengadﬂan Tinggi yang
meliputi tempat kedudukan dari potaris yang bersangkutan.
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(2) ‘Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalan’‘ayat (1) pasal

g0k BoOtats dipecat Semetaralani;jabatannya; selamastiga sampai-enam
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biaya, ganti rugi dan bunga kepada yang berkepentingan.
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. BABIV
SUMPAH/JANJII JABATAN, KEWAJIBAN JABATAN
- DAN PELAKSANAAN JABATAN :
Bagién_l’ertama |

SUMPAW/JANJI JABATAN

Pasal 10

(1) Notaris yang telah diangkat tidak boleh menjalankan jabatannya sebelum

2)

)

ia mengucapkan sumpah/janji notaris di hadapan ketua pengaditan tinggi -
yang dacrah hukumnya meliputi tempat kedudukan yang ditetapkan
baginya menurut cara-cara yang diatur dalam peraturan perundang-un-
dangan.

Sumpah/janji notaris berbunyi sebagai berikut :

Saya bersumpah/berjanji : :

- bahwa saya akan patuh setia pada negara Republik Indonesia Panca-
sila dan Undang-undang Dasar 1945;

- bahwa saya akan menghormati penguasa peradilan dan penguasa
Kehakiman ;

- bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan jujur, seksama
dan tidak berpihak ; :

- bahwa saya akan menepati dengan tertib peraturan-peraturan bagi

Jabatan notaris yang sedang berlaku atau yang akan dibuat kemudian ;

. - bahwa saya akan merahasiakan serapat-rapatnya isi akta-akta don

keterangan-keterangan yang saya perdapat berhubungan desigan
pembuatan akta-akia itu selaras dengan ketentuan peraturan-
peraturan tadi ; ,
- bahwa saya langsung atau tidak langsung dengan nama atau caiil
- apapun untuk memperoleh pengangkatan saya, tidak ada mem-
berikan atau menjanjikan akan memberikan sesuatu kepada siapa
pun juga. . - :

Notaris yang diangkat’_waj'ib dalam waktu 2 -bulan setelah tanggal

“diterimanya surat pengangkatannya, untuk mengucapkan' sumpah/janji

yang dimaksud dalam ayat (2).

70




} (4) Menteri berwenang untuk memperpanjang jangka waktu untuk pengu-

capan sumpab/janji yang ditentukan tersebut atas permohonan dari yang
bersangkutan.

(5) - Kelalaian terhadap 'kcwéjiban untuk menéut;apkar_l sumpah/janji dalam
waktu yang ditentukan mengakibatkan gugurnya pengangkatan itu.

(6) Ketua pengadilan tinggi dalam wakiu yang sesingKat-singkatnya mengi-
> rimkan salinan berita acara pengambilan sumpah/janji kepada Menteri.

(7) Pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat
- dipidana dengan denda setinggi-tingginya Rp 600.000,- (enamratus ribu
rupiah), dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya,
_ganti rugi dan bunga kepada yang berkepentingan. ' '

Bagian Kedua
KEWAJIBAN JABATAN

Pasal 11

(1) Notaris barus mempunyai cap jabatan berbentuk bulat yang memuat
lambang negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perun-
dang-undangan, sedang dalam tulisan yang melingkari itu tercantum
huruf-huruf pertama dari nama kecil dan nama jabatan dan tempat
-kedudukan notaris itu. '

(2) Notaris pengganti menggunakan cap jabatannya sendiri

Pasal 12

(1) Dalam -waktu satu bulan terhitung sejak tanggal pengucapan sum-
pah/janji, notaris wajib : - _

a. mengirimkan contoh tanda tangan, parap peserta teraan cap jabatan
bertinta merah kepada Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua
Pengadilan Tinggi, Ketua "Pengadilan Negeri, Kepala Daerah
Tingkat I dan Sekretariat Negara ; ,

~b. mengirimkan alamat kantornya kepada Menteri, Ketua Mahkamah
Agung, Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala
Daerah Tingkat I, Kepala Dacrah Tingkat Il dan Sekretariat Negara ;

c. menjalankan jabatannya dengan nyata.
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'nya “dan apabﬂa ‘tidak dilakdichd dcmlkian akta it fidak 'mempunya1
“kekuatdti otk dcngan tidlak: mengurang1 kcwajlban ‘dari'iotaris tntuk!
--'"'-mcmbayar blaya gantl rug1 dan: bunga,kcpada yang bcrkcpcnhngan g

2) ] Dati kcwa]iban yang dlmaksud daIam ayat (1) dxkecuahkan akta pem-
berian persetujuan kawm “Keiial - d1r1, kuvasa,” keterangan pcmﬂlkan, :
keterangan mengenai seseorang masm hidup, kwitansi mengenai jumiah
di bawah Rp. 300.000,- (tlgaratus Tibu rupjah) semua kwitansi uang
sewa, pah dan upabh, bunga atau, pensiun, protes, penawaran pembayaran,
izin mencoret atau pengurangan akta hipotik dan lain-lain akta sederhana
yang pengeluarannya dalam originali diperkenapkan berdasarkan un-
dang-undang.

(3). Dari akta'yatig-diperkenankanuntuk dikeluarkan dalam ‘originali;dengan:

©‘pengecualian kuasa:diltiana viama dari yang diberi‘kiasa dibiarkanifidak
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mana semua rangkap berlaku untuk, satu dan satu untuk semua di muka
pengadilan.
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(3) Apabila jumlah minuta akta yang dibuat tiap-tiap bulan sedemikian

“)

(1)

(2)

3

banyaknya, sehingga akan terlalu tebal untuk disatukan menjadi dari satu
buku, dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku.

-~ Ketentuan dalari ayat (2) di atas berlaku dalam bal ini untuk tiap-tiap
" buku. S

Notaris pengganti mempurnyai kewajiban yang sama mengenaj pen-
jilidan minuta-minuta akta yang dibuat di hadapannya ménurut cara yang
diharuskan bagi notaris’ yang digantikannya sementara waktu, dengan

- ketentuan bahwa apabila oleh notaris yang digantikannya sementara itu

telah ada dibuat akta dalam bulan pada waktu mana terjadi penggantian
sementara itu, pengganti itu harus memberi nomor untuk akta yang pet-

-tama dibuatnya, yakni nomor vang berikut sesudah nomor akta terakhir

yang telah dibuat oleh notaris yang digantikannya sementara itu.

Pasal 15

Notaris berkewajiban membuat daftar dari akta-akta yang dimaksud
dalam pasal 1 peraturan tentang Daftar Pusat Wasiat yang dibuatnya
setiap bulan menurut urutan waktu pembuatan akta-akta tersebut.,

Tiap daftar ini harus memuat :

a. nomor dari akta dalam buku repertorium ;

b. sifai dari akta, tahun, bulan dan tanggal pembuatannya ;

C. nama, pekerjaan atau kedudukan dalam masyarakat dan' tempat
tinggal dari orang-orang yang membuat akta seperti yang dimaksud
dairu ayat (1), sebagaimana dan sebegitu jauh hal ini dinyatakan
dalam akta dan tempat, tahun, bulan dan tanggal lahir dari mereka
itu atau keterangan bahwa hal-hal itu tidak dapat dinyatakan diserta
alasannya ; . '

d. nama lengkap, jabatan dan tempat kedudukan dari notaris yang
membuat akia dan apabila skta itu dibuat di hadapan notaris
pengganti harus discbutkan nama lengkap, jabatan dan tempat
kedudukan dari notaris yang digantinya itu,

Notaris berkewajiban dalam lima hari pertama dari tiz;p~tiap bulan me--

ngirimkan daftar yang dimaksud dalam ayat (1) dari bulan yang baru lalu

"kepada Uepartemen Kehakiman untuk keperluan Daftar Pusat Wasiat.
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Apabila dalam bulan yang lalu tidak ada dibuat akta seperti yang dimak-

_sud dalam ayat (1), notaris berkewajiban mengirim daftar nihil.

Dari tiap-tiap pengirim: n daftar yang dimaksud dalam ayat (3) dan ayat
(4) dibuat catatan dalam buku repertorium pada hari dilakukan pe-
ngiriman.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (3) dan ayat (4) dapat dike-

nakan denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk
tiap-tiap hari keterlambatan pengirimannya.

Pasal 16

Notaris wajib memberikan bantuannya secara cuma-cuma kepada mere-
ka yang dapat membuktikan ketidak mampuannya berdasarkan dan me-
nurut cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang

- berlaku,

Bukti ketidak mampuan yang dimaksud dalam ayat (1) oleh notaris dﬂc-
katkan pada minuta akta yang bcrsangkutan

Pasal 17

Notaris berkewajiban dz:i setiap pengakuan anak yang dilahirkan di luar
perkawinan yang dilakukan dihadapannya untuk memberitahukannya

- dalam waktu 7 hari kepada instansi yang berwenang, yang di dalam

daerah hukumnya notaris berkedudukan, dengan menyebutkan apakah
bapak atau ibu yang melakukan pengakuan itu telah dewasa atau tidak
dan apakah pengakuan yang dilakukan oleh bapak itu terjadi sebelum
atau sesudah meninggalnya si ibu.

Kewajiban tersebut dalam ‘ayat (1) berlaku pula unfuk pengangkatan
anak yang berada di bawah perwalian, sepanjang hal itu mengenai. pe-
ngangkatan anak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan
yang telah ada.

-
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. Bagiim Ketiga
PELAKSANAAN JABATAN
Pasal 18

Notaris berkewajiban untuk memberikan bantuannya,. apabila hal itu

diminta kepadanya, kecuali terdapat alasan yang berdasar untuk
menolaknya. '

Dalam hal notaris berpendapat terdapat alasan yang bcr'dasar i;ntuk
menolak, notaris atas permintaan dari yang berkepentingan - mem-
beritahukan secara tertulis alasan pedolakan itu.

Apabila’ yang bersangkutan tetap menghendaki bantuan itu, ja dapat
mengajukan tuntutan mengenai itu kepaila hakim perdata, dengan

menyampaikan surat yang berisikan alasan penolakan yang dimaksud
“dalam ayat (2) pasal ini.

Apabila notaris setelah adanya putusan hakim yang telah mempunyaj
kekuatan hukum untuk dijalankan tetap menolak untuk memberikan ban-
tuan, dapat mengakibatkan notaris dipecat dari jabatannya atau
dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah),
dengan tidak mengurangi kewajiban untuk membayar biaya, kerugian
dan bunga kepada yang berkepentingan. ‘

_Pasal 19

Jabatan'notaris‘tidak dapat dirangkap dengan jabatan sebagai pejabat

‘negara, pegawai negeti, advokat dan pengacara serta lain-lain jabatan

yang dapat mengakibatkan notaris tidak dapat menjalankan tugas
jabatannya sebagaimana mestinya, ' : .

Pengecualian dari ayat (1) dapat diberikan oleh Menteri dalam -hal-hal
tertentu, - ' :

Notaris 'yang menerima atau menjalankan jaﬁétap' yang tidak dapat
dirangkap seperti termaksud dalam ayat (1), dianggap telah meletakkan

. jabatan notaris dan tempat kedudukan notaris itumenjadi lowong.

4

Sebaliknya bilamana seseorang yang.memangku jabatan yang dimaksud
dalam ayat (1) akan diangkat sebagai notaris, yang bersangkutan harus

- berhenti terlebih dahulu dari jabatan tersebut.
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Suami isteri tidak boleh diangkat bersama-sama sebagai Notaris dalam
daerah jabatan yang sama.

Para notaris dilarang menjalankan jabatannya dalam bentuk pe: serikatan
perdata. -

Pelanggaran terhadap ketcntuan yang dimaksud dalam ayat (6) dapat
mengakibatkan notaris yang diberhentikan dengan tidak hormat dari ja-
batannya. :

' BABV
AKTA-AKTA NOTARIS
| Bagian Pertama
"BENTUK DAN SIFAT AKTA

Pasal 20

Semua akta notaris harus menyebutkan nama lengkap dan tempat
kedudukan notaris.

Akta notaris pengganti selain memuat yang tersebut dalam ayat (1), juga
dilengkapi dengan nomor dan tanggal penetapan pcngangkatannya serta

- pejabat yang mengangkatnya.

Selain yang disebut dalam ayat (1) atau ayat (2) akta notaris memuat :

a. nama lengkap, pekerjaan dan/atau kedudukannya dalam masyarakat

dan alamat tempat tinggal yang jelas dari tiap-tiap orang yang meng-

" hadap dan dari orang yang mereka wakili, sebegitu jauh pekerjaan

dan/atau kedudukan dalam masyarakat dari yang mereka wakili itu
dapat mereka beritahukan ;

" b. . dalam kedudukan apa seseorang bertindak dengan mcnycbut pem-

berian kuasa atau penetapan sebagai dasar ia bertindak ;

c. nama lengkap, pekerjaan dan/atau kedudukan dalam masyarakat
serta alamat tempat tinggal yang ‘jelas dari tiap-tiap saksi akta dan
saksi pengenal ;

d. tempat, hari dan tanggal, bulan serta tahun akta itu dibuat.
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Setiap pelanggaran terbadap kctcntuan yang dimaksud, dalam,ayat (1), '

(2) dan (3) dapat dikenakan denda seunggl-tmggmya Rp 50 000

(limapuluh ribu rupiah).

- Apabila akta tidak mcnycbutkan ketentuan yang dlsebut dalam ayat
(3) huruf @, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti surat di
bawah tangan, jika ditandatangani oleh orang-orang yang-hadir.

Pasal 21

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang berlaku mengenai akta terten-
tu, tiap akta harus dibuat oleh notaris dengan dihadiri oleh dua orang
saksi. yang harus memenuhi syarat—sy'lrat untuk memberikan kesaksian
di bawah sumpah di muka pengadilan mcngena1 kebenaran dalam

. perkara perdata dan mengerti bahasa yang dipakai dalam akta serta dapat

menulis tandatangannya.

Para saksi harus dikenal identitasnya oIch notaris atau identitas dan

wewenangnya diterangkan kepada notaris oleh seorang penghadap atau
lebih. :

Kecuali yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan lain,
orang-orang yang karcna hubungan perkawinan atau hubungan darah
dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas serta dalam garis
ke samping sampai dengan derajat ketiga, baik dari notaris maupun para
pihak tidak dap‘lt menjadi saksi akta. .

Mengenai pengenalan atau pernyataan tcntang identitas dan wewenang
dari para saksi akta harus dinyatakan secara tegas dalam akta.

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal ini mengakibatkan akta itu sejauh

- tidak memuat kehendak terakhir hanya mempunyai kekuatan sebagai

akta di bawah tangan apabila ditanda tangani oleh para penghadap, de-
ngan tidak mengurangi kewajiban notaris untuk membayar biaya, ganti
rugi dan bunga kepada yang bersangkutan, jika terdapat alasan untuk itu.

- Pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) (2), 3)

dan (4) dapat dikenakan denda setmggl-tmggmya Rp 50.000,- (hma—
puluh ribu rupiah).
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. Pasal 22

Para penghadap harus dikenal oleh notaris atau diperkenalkan kepadanya
oleh dua orang saksi yang harus memenuhi syarat-syarat untuk mem-
berikan kesaksian dibawah sumpah di muka pengadilan mengenai .
kebenaran ddlam perkara perdata, dengan ketentuan bahwa hubungan
darah atau perkawinan tidak menjadi alasan untuk pengecualian.

Mengenai -segala sesuatu mengenéi itu dinyatakan dengan tegas dalam
akia,

Pclanggaran terhadap ketentuan dalam pasal ini dapat dikenakan denda
setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 23

Akta notaris harus tcrtuhs dengan jelas dalam hubungan satu sama Iam _
yang tidak terputus-putus dan tidak menggunakan singkatan.

Ruangan-ruangan dan sela-sela-kosong dalam badan akta digaris dengan
jelas dengan tinta sebelum akta ditand'\tangam agar tidak dapat diper-

 gunakan Iagi, kecuali untuk beberapa macam akta terdapat formulir yang

dicetak berdasarkan peraturan yang berlaku.

‘-Semua bilangan untuk menentukan banyaknya atau besarnya scsuatu _

yang disebut dalam akta, demikian juga tanggal, bulan dan tahun harus
dinyatakan dengan huruf akan tetapi dapat diulangi atau d1dahulu1 de-
ngan angka.

Ketentuan dalam pasal ini sebegitu jauh tidak berlaku terhadap surat
kuasa dan surat-surat lain yang mengandung pemberian kuasa sehingga
diperkenankan untuk tidak mengisi dalam akta.itu nama leagkap,
kedudukan dan tempat tinggal dari yang diberi kuasa.

Sctlap pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1), (2) dan (3) dapat
dikenakan denda setmgorl-unggmya Rp 50.000,- (hrnapuluh ribu rupiah).

l’asal 24

Akta harus dibuat dalam bahasa Indoncsm, kccuah pxhalc yang bcrkcpcn—

- tingan menghendaki dibuat dalam bahasa lain, dengan syarat bahasa itu

dimengerti oleh, ﬂotams dan saksi-saksi.
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Ketentuan pengecualian dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila untuk

sesuatu akta tertentu peraturan perundang-undangan menentukan lain.

Pasal 25

Notaris harus membacakan sendiri akta itu kepada para penghadap dan
para saksi-saksi. .

~Apabila seorang atau lebih dari para penghadap. tidak mengerti batiasa

yang dipergunakan dalam akta, notaris akan mentetjemahkan isi akta itu
dalam bahasa yang dimengerti oleh para penghadap yang bersangkutan
dan apabila notaris tidak dapat menterjemahkannya- akan diterjemahkan
oleh seorang penterjemali. : .

Segera setelah akta dibacakan, ditandatangani oleh masing-masing peng-
hadap, kecuali jika mereka menerangkan tidak dapat membububkan
tanda tangannya atau untuk itu berhalangan. .
Keterangan-keterangan beserta alasan-alasan tersebut harus dinyatakan
dengan tegas dalam akta.

Akta tersebut harus juga ditandatangani oleh penterjemab, saksi-saksi,
tidak termasuk saksi pengenal dan notaris.

Apabila seorang atau lebih dari para penghadap mempunyai kepentingan
pada suatu bagian lectentu dari akia atau turut bertindak hanya pada
bagian itu, cukup hanya bagian itu dibacakan_dan seberapa perlu diter-
jemahkan kepada mereka dan ditandatangani oleh mereka, _
Pembacaan, pentegjemahan dan penandatanganan tersebut harus dinya-
takan secara tegas pada bagian itu.

Pembacaan, pentcrjcmaﬁan dan penandatanganan yang dimaksud dalam
ayat (1), (2), (3) dan (4) harus dinyatakan dengan tegas pada akhir akta.

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1), (2), (3) dan (4)
mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan sebagai surat di bawah

tangan bilamana ditandatangani oleh para penghadap.

Pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam ayat (3) dapat
dikenakan denda setinggi-tinggi Rp. 50.000;- (limapuluh ribu rupiah).
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Apabila pada pembuatan pencatatan harta kekayaan atau berita acara
mengenai sesuatu perbuatan atau peristiwa seorang penghadap atau lebih
menolak membubuhkan tanda tangannya atau pada penutupan akta tidak
hadir lagi, sedang mereka belum menandatangani akta itu, hal tersebut
cukup dinyatakan dengan tegas dalam akta dan akta jtu tetap merupakan
akta otentik.

Apabila scorang atau lebih dari para penghadap yang menolak untuk
membubuhkan tanda tangannya mengemukakan alasan untuk itu, alasan
tersebut harus dinyatakan dalam akta.-

Pasal 27

Surat kuasa otentik yang dikeluarkan dalam originali, demikian juga
surat kuasa di bawah tangan harus djlekatkan pada minuta akta.

Surat kuasa otentik yang dibuat dalam minuta harus diuraikan dalam
akta. )

Apébila para penghadap bertindak berdasarkan kuasa lisan, hal itu harus
diuraikan dalam akta. ‘ '

Setiap pclahggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1),
(2) dan (3) dapat dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
(limapuluh ribu rupiah). ' ' :

Pasal 28

Dikecualikan dari yang tersebut dalam pasal 27 ayat (1), surat kuasa
yang telah difekatkan pada akta yang dibuat dihadapan- notaris yang
sama dan yang minutanya disimpan padanya, asalkan hal itu diuraikan
dalam akta. -

Kelalaian terhadap ketentuan yang .dimaksud dalam ayat (1) dapat
dikenakan denda _s$etinggi-tingginya Rp.. 50.000,- (limapuluh ribu
wpiah), |
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Pasal29

(1) Semua pérubahan berupa tambahan, pei-ggantian dan coretan dalam akta

)

harus diadakan disisi akta dan hanya sah apabila tiap-tiap perubahan
diberi tanda pengesahan oleh pata penghadap yang menandatangani akta

itu, saksi-saksi dan notém's, dengan membubuhkan pa.rajp atau tanda ta-
ngannya.

Apabila perubahan atau tambahan tcrlalu banyak atau Iuas untuk dapat
ditempatkan disjsi akta, hal tersebut ditulis pada akhir akta, akan tetapi
sebelum penutup akta, dengan ketentuan menunjuk halaman dan kalimat
yang bersangkutan, dengan sanksi batal setiap perubahan atau tambahan
yang dilakukan dengan cara lain atau tanpa penunjukan. '

Pasal 30

Tidak dibenarkan dalam akta atau dalam pcrubéhan dan tambahan yang

ditulis disisi atau pada sebelum penutup akta menulis tindih, menyisipkan,
menambah kata-kata, huruf atau angka atau dengan cara lain mencoret dan
menghapus serta menggantinya dengan yang lain, dengan sanksi batal apa
«-yang menjadi penggantinya, disisipkan atau ditambahkan.

)

@

&)

Pasal 31 -

Apabila diperlukan mencoret kata-kata, huruf atau angka dalam akta,
harus dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca apa yang
tercantum semula ; jumlah kata-kata, huruf atau angka yang dicoret
harus dinyatakan pada sisi akta dan pencoretan jtu harus disahkan.

Apabila terjadi penghapusan atau perubahan atau penggantian dari pen-
coretan yang disahkan itu, hal itu juga harus dilakukan di sisi akta dalam
bentuk renvooi atau apostﬂ dan harus dlsahkau sesuai dengan ketcntuan
dalam pasal 29

Pada pcnutup dan setiap akta harus dlbcntahukan apakah akta dibuat

.dengan atau tanpa renvooi, ooretan atau tambahan dan jika ada dengan

menyebutkan _]umlahnya

B ST

Tl "
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Notans tldak bolch membuat akta apabﬂa d1 dalam akta it ia sendm," '
isteri atau suammya orang-orang yang Karena hubungan perkawinan -
. atau hubungan datah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke~
atas serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan

notaris menjadi pihak, baik untuk diri sendiri maupun dalam suatu
kedudukan atau pun dengan perantaraan kuasa.

Larangan dalam ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut dalam ayat

(1), terkecuali notaris sendiri, menjadi penghadap dalam risalah tentang

penjualan dimuka umum, ‘sepanjang penjualan’ itu dapat’ dilakukan di
hadapan notaris, persewaan umum; pengepahan umum atau pcmborong—
an umum atau menjadi penghadap sebagal anggota rapat yang nsalahnya

~dibuat oleh seorang notaris.
-Pelanggaran’ terhadap ketentuan seperti dalam ayat (1) berakibat bahwa

- akta hanya mempunyaj kekuatan seperti akta dibawah tangan, apabﬂa itu

@y

-berikan sesuatu hak dan/atau keuntungan bagi notaris dihadapan siapa

ditandatangani oleh para penghadap, tanpa mengurangi kewajiban
notaris .yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti mg1 dan

'bunga kcpada yang bersangkutan.

Pasal 33

Akta notaris tidak boleh memuat penetapan atau ketentuan yang mem-

. “akta itu dibuat, isteri/suami notdris, saksi-saksi, istesi/suami saksi-saksi
" atau’ orang-orang yang karena hubungan darah atau hubungan per-

' kawman dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas tanpa. pembatasan

" serta dalam garis kesamping sampai dengan derajat kehga dcngan no-

:',:‘t'uan'téntang wasmt dalam hukum perdata Indonesaa e

-taris dan dcngan saksi-saksi.

"f;,‘ Apabﬂa kctentuan ddlam ayat ¢)) dxlanggar pcnctapau atau kctcntuan
’ "dalam itu dlanggap scbagal t1dak tcrtuhs, scdang akta 1tu tetap bers1fat

eti, titar'dallam’ pasal ing tidak mcngaklbatkau pérubahian dala

- ;-fs.:‘{if.“.i
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~ 'Kepada schap -orang yang langsung bcrkcpcutmgan pada akta not
’ para ahh wans atau para pcnenma haknya, dapat_ dlbcnkan satu gross

Bag:an Kedua ) 5 A
MINUTA GROSSE SALINAN ])AN KUTII’AN
Ifasal 34

Dengan pengecualian wasiat olografis yang disimpankan kepadanya, -’
notaris tidak boleh menyerabkan minuta dan atau segala sesuatu yang -
dilekatkan pada minuta selain dalam hal ‘dan menurut cara yang diten: " .

tukan dalam peraturan perundang-undangan I2in.

Pelanggaran terhadap kotentuan yang dimaksud dalam ayat ¢ dapat"
dihukum :

a. Untuk pelanggfmn yang pertama kali deng'm dcnda selinggi-

tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta ruplah) atau dapat diberhentikan -

sementara dari jabatannya selama tiga sampai enam bulan.

b. Apabila terjadi pelanggaran untuk yang kedua kalinya dapat d1bcr-.

. hentikan tidak dengan hormal dari jabatannya.

P’asal 35

Terkecuali dalam hal-hal yang diatur dalam peraturan pemndang-und'moan '
lain, notaris tidak diperbolehkan memberikan grosse, salinan atau
kutipan akta, memperlihatkan atau membentahukan isinya, selain

kepada mereka yang langsung berkepentingan pada akta, ahli waris atau j_"

yang memperoleh hak dari mereka.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) d']pat dikénakan denda -~
setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu ruplah) dan pka
pelanggaran terulang dapat diberhentikan sementara darj jabatannya. .~
selama tiga bulan sampai enam bulan, dengan tidak mengurangi . - .
kéwajiban untuk membayar biaya, ganu rugi dan bunga kcpada yang'

berkepentingan.

- Pasal 36




&

Grosse adalah salinan yang pada-bagiad atas memuat:kata-kata "Demi

‘Keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa", seperti yang ter- -

dapat pada putusan hakim dan pada bagian’ bawah memuat kata-kata
“Diberikan sebagai grosse pertama”, dengan. menyebutkan nama dari
‘orang yang memintanya dan untuk siapa grosse dikeluarkan serta tanggal
‘ pengeluarannya. : : o

) Dalam hal pengeluaran grosse dicatat pada minuta akta untuk siapa
grosse dikeluarkan. dan tanggal pengeluarannya serta catatan tersebut
ditandatangani oleh notaris. : ' '

) Grosse kedua dan selanjutnya hanya boleh diberikan kepada mereka
yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini-dengan penetapan dari pe-
3 : ngadilan negeri berdasarkan ketentuan dalam perundang-uindangan lain,

Kutipan atau bagian akta tidak boleh dikeluarkan sebagai grosse, kecuali
mengenai -pemisahan dan-pembagian harta atau berita acara penjualan
: umum, persewaan umum, pengepahan umum dan pemborongan umuni ;
‘5 dalam hal demikian diperbolebkan untuk mengeluarkan kutipan sebagai
_grosse untuk tiap-tiap pemisahan dan pembagian harta, pembelian,
penyewaan, pengepahan atau pemborongan ‘atau semua pembelian,
penyewaan, pengepahan atau pcmborqnganyang dilakukan oleh seorang
atau beberapa orang bersama-sama yang turut menandatangani berita
acara atau dalam hal mercka berhalangan telah menyatakan tidak dapat
menandatanganinya karena sebab-sebab yang disebut didalamnya, de-

S .

! ' o dan pemborongan yang bersangkutan harus seluruhnya dimuat dalam
kutipan itu. ' o

6) Pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalam ayat (2) dan 3
dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah).

7)" Pelanggaran terhadap ketentuan yang dimaksud dalém ayat (4) dapat
dikenakan denda setinggi-tingginya Rp' 1.000.000,- (satu juta rupiah)
atau- dapat diberhentikan sementara’ dari jabatannya selama tiga bulan '
sampai enam bulan. : :

-+
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Pasal 37 .
o N N _:.j:";;.}J'_g-.“.;;'fLi-’.-‘-5‘.“;‘!a‘-{»:.‘-‘g&ﬁéf;a;fﬂp’:12'1--: SR DL
_ Salinan adalah pengambilan kata: demickata darirseluruh-akta dan-pada -
bagian bawah memuat kata-kata ; "Diberikan sebagai salinan’ yang sama
bunyinya". T -

34

ngan ketentuan syarat-syarat dari penjualan, penyewaan, pengepahan . -
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- demikian juga semua benang jdhitan untuk melekatkan surat atau sural-
surat pada minuta akta harus dibubuhi teraan cap itu.

@

W

" grosse, salinan atau kutipan dari akta itu.
@) | ) Qari 3¢
- - .atau sural yang dilekatkan pada akta-akta yangdisimpankan -dikantor-

@

_ 'Pasal 38

Kutipan adalah pengambilan kata demi kata dari satu atau Bebcﬁapa :

bagian dari akta dan pada bagian bawah memuat kata-kata : “"Diberikan
sebagai kutipan". -

Tiap-tiap ‘kutipan harus memuat kepala dan penutup akta serta- uraian

lengkap mengenai semua penghadap.

Pasal 39

Semua akta, grosse, salinan dan kutipan yang dikeluarkan oleh notaris

“harus dibububi icraan cap yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)

.Setiap pelanggaran terhadap kelentuan yzing dimaksud daiam' ayat (1)
~ dapal dikenakan denda setinggi’-linmmya Rp. 50.000.- (limapuluh ribu
... rupiah). '

folor)

" Pasal 40

Hanya notaris yang membuat akta atau pcnggadtinyé.sementzira atau
penyimpan yang sah dari minutanya yang berwenang mengeluarkan

* Setiap notaris berwenang membusat salinan atau kutipan dari semua akia

Setiap notaris berwenang pula membuat salinan atau kutipan dari'semua

~ 7 akta' atau surat yang untuk -:ﬁakéud‘itu diperlihatkan kepadanya .dan

" “setelah dicocokannya dengan salinan atat kuti
baian. L
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. " Bagian Kefiga
. PENYIMPANAN DAN PENGALIHAN MINUTA,
REPERTORIUM DAN DAFTAR LAIN
| : Pasal 41 _

) Notaris wajib untuk selain daftar—dé.ftar.yang ditetapkan dalam peraturan |
_ -'perundangfundzmgan lain, mengadakan daftar yang disebut repertorium. .

2) Di dalam repertorium notaris miencatat bari demi hari semua akta yang

dibuat dihadapannya, baik yang .dibuat dalam minuta maupun dalam’

originali, dengan tiada sela-sela kosong, masing-masing dalam ruangan -

yang ditutup dengan garis tinta, dengan dicantumkan nomor urut, Nomor-

bulanan, tanggal dan sifat akta serta nama semua orang yang bertindak, = -
baik untuk dirinya sendiri maupun sebagai yang berkepentingan melalui .

- kuasa atau mewakili orang lain. - -

" 3) Aktayang dikeluarkan dalam originali, yang dibuat dalam rangkap dua, |

tiga atau lebih pada saat ‘yang sama, dicatat dalam repertorium di bawah
. satu noOmor. : : '

4) Tiap halaman dari repertorium diberi nomor urut dan diparap, kecuali

pada halaman pertama dan terakhir, ditandatangani oleh ketua atau

~ hakim pengadilan negeri yang bersangkutan. .
Pada halaman sebelum halaman pertama dicantumkan keterangan ten-

tang jumlah halaman repertorium ‘dan ditandatangani oleh pejabat ter-
sebut. '

_ Pasal 42

“Untuk repertorium dan daftar-daftar Jainnya yang dimaksud dalam pasal
41 ayat (1) notaris harus mengadakan klapper menurut abjad dan harus diker-
jakan-bulan demi bulan, yang berisikan nama semua orang yang bertindak
sebagai yang berkepentingan dalam akta yang dibuatnya, baik secara pribadi

maupun fielalui kuasa atau .mewakili orang lain, dengan menyebutkan di-
belakang tiap-tiap nama sifat dari akta itu dan nomor akta dalam repertorium. -
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Akta yang d1buat dlhadapan notans pcnggantl d1catat dalam rcpertonum T
dan daftar lainnya dari notaris yang dlganukannya :

,Pasal 44 .

Notans wapb baik ia - sendiri ataupun dcngan perantaraan kuasanya -

-secara-tertulis memampalkan dalam -wakiu 2 bulan periama dari tiap- -

- tiap fahun salinan yang telah dlsahkannya dan rcpertonum dan daftar- Lk

@

€)

(4)

©)

" b. Untuk keterlambatan bulan kedua sctmggl tmggmya Rp. 100 OOO oy

©

‘ukan t1c1ak dengan hormat “dari ]abatannya, .dcngan tldak mcngurapgl ;
. kcwajlbannya untulc mcmbayar dcnda'yang dlmaksud dalam ayat (5).': Jecae

daftar - Jainnya k’é’pada panitera pcngadxlan ncgcn yang,. dalam daerah' e
hukurnnya notaris bertempat kedudukan. - '

Jika dalam satu tahun notaris tidak ada.membuat akta, ia sendiri ataupun -

‘dcngan perantaraan Kuasanya secara tertulis wajib dalam jangka waktu

yang sama yang dimaksud dalam ayal (1) menyampaikan ketzrangan -
mengenal itu-kepada panitera pengadilan negeri yang bersangkutan. P

Penyampaian yang dimaksud dalam ayat (1) atau ayat (2) harus temyata -

_ dari suatu akta penyimpanan yang dibuat oleh panitera dan ditandata- . -

ngani oleh panitera dan notaris atau kmsanya

Akta penyimpanan yang dxmaksud dalam ayat (3) didaftarkan olch'
panitera dalam suatii daftar terscndm dan dltandatangam di pinggir oleh
ketua pengadilan negeri. :
Jika penyampaijan. dilakukan dcngan perantaraan kuasa, surat kmsa
dijahitkan pada akta penyimpanan itu. : "

Pelanggaran terthadap ketenivan dalam ayat (1) dan (2) dapat dikenakan "

_dcnda

a. Untuk kefcrhmbatan bulen pcrlama setmgg1-tmggmya Rp 50. OOO e
(limapuluh ribu rupiah) ; |

(seratus ribu rupiah) ;
c. Untuk keterlambatan bulan kcuga setmggl—u[lggmya Rp 150 000 -

.. (seratus hmapuluh ribu ruplah) bt

,Apabﬂa ketcntuan kctentuan yang dunaksud dalam ayat (1) dan (2) udak

dﬂaksanakan sebelum 1 Juu dari, .suaty tahun, -notaris. dapat dlbcrhen-
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Apal?ila hari terakhir dari bulan Pebruari jatuh pada hari minggu atau
hari.libur resmi, hari itu tidak dihitung termasuk dalam jangka waktu
yang dimaksud dalam ayat (1) dan dalam hal ini penyampaian itu harus
sudah dilakukan pada hari sebelumnya.

"Pasal 45

Para notaris menyimpan minuta,. repertorium, daftar dan klapper serta
duplikat dari daftar yang dimaksud-dalam pasal 15 ayat (1) dengan cer-

- mat serta menzimpannya dengan .urutan teratur ditempat yang mudah
& !

(2)

(1)

@)

3)

(S

®)

tercapai, aman dan terkunci.

Minuta, repectorium, daftar dan klapper serta duplikat yang dimaksud

* dalam ayat (1) merupakan protokol notaris.

. Pasal 46

Notaris yang dipecat sementara dari jdbatannya atau rricnjaiani cuti atau
dipindahkan ke tempat kedudukan lain, wajib dengan ancaman dipecat
dari jabatannya, untuk menyerahkan protokolnya. kepada notaris- yang
ditunjuk untuk menerimanya. '

:chajiban yang dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi notaris yang
dipensiunkan atau yang diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat
dari jabatannya. | S '
Notaris yang ditunjuk untuk menerima protokol dalam hal yang dimak-
sud dalam ayat (1) dan (2) wajib selambat-lambainya dalam satu bul;iq -
terﬁitung scjak tanggal diterimanya surat penunjukan itu untuk menerima
penyerahan protokol dari pemegang protokol.

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (3) mcngakibatkan. notaris
yang ditunjuk itu dapat dikenakan denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,-
(limapuluh ribu rupiah) untuk tiap-tiap minggu keterfambatan. -
Serah terima protokol harus dilakukan dengan ‘'suatu berita acara yang
dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang ditandatangani oleh notaris yang .

* menyerabkan dan notaris yang menerima protokol.
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o Déla’rh“hal penyérahar'l":profékol;;teljgdi K

0]

sakan kepada penerima protokol yang ditunjuk untuk memasuk; tempat

)
@

€}

- ketua pengadilan negeri dan untuk-cuti yang lamanya lebih dari 6'(eitam) -

it

©

Dalam hal di suatu-tempat notaris meninggal dunia, diberhentikan atau

dipecat dan tidak .ada notaris  lain. yang ditunjuk untuk menerima

~protokol, penyerahan protokol dilakukan kepada pengadilan. negeri yang
untuk sementara menyimpannya sampai saat diserahkah kepada notaris
yang kemudian diangkat di tempat itu. : '

Apabila’ serah terima protokol tidak .ciapaf dilal'cﬁkali"cjiscbabkan
‘penolakan dari pemegang protokol, pengadilan negeri dapat mengua-

protokol disimpan-dan jika perlu dengan bantuan alat-alat negara.

BAB_.VI |
. CUTI D:AN NOTARIS I’ENGQANTI
- - _i¥;1gian f{ésatu L
- cum
-' ' 'I_’,a-sal 47
Notaris -dapaé. fnéngélmﬂjl cuusc.telah mle.rxlarigkp Jabatan '.s'eku:rapg-'
kurangnya satu tabun, - ' D -

Setiap cuti dapat dijalani, baik didalam maupun d! luar negeri dengan -

tetap mempertahankan jabatannya.

Pe'rmohonan‘v__fcuti ‘harus di_lakbkém- Secara '-tertu}is--oieh 'nbtar-i;sl'," yakni
untuk cuti yang tidak melebihi 6 (enam) bulan, demikian juga perpan- - - -
.-jangan cuti sed

emikian sampai lamanya 6 (enamy bulan diajukan Kepada

bulan, ‘perpanjangan ‘dari cuti jtu dan perpanjangan “dari ciiti“yang. .
' diberikan - kurang -dari 6 (eham) . bulan " untitk * jadgka “waktuiyang,
‘menyebabkan cuti jtu melebitii 6 (enaim) builan digjiskan kepada Menieri..

. Dalam permohonan tersebut notaris dapat mengusulkan perggantinya.
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_ { , “mleninggalnya notaris; |
penyerahan dilakukan oleh ahliwaris-dari nOtEfiS yang meninggal dunia




9)

3)

.-

.

ditujukan kepada Menteri disampaikan kepada pengadilan tinggi, pe-

‘ngadilan negeri dan dewan. Tembusan surat permohonan yang ditujukan

kepada pengadilan’ negeri disampaikan -kepada Menter, pengadilan
tinggi dan dewan. : T '

' Apabila notaris berhalangan untuk sementara waktu untuk menjalankan

tugasnya, kepadanya atas permohonan orang yang karena hubungan

perkawinan ‘atau huburigan darah dalam garis keturunan lurus ke atas

maupun ke bawah dapat diberikan cuti.

" Ketentuan-dalam ayat (3) dan (4) juga berlaku dalam hal ini.

M)

Pasal 48

Pejabat yang dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) mcngeluarkan surat

‘ kcpnintusan/penctapan cuti.

(2)

(1

Setiap surat ‘kepiutusan/pcnclapar_:-. yang dimaksud dalam ayat (1)
menyebutkan tanggal dimulai cuti dan tanggal dimulai memangku

_jabatan lagi serta menetapkan notaris pengganti -yang diusulkan oleh

notaris yang bersangkutan. :

Tembusan surat keputusan/penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) di-
sampaikan kepada Menteri atau pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan
dewan. :

" Pasal 49

Atas pcrrhohonan dari yang bersangkutan Menteri atau pejabat yang '

ditunjuk untuk itu memberikan sertipikat cuti.

. Setiap cuti yang diberikan dicatat dalam sertipikat _cu'ti' oleh pejabat yang

3)

- dimaksud dalam pasal 47 ayat (3)-
@)

Pada setiap-'pcrmoh'onan cuti dilampirkan sertipikat cuti yang.memuat
catatan yang dimaksud dalam ayat (1). ' ‘ :
Apabila scrtipjkéitl,"(_:i':tif;hi,lang,' atas permohonan yang bersangkutan

- pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) dapat memberikan duplikatnya.

Tembusan surat .permofionan -yang dinﬁékshd ‘dalam ayat (3) yang
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Pasal 50

Jika pejabat yang berwenang untuk memberikan atau memperpanjang

“¢uti berpendapat terdapat alasan untik-menolak suatu pcrmohonan atau per- . : |
panjangan cuti, dapat dimintakan keputusan dari Presiden yang akan mem- . -

berikan atau menolak cuti atau perpanjangan ifu.

)

()

€)

)

2

3

Bagian Kedna
NOTARIS PENGGANTI

Tasal 51

Notaris wajib menyerahkan kepada penggantinya protokol ,scbégaimana :

vang dimaksud dalam pasal 45 ayat (2).dengan mémbuat berita. acara
mengenai serah terima tersebu. :

Apabila setelah cuti berakhir notaris akan mcnjalank'm kembali jabatan--
nya, notaris pengganti harus menyerahkan kepada notaris protokol yang
dimaksud dalam ayat (1), dengan membuat berita acara mengcnal scmh
terima terscbut.

Datam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam ayat (1) dan (2)
berlaku ketentuan dalam pasal 46 ayat (7)

Ras_al 52
Apabila notaris meninggal dunia, hal itu harus diberitahukan oleh ahli
waris atau keluarga terdekat dari notaris dalam jangka waktu tiga kali

duapuluh empat jam kepada Menteri dan pengadilan negeri. -

Dalam hal seorang notaris meninggal dunia sewaktu menjalankan cuti,

penggantinya tetap menjalankan . jabatan sebagai pejabat sementara
notaris sampai diangkat seorang notaris baru untuk menggantikan notaris
yang meninggal itu atau jika tidak diangkat notaris baru sebagai-
penggantinya sampai tanggal penyerahan protokol kcpada notans lam

. yang ditetapkan oleh Menteri. -

Serah terima_protokol scbagalmana yang dunaksud dalam pasal 45 ayat -_.-'-- .

© (2) tidak dilakukan, apabila yang diangkat itu pcjabat sementara notans

sendiri.

9 .




Q)

©)

©)

)

Apabila seorang notaris mcniriggai'dunia pada saat memangku jabatan-

nya, diberhentikan karena sebab-sebab yang diatur dalam pasal 6 huruf
a, b-dan ¢ atau atas permohonan sendiri dipindahkan ke tempat
kedudukan yang lain atau, dipecat/diberhentikan tidak dengan hormat

dari jabatanniya, serab terima protokol dilakukan kepada notaris yang

menggantikannya atau jika tidak diangkat notaris baru kepada notaris
lain yang ditentukan oleh Menteri.. - :

Dalam hal seorang notaris dipecat sementara dari jabatannya, serah
terima protokol dilakukan kepada notaris pengganti yang ditentukan oleh
Menteri. o :

*Ketentuan dalam pasal 46 ayat (7) berlaku juga terhadap pelanggaran,

ayat (2), ayat (4) dan ayat (5)-
' Pasal 53

Apabila seorang notaris berhalangan hahya mengenai pembuatan satu

_akta atau lebih, atas permohonan tertulis dari notaris oleh pengadilan

negeri ditunjuk seorang pengganti yang berwenang untuk membuat akta
atau akta-akta yang disebut dalam surat penetapan penunjukan itu. -

- Dalam hal teréebut notaris tetap berwenang untuk -membuat akia-akta

selain -dari akta atau akta-akia yang disebut dalam surat penetapan

. penunjukan itu.

®

“rsaty tahun

Dalam hal yang dim_ak'sud'dalarhl ayat (1) tidak dilakukan serah terima
nrotokol, kecuali kewajiban untuk mengangkat sumpah bagi" notaris
pcnggami,yang,ditunjuk itwe L o ; :

. Pasal54.

" Seorang otaris ‘pengganti harus memenuhi syarat-syarat yang diten-

ukan dalam pasal 4 kecuali huruf d, perkataan "dua tahun” harus dibacz

- Ketentuan-ketentuan yéng! q:iigitag_ka_ri_bé gi".ﬁéiafig.'Ldéi#fﬁifnndang-ﬁ ndan

P v

i berlaky juiga bagi riotatis pengganti, kecualf apabila, undang-undan

R v
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BAB VI

PENGAWASAN ATAS NOTARIS DALAM
MENJAL ANKAN TUGASNYA

Pasal 55

Pada setiap pcngadilan tinggi dibentuk dewan.

Dewan terditi dari seorang ketua dua orang anggota dan dua orang
anggota pengganti.

Ketua dijabat oleh ketua pengadilan tinggi. -

Para anggota terdiri dari scorang ketua pcngadxlzn negeri dan seorang
notaris.

Para anggota pengganti terdiri dari seorang hakim dan scorang notaris.

Para anggota dan anggota pengganu dewan diangkat dan dlberhennkan
oleh Menteri.

Pengangkatan para anggota dan anggota pcn ganti dewan berlaku untuk
waktu tiga tahun- lamanya dan dapat diangkat kembali. -

Anggota dan anggota pengganti dari kalangan notaris dlangkat atas usul

~ Ikatan Notaris Indonesia.

Apabila ketua pengadilan tinggi berhalangan, ketua pencradilan ncgcr:i

_bertindak selaku ketua.

Apabila seorang anggota bcrhalancr'm. anggota pengganti bcrtmdak
sebagai anggota.

Setiap rapat dewan harus dihadiri oleh semua anggota dan diadakan di

tempat kedudukan pengadilan tinggi.

Pada dewan dlpcrbantukan seorang sekretaris yang dl_]abat oleh seorang
pejabat yang ditunjuk oleh ketua dewan.

Daerah hukum dewan adalah daerah hukum pengadilan tingg.

Segala sesuafu yang mengenai dewan diatur lebih lanjut oleh Menteri.
‘. Pasal 56

Pada sctlap pcngadﬂan ncgcn oleh ketua pcngadllan negeri dapat d1tun-
juk hakim khusus yang dltugaskan mcmenksa di kantor notaris akta-akta

. 93




c'_itar_is;,tér'sébut, dicocokkan dengan

-kl langgar. atal’-tidaknya oleh notaris peraturan
. perundang-undangan tentang jabatan fotaris. .

(2) Apabila terjadi pclanggaran, hakim khusus membuat berita acara dan
. membuat catatan di atas minuta yang bersangkutan. :

(3) Pemeriksaan dilakukan pada setiap wakiu yang -dianggap perlu, tetap
:sekurang-kurargnya satu kali dalam satu tahun.
Mengenai pemeriksaan dicatat di atas repertorium dan daftar yang
. dimaksud dalam pasal 41, dengan menyebutkan jumlah akta yang dibuat
sejak tanggal pemeriksaan térakhir,

(4) Hakim kbusus melaporkan hasil pemeriksaan tersebut dengan menyam-
paikan berita acara yang dimaksud dalam ayat (2) kepada Mented,
dewan, ketua pengadilan negeri tempat ja bekerja dan memberikan
£=helai berita acara kepada notaris yang bersangkutan.

(5) Hakim yang dimaksud dalam ayat (1) wajib merahasiakan isi akta yang
diperiksa. ,

(6). Apabila notaris menolak menunjukkan akta-akta, repertorium dan klap-
per sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dapat dikenakan denda
pidana setinggi-tingginya Rp. 1.000.000;- (satu juta rupiah) atau dapat
 diberhentikan semeritara dari jabatannya selama tiga sampai enam bulan.

Pasal 57

(1) Apabila notaris -_melakukar_:- perbuatan yang merendahkan kewibawaan
pribadi atau mengabaikan keluhuran dari martabat atau tugas jabatannya
atau melakukan ' pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan

*yang berlaku atau melakukan kesalahun-kesalahan lain, baik di dalam

maup_uh di luar - menjalankan _-.,jabatannyq sebagai notaris, hal itu
dilaporkan oleh ketua pengadilan negeri setem pat kepada dewan.

(2) Apabila dewan- mcngetahmhal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

-

penclitiai” dan mende
memanggil dan menidéngarno

2
ik

(ariS yang bersangkutan.

- bukan- atas laporan".'zﬁéﬁ*gﬁ‘dllan geri “setempat,. dewan. mengadakan -
ctua . pengadilan. negeri “tersebat serta -




-t

(3) ‘Dalam keadaan scbagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2); :
‘tanpa mengurangi sanksi-sanksi kctentuan pidana, dewan dapat me-

@)

@

©))

4)

&)

-

ngambil tindakan :
a. melakukan penegoran ;

M
) .

b. melakukan pemberhentian sementara selama tiga sampai enam

bulan dan mengangkat pengganti ;

¢. mengusulkan kepada ketua pengadilan tinggi untuk memecat setclah ,

dewan mengadakan penclitian dan memanggil serta mendengar
notaris yang bersangkutan.

Pasal 58

Keputusan dewan untuk melakukan penegoran. atau pemberhentian
sementara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 57 ayat (3) huruf a
dan b disampaikan dengan surat- tercatat kepada notaris yang ber-

. s'mofkul'm

Dalam waktu empatbelas hari terhitung sejak tanggal diferimanya surat

pemberitahuan itu notaris d"lp"lt minta banding kepada pengadilan tinggi

yang bersangkutan.

Panitera pengadilan tinggi segera memberitahukan kepada dewan adanya
permintaan banding itu.

Terhadap keputusan pengadilan tinggi yang bersangkutan dapat dimint’ii -

kasasi pada-Mahkamah Agung dalam waktu salu bulan sejak tanggal
keputusan jtu.

Panitera Mahkamah Agung segera memberitahukan kepada pcngadilﬂn o

tinggi dan dewan adanya permintaan kasasi itu demikian juga keputusan
atas permmtaan kasasi yang bersangkutan.

Pasal 59

Pemecatan notaris berdasarkan pengusulan scbagalmana yang dlm_alksud .

- . dalam pasal 57 ayat (3) huruf ¢ dilakukan oleh pengadﬂan tinggi.

E Keputusan pemecatan itu’ tidak bcr]aku sclama bclum memperolchf
. -'i'kckuatan untuk ch]alankan o T




2y

3)

4

1)

2)

3)

4)

: mcmbentahukan kcpada dcwan dan
notaris yan ngkutan lccputusan tersebut.. -

_Tcrhadappgnnmtéén kasasi pada Mahkamah Agung atas keputusan ter-
) sebut bcriaku kctcntuan ketcntuan dalam pasal 58 ayat (4) dan (5)

Pasal 60

Notaris yang terhadapnya dikeluarkan perintah penahanan sementara,
dengan sendmnya menurut hukum telah berhenti sementara dari jabatan-
nya sampai ia dlbcbaskan kembali. :

Notaris yang terhadapnya diadakan pemcnksaan dlmuka pengadﬂan
tanpa perintah penangkapan atas pqnahdn,an, yang perintah pelepasannya
dikeluarkan setelah perkaranya mulai diperiksa dimuka pengadilan
negeri yang dalam dacrah hukumnya notaris berkedudukan, dapat diber-

. hentikan sementara dari jabatannya oleh pengadilan tinggi, sampai

pcrkaranya memperoleh keputusan yang mempunyai kckuatan hukum
yang tetap.

Notaris yang dinyatakan berada dalam keadaan pailit atai memperoleh
penangguhan pembayaran, atas usul dari badan yang mengeluarkan per-

nyataan pailit atau memberikan -penangguhan pembayaran itu dapat |

diberhentikan sementara dari Jabatannya oleh Presiden untuk selama
jangka waktu kepalhtan atau perolehan penangguhan pembayaran.

Notaris yang terhadapnya suatu keputusan berisi hukuman kurungan atau
hukuman penjara telah mcmpcroleh kekuatan hukum yang tetap, selama

waktu'ia menjalani hukuman itu dengan sendirinya mcnurut hukum telah - -
: dlbel:hcnukan sementara dari jabatannya.

3),

N an's;yang dl_]atuhl hukuman kurungan atau hukuman penjara, . atas

udukan ‘dan’ setclah mcndcngar : pcndapat Mqhkamah

rhcntlkan uda dcngan hormat Elarl ]abataﬂr‘i&a
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BAB Vil
KETENTUAN LAIN

Pasal 61

(D Penetapan besarnya uang jasa dan uang muka yang harus dibayar kepada
notaris diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

(2) Para notaris tidak diperbolehkan menerima pembayaran atau. vang jasa
lain dengan nama apapun juga selain yang ditetapkan dengan peraturan
perundang-undangan tentang uang jasa yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 62

Hak untuk menuntut hukuman pidana terhadap pelanggaran dari un-
dang-undang ini gugur dalam wakitu tiga tahun.
I

BADB IX
KETENTUAN PERALIIIAN

Pasal 63

(1) Mereka yang scbelum berlakunya undang-undang ini menjalankan
jabatan sebagai wakil notaris atau wakil notaris sementara, sejauh
mereka tidak diberhentikan oleh Presiden tetap menjalankan jabatannya
sampai Presiden mengangkat notaris yang memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam undang-undang ini untuk menggantikan wakil notaris

atau wakil notaris sementara yang bersangkutan,

(2) Bagi wakil notaris dan wakil notaris sementara yang dimaksud dalam

ayat (1) berlaku juga ketentvan undang-undang ini, kecuali undang-un-
dang secara tegas menentukan lain. :

Pasal 64
Dengan_bc;lakunya undang-undang ini, maka peraturan perundang-un-

dangan lain yang mengatur tentang jabatan. notaris sejauh telah diatur dalam
undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.
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BAB X
PERATURAN PENUTUP
Pasal 65

(1) Semua hai dalam undang-undang ini yang memerlukan peraturan pelak-
sanaan diatur lebih lanjut berdasarkan undang-undang tersendiri.

(2) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta : "~ Disahkan di Jakarta
pada tanggal pada tanggal
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA . PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK INDONESIA
ttd. | ttd.
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN. ......
NOMOR .....
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LAMPIRAN 11

1.1

1.2.

3.1

KODE ETIK NOTARIS INDONESIA
KEPRIBAPIAN NOTARIS

Pasal 1.

Notaris sebagai Pejabal Umum dalam melaksanakan wgasnyz dijiwai
Pancasila, sadar dan taat kepada hukum Peraturan Jabatan Notaris,
sumpah jabatan, kode etik Notaris dan berbahasa Indonesia yang baik.
Notaris dalam melakukan profesinya harus memiliki perilaku pro-
fesional dan ikut seria dalam pembangunan Nasional khususnya di
bidang hukum.

. Notaris berkepribadian baik dan menjunjung inggi martabat dan

kehormatan Notaris, baik di dalam maupun di luar tugas jabatannva.
NOTARIS DALAM MENJALANKAN TUGAS °

Pasal 2.

. Notaris dalam melakukan wgas jabatannva menyadari kewajibannya,

bekerja mandiri, jujur, tidak berpihak dan dengan penuh rasa langgung
jawab.

. Nowans dalam menjalankan tugas jabatannya menggunakan sawu kan-

tornya yang telah ditetapkannya sesuai dengan Undang-Undang dan.
tidak mengadakan Kantor Cabang Kaniwor Perwakilan dan tidak
menggunakan perantara-perantara.

. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak mempergunakan

mass media yang bersifat promosi.
NOTARIS DENGAN KLIEN
Pasal 3.

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya member pelayanan
kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.

. Notaris dalam melakukan tugas jabatannya memberikan penyuluhan

hukum untuk men-apat kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat
agar masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya
sebagai Warga Negara dan anggota masyarakat.

41




S.Jl

3.3. Notaris memberikan jasanya kepada anggota masyarakat yang kurang
mampu, dengan cuma-cuma,

NOTARIS DENGAN SESAM 4 REKAN NOTARIS

Pasal 4.

4.1, Notaris dengan sesama rekan No
dalam suasana kekeluargaan,

. Notaris dalam melakukan tugas Jabatannya tidak melakukan perbuaran
Alaupun persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral
maupun materiel dan menjauhkan diri dari usaha-usaha uniuk mencari
keuntungan dirinya semata-mata.

4.3 Notaris harus saling menjaga dan membela kehormatar dan nama baik

korps Notarts atas dasar rasa solidaritas dan stkap tolong-menolong
secara konstruktip. '

taris hendaklah hormat menghormati

.J.L
[y

PENGAWASAN
Pasal 5.

5.1. Pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik Notaris i dilakukan oleh
Majelis Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan/atay Majelis

Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia Pusar. .

Tata cara mengenai Pelaksanaan Kode Etik, ketentuan-ketentuan

mengenai sanksi-sanksi Kode Etik dan ketentuan-ketenwan mengenai

eksekusi dari sanksi-sanksi Kode Etik diatur dalam satu peraturan

tersendiri, yang merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris ini.
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PENJELASAN
ATAS
KODE ETIK NOTARI$ INDONESIA

Notaris dalam melakukan tugasnya melaksanakan jabatannya dengan
penuh  anggung jawab dengan menghayati keseluruhan martabat
jabatannya can dengan ketrampilannya melayani kepentingan masya-
rakat yang meminta jasanya dengan selaly mengindahkan ketentuan
Undang-Undang, etika, ketertiban umum dan berbahasa Indonesia
yang baik. : '

Fasal demu pasal.

1.1.

Pasal 1.

Antara lain termasuk menertibkan diri sesuai dengan fungsi, kéwena-

ngan seria kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perapuran Jabatan
Notaris. |

. Seorang notaris harus mermiliki perilaku profesional. (profesional

behaviour). Unsur-unsur perilaku profesional adalah:

Pertama, perilaku profesional harus menunjuk pada keahlian yang
didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.

Kedua, dalam melakukan -tugas profesionalnya. harus ‘mempunyai
integritas moral, dalam .arti segala -pertimbangan moral harus
melandasi pelaksanaan tugas-tugas profesionalnya, Sesuatu yang
bertentangan dengan yang baik harus dihindarkan walaupun dengan
melakukannya, ia akan memperoleh imbalan Jasa yang tinggi. Perum-
bangan moral dalam melaksanakan tugas profesi tersebut; harus dise-
laraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, nilai-nilai .sopan-santun
dan agama yang berlaku, Tidak. penting bahwa ‘seseorang -hanya
memiliki kemampuan - profesional yang linggi; tetapi- ia bary
mempunyai arti, apabila disamping mempunyai kemampuan :pro-
fesional, adalah seorang yang bermoral.
Ketiga, harus jujur, tidak saja pada pihak kedua atan. pihak ketiga,

- tetapi juga pada-dirinya sendiri.

Keempat, sekalipun sebenamya keahlian seorang tenaga profesional
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1.3.

2.1.
2.2.

2.3.

2.

3.

Notaris dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendapatkan uang.
namun dalam melaksanakan tugas profesionalnya ia tidak boleh
semata-mata didorong oleh pertimbangan nang. Andaikata' seseorang
mengharapkan bantuannya dan orarg ity tidak dapat membayar
karena tidak mampu, demi profesionalnya 11 harus memberikan
jasanya semaksimal mungkin dengan cuma-cuma. Ia tidak boleh
bersikap diskriminatif, membedakan antara orang yang’ mampu das
orang tidak mampu. '

Kelima, ia harus memegang teguh etik profesi.

Memegang teguh etik profesi sangat erat hubungannya dengan
pelaksanaan tugas profesi dengan baik, karena dalam kode etik profesi
itulah ditentukan segala perilaku dimiliki oleh' seorang Notaris.
Notaris yang melakukan profesinya di bidang hukum dengan sebaik-
baiknya harusiah juga berbahasa Indonesia yarg sempuma, sesuai
dengan perkembangan bahasa Indonesia dalam pembangunan
Nasional, o

Notaris didalam dan diluar jabatannya berata kehidupan yang baik
dan menyesuaikan diri dengan norma-norma kebiasaan yang baik di
tempat dimana ia bertugas;

Pasal 2.
Cukup jelas.
Notaris juga harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang
berlaku.
Cukup jelas.

- Pasal 3.

Notaris dalam melakukan tugas jabatannya tidak menerima strooman.
Notaris - sebagai Warga Negara Indonesia dan ahli hukum wajib ikut
serta meningkatkan penyuluhan hukum yang berguna bagi masyarakat
sesuai dengan pembangunan Nasional khususnya di bidang hukum
Cukup jelas. ' . :
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Notaris tidak menarik karyawan Notaris lainnya secara tidak wajar,
Notaris dalam menjatankan pekerjaannya tidak dibenarkan. .memper-
gunakan calo (perantara) yang mendapatkan upah daripadanya,
Notaris dilarang mengadakan persaingan tidak sehat dengan jalan
merendahkan - tariffongkos jasa dan seteiah diadakan konsensus dj
Cabang dan di Daerah Tingkat [ mengenai tariffongkos jasa akta,
maka setisp Notaris wajib mentaatinya.

3. Notaris dilarang mencampurkan usaha lain dengan mempergunakan

jabatan Notaris.

(g

yang menyewakan dan penagih sewa rumah orang lain atas
nama Notaris, -

Rasa solidaritas Nétaris dan sikap tolong-menolong.

Contoh : Memberikan informasi/masukan dari kiien-klien yang nakal

setempat.
SIDANG PLENO KONGRES INI XE XIII
DI BANDUNG
Sekretaris, ' Ketna,
Hasan Zaini, SH. Wawan Seﬁaw’én, SH.

Anggota-anggota
1. Justine Aritonang, SH.
2. M.U. Sembiring SH.
3. Titi Ananingsih, SH.
4. Adlan Yulizar, SH.
5. Koswara,
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KEPUTUSAN
KONGRES INI KE XIV DENPASAR BALI
TENTANG TAMBAHAN KODE ETIK

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Kode Etik Notaris yang telah di-
putuskan terdahulu yaitu keputusan kongres INI ke IX di Surabaya tahun
1974 dan Kongres INI di Bandung ke XIII tahun 1987.

MENETAPKAN Larangan-larangan dan ketentuan-ketentan 2en-
tang perilaku Notaris dalam menjalankan
jabatannya sebagai berikut :

LARANGAN-LARANGAN
Pasal 1.

Anggota Ikatan Notans Indonesia, untk selanjutnya disingkat LN.I., vaiw
anggota yang masih akif menjalankan jabatannya sebagai Nowaris, untuk
selanjutnya disebut “anggota”, dilarang :

Melakukan tindakan-tindakan yang pada hakekatnya mengikiankan dir

aritara lain tetapi tidak terbatas pada tindakan berupa memasang iklan untuk

keperluan pemasaran atau propaganda, antara lain :

a. Memasang iklan-iklan dalam surat kabar, majalah berkala atau
terbitan perdana suatu kantor, perusahaan, biro jasa, biro iklan. baik
berupa pemuatan nama, alamat, nomor lelepon. maupun berupa
ucapan-ucapan’ selamat; dukungan, sumbangan uang atau apapun. -
pensponsoran kegiatan: apapun baik sosial, kemanusiaan, olahraga,
dan datam bentuk apapun, pemuatan dalam buku-buku vang disediakan
untuk pemasangan iklan dan atau promosi pemasaran:

b. Mengirim karangan bunga atas kejadian apapun kepada siapapun yang
dengan itu nama anggota terpampang kepada umum, baik umum
terbatas maupun umum tak terbatas; .

¢. Mengirim orang-orang selaku “salesman” ke berbagal tempat/lokasi
untuk mengumpulkan klien atau akte.

Memasang papan nama yang besamya/ukurannya melewati batas

kewajaran, atau memasang papan nama di beberapa tempat diluar lingku-

ngan kantor anggota yang bersangkutan. Mengajukan permohonan baik lisan
maupun tertulis kepada instansi-instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-
lembaga untuk ditetapkan menjadi notaris dari instansi, perusahaan, atau
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lembaga tersebut, baik tanpa apalagi disertai penurunan tarif yang
jumiahnyw’bcsamya lebih rendah dari tarif yang dibayar oleh instans;
tersebut  kepada Notarisnya. Menerima /memenuhi  permintaan dag
séseorang untuk membuar akie Yang rancangannya telah disiapkan oleh

Nowris . in; Dajam Sy demikian anggota yang bersangkutan wajib

- menolak  ermintaan iy atau, anggota boleh memenuhi permintaan i

setelah mendapar izin dan Notaris pembuat rancangan,

Dengan jatan apapun berusaha awy berupayva agar scseorang berpindah dar:

Notaris  lain kepadanva. baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien
vang bersangkutan, maupun melalyj perantaraan orang lain. Menempatkan
pegawaratay begawal-pegawai/asisten di sary atay beberapa tempat di lyar
kantor anggota »ang bersangkutan, baik dikantor cabang yang sengaja dan
xhusus di buka yniuk keperluan i, maupun di dalam kantor 'mstans_:' atau

iembaga/klicn an £301 yarg bersangkutan, dimana pegawai/asisien tersebyr

bertugas uniuk menerima kiien-klien' yang akan membuat akte, baik klien

kan.omya atay dirumahnva,

-

Mengirim calon minit kepadaklien ataukiien-klien untuk ditandatangan;
oleh klien-klien.

8. Menjelek-jelekkan rekan Notarisataumen jelekkan atau memipersalahkan
akta yang dibuat oleh rekan Notaris ;

4. ~pabila seorang anggota menghadapi suatu akta buatan
rekannya yang temyata terdapat kesalahan-kesalahan yang
serius atau yang membahayakan klien, maka ia wajib mem
beritahukan’ rekan yang membua kesalahan akan kesalahin
Itu yang dibuatnya, tidak dengan nada/suara untuk menggurui
rekan iw, melainkan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-ha
yang diinginkan menimpa rekan tersebur. e

b. Apabila dijumpai keadaan tersebut dalam ayat 8 a diatas ini,
maka setelah berhubungan dengan Notaris yang bersangkutar;
kepada klien yang bersangiutan dapat dan"héndakinya dijelas
kan apa yang merupakan kesalahan dan bagaimana mem
perbaikinya, :

47




10.

il

Menahan beriyg Scseorang dengan maksud unmk “memaksa” nrang
it agar membuyag akta pada Notaris yang menahan berkas tersebut.
Membiarkan orang lain membuat atay menyuruh orang lain membuya;

akta dan mehandatangani akia it sebagaj aktanya sendiri, tanpa

Membujuk-bujuk atau. demgan cara lain apapun memaksa kien

membuat gkia padanya atay membujuk-bujuk seseorang agar pindah -

dari Notaris lain,

Dilarang  membenu kelompok di dalam wbuh 1N (adi tidak

merapakan salah sap; seksi dari organisas; LN.I) dengan wjuan unuk
melayani kepentinggan suaw instans; alau lembaga secara khusus/
exclusif apalag; menatup kemungkinan bagi anggota lain untuk ber-
partisipasi, -

TIDAK TERMASUK LARANGAN

Pasal 2

Tidak termasyk larangén ialah :

a. Pengiriman kartu pribadi dari anggola berisi ucapan selamat pada
kesempalan-kcscmpaian ulang tahun, kelahiran anak. keagamaan,

adat atay ucapan ikut berduka cita dan lain sebagainya yang

bersifar pribad;i.

b. Pemuatan hama anggota oleh Perum Telkom.atau badan vang ditu
gasinya, dalam lembaran kuning dari buku telepon yang disusun
menugut kclompok-kelompok Jenis usaha, tanpa pemuatan nama

anggota dalam box-box jklan lembaran kuning buky telepon
i, '

¢ Pemuatan nama anggota datam buky pewnjuk Facsimile dan aau

Telex.
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KEWAJTIBAN AN GGOTA

Pasal 1

Anggola wajib - '
4. Memben penvuluhan hukum kepada klien.
klien nu dapat menangkap/memaham; peny

uleban tersebut. walaupun
dengan diderikannya penyuluhan iy oran

& 1 urung membuar akge

yang bersangkutan
Memben t=varat kepada rekan yang

dimaksud dalam Pasal 1 avar & a,
- Menjaga agar khennya tidak makin e
bagaimana dimaksyg Pasai ] ayar § 4
d. Menyelesaikan akie P.T., C.v.
‘ahap pendafiaran pada Pengadilan Negeri dan Pengﬁmuman'da—lam
Berita Negara, apabila klieq yang bersangkutan dengan tegas-tegas
menyatikan akan menyerahkan pengurusannya kepa
bersangkutan dan kiien tejap memenubhi syarat-sy

rjerumus dalam kesaiahan <o

da anggoia vang
aral yang diperlukan.

PELANGGARAN-PELANGGARAN LAIN
Pasal 4

Pelanggaran-pelmggaran yang dapat dilakukan olefy anggota, selain yang
disebut dalam pasal 1, dan yang pada umumnya dapat dikenakan Sanksi,
1alah Pelanggaran Yang ecara umum diseby pelanggaran terhadap Kode
Etik Notaris, yang antara lain meliputi pelanggaran-pelanggaran terhadap :
a. Kctemuan—ketcntuan dalam Peratyran Jabatan Notaris,

b. Apa yang oleh setiap anggota diucapkan pada wakiu mengangkat
sumpah jabatan. :
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PEMBERHENTIANsSEMENTARA ANGGOTA INL.
| Pasal 5 -

Tanpa mengurangi ketentuan mengenat tata cara maupun pengenaan
tungkatan-tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan legoran,  maka
pelanggamn-pelang.garan vang oleh Pengurus Pusat secara mutak harus
dikenakan sanksi pemberhentian Sementara sebagai anggota LN.I., diseriaj
“usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecal anggota yang ber-
sangkutan  sebagai anggota IN.L, ialah ﬁelanggaran-pclanggaran yang
disebut datam : :
a.  pasal | ayat 6, ayar 7, ayat 10 dan ayar 12;

b.  peratwran Jabatan Notaris yang berakibat bahwa anggota yang ber-

KEWAJIBAN PENGURUS PUSAT
Pasal 6
Pengenaan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI ter

hadap pelanggaran termasuk dalam pasal 5 di atas ini, oleh Pengurus Pusat

wajib diberitahukan kepada Menteri Kehakiman dengan tembusan kepada
Mahkamah Agung.

KETENTUAN PENUTUP
Pasnl 7

1. Semua anggota INI diwajibkan, menyesuaikan prakteknya maupun
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perilaku dalam menjalankan jabatannya dengan apa yang ditentukan
dalam keputusan ini. N
Hanya pengurus Pusat atau unit organisasi INI aua anggota yang
ditunjuk olehnya dengan cara yang dipandang baik olehnya pulz,
berhak untuk memberi pencrangan seperlunya kepada masyarakat
tentang  seluk beluk dan hal ikhwal Kode Etik Notaris dan atag
Majelis Kehormatan INJ dengan maksud dan tujuan agar dengan
pencrangan itv masyarakat terlindung dari hal-haj yang tidak diing-
inkan yang disebabkan oleh pelanggaran-pelanggaran aws Kode Etik
Notaris. :

Keputusan ini disebut Keputusan Kongres INI ke XIV tentang Kode

 Etik Notaris

Keputusan ini mulai berlaku pada han pznutupan Kongres INI ke XIV.

o
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LAMPIRAN: 1. -
Y o KEPUTUSAN BERSAMA
* KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLI'K’INDONES[A_V N
NOMOR : KMA/006/SKB/VI/1987
NOMOR : M.04-PR.08.05 TAHUN 1987
| TENTANG '

‘TATA CARA PENGAWASAN, PENINDAKAN DAN PEMBELAAN DIRI
NOTARIS KETUA MAHKAMAH AGUNG DAN

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA-

. Menimbang : a. Bahwa pengawasan terhadap notaris dilakukan oleh Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman sesuaj dengan
Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung dan Undang-undang nomor : 2 Tahun 1986 tentang

. Peradilan Umum. ' ‘

b. Bahwa dewasa ini untuk pengawasan notaris telah diatur,

- dalam Peraturan Jabataa Notaris (Stbl; 1860 Nomor : 3), tetapi |
belum mengatur mengenat tata cara pengawasan. -

c. Bahwa sebagai pelaksanaan Pasal ‘54 ayat (4) Undang- un- -
dang Nomor : 2 Tahun 1986, dipandang perlu mengeluarkan
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan ‘Menteri
Kehakiman Republik Indonesia - tentang Tata Cara Peng- -
awasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris.

Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (Stbl. 1860 No.3).
Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor : 73, Tambahan
Lembaran Negara Nomor: 3316). : '
Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1936. tentang Peradilan
Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor : 20, Tam-
Lazhan Lembaran Negara Nomor:3327).

" Mengingat

ixd
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2. Notaris adalah pejabat umum sebagaimana ‘yang, -

TP

MEMUTUSKAN °

Menctapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA MAHKAMAY

AGUNG DAN MENTER] KEHA:

MAN REPUBLIK IN. .

DONESIA TENTANG TATA CARA PENGAWASAN,
- PENINDAKAN DAN PEMBELAAN DIRT NOTARIS,

. BAB I

KETENTUAN'UMU_M -

Pasé{ : 1._' _

melanggar norma kode etik profesinya,

Peraturan Jabatan Notaris d Indonesia (Stbl. 1860 No
*3. Organisasi profesi - adalah organisasi kémasyarakatan

menurut .U-ndang—undang-.Ngmor :8 Tahun 1985, -
Penindakan adaiah penerapan sanksi administratif
Pembelaan “diri adalah ‘hak dan ‘kesempatan. yang dib

dimaksud olch Pasal 1

mor : 3). :
Para notaris Indonegia

erikan kepada notaris

un_tuk--mcnggmukakan pendapat ‘serta sanggahan terhadap hal- hal yang mem-

ninyuta, register-register, repertoria, klaper

11
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. BAB II
. RUANG LINGKUP. PENGAWASAN
| Pasal : 2. o

Pelaksanaan pengawasan sehari-hari atas para notaris dan akta - aktanya
dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat dan selanjutnya secara
hirarkis dilakukan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung
dan Menteri Kehakiman, : _ '

Pengawasan tersebut ayat (1) dilakukan sejajar dengan pengawasan menurut
jalur justisial yang telah diatur dalam Peraturan Jabatan Notaris dan

peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang mengenai penyelenggaraan
© tugas-tugas notaris. : '

Pengawasan’ tersebut ayat (1) bersifat membimbing dan membina yang di

antaranya diwujudkan dengan diadakannya pertemuan-pertemuan berkala

~oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan para notaris atau organisasi profesi
notaris di daerahnya. '
Para Ketva Pengadilan dari lain lingkungan’ peradilan membantu dalam pelak-
sanaan pengawasan tersebut ayat (1).dengan menyampaikan. hal-hal yang

- perlu kepada Ketua Pengadilan Negeriyang daerah hukumnya meliputi témpat -

kedudukan notaris yang bersangkutan, untuk ditangani. -

BAB III
TIM PENGAWAS NOTARIS

Pasal : 3.

Pada tizp - tiap Pengadilan Negeri oleh Ketua Pengadilan dibentuk suatu Tim
Pengawas Notaris menurut kebutuhan yang masing-masing terditi dari seorang
hakim sebagai Ketua Tim Pengawas Notaris_, seorang hakim sebagai anggota
dan seorang Panitera Fengganti sebagai anggota merangkap Sekretaris Tim
Pengawas Notaris. . : ' |

Tim Pengawas Notaris tersebut ayat (1) atas. perintah Ketua Pengadilan Negeri
Lertugas melakukan pemeriksazn dan pengawasan berkaia menurut jadwal yang
telah ditentukan atas akta-akta- serta protokol notaris di tiap-tiap kantor
notaris di daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan Pasal S3 Peraturan Jabatan
Notaris. '
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3. Hasil ;ﬁcmeri_ksaan dan pengawasan yang .dilakukan oleh tiap Tim Pcngéwas
Notaris dimuat dalam Berita Acura pemeriksaan yang setelah ditanda-tangani
oleh Ketua dan para Anggota Tim Pengawas serta notaris yang bersangkutan

dan ditanda-tangani oleh “Ketua Pengadilan Negeri dilaporkan kepada
Menteri Kehakiman menurut Pasal 53 Peraturan Jabatan Notaris serta tin- -
' dasarnya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tingggi dan Ketua Mah-

kamah Agung.

. BAB IV -
ALASAN DAN BENTUK PENINDAKAN
.. Pasal : 4,

Seorang notaris dapat dikenak#h penindakan dengan alasan :

2. Mengabaikan keluhuran martabat atau tugds jabatannya.

b. Melakukan pelanggaran terbadap peraturan yang berlaku.

¢. Melakukan perbuatan tercela atau yang bertentangan dengan kesusilaan, baik

di dalam maupun di luar menjalankan jabatannya sebagai notaris.

Pasal ':‘ '5..

Bentuk penindakan yang dapat dikenakan tcrhadap seorang notaris berupa :
a. Tegoran dengan lisan atau tertulis. :

- b. Peringatan keras dengan surat.

c. Pemberhentian sementara dari jabatannya selama 3 sampai 6 bulan.
d. Pémberhentian dari jabatan sebagai notaris.

BAB V .
TATA CARA PENINDAKAN DAN FEMBELAAN DIRI

Pasal : 6.

Dalam hal Ketud Pengadilan Negeri mengetahui, baik atas pemberitahuan/
iaporan/pengaduan maupun atas pengamatan sendiri, bahwa seorang notaris yang _
bertempat kedudukan/ tinggal di dalam daerah hukumnya melakukan hal-hal yazc
dapat dikenakan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka ia melakukzn

langkah-langkah untuk meneliti dan menilai kebenarannya.
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~ dapat serta pembelaan dirinya,

Dalam memberikag pendapat dan pembelaag diri tersebut ayat (1) notaris fang '
bersangkutan dapat melampirkan surat bukti ‘dan keterangan pihak-pihak

_ lertentu yang dianggapnya dapat menguatkan pembelaan dirinya.

Pasal : §

Imenentukan pertimbangan tentang perlu tidaknya terhadap notaris yang ber-
sangkutan dikenakan suaty penindakan. . -

. Pasal : 9, ,
Apabila Ketua Pengadilan Negerj berpendapat, bahwa terhadap notaris yang

bersangkutan tidak perlu dikenakan Suatu penindakan, setelah mengadakan

 Pasal ; 19,

Dalam hal Ketug pe ngadilan Neger; berpendeapat, bakws terhadap notaris yang
borsangiuian terdapat cukup alasan unruk dikenakan penindakan sebagaimana

dimaksud Pasal 5 huryf a atau huruf b, maka penindakannya dilakukan oleh

Ketuz Penyadilan Negeri yang bersanglutan

'Penindakan tersebut ayat (1) dilaporkan képada Ketua Pengadi‘lan Tinggi,

Ketua Malkamah Agung dan Meateri Kehakiman,

- Terhadap penindalian tersebut ayat {1} tidal: ¢apat diajukan banding ad-

ministratif,

Pcnindakan.scbagaiména dimaksud Pasal § hyryf b dikenakan penindakan
sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf a. : '
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- Pasal :11.

*‘Apabila seorang ndtarié telah pernah dikenakan penindakan sebagaimana dimak-

sud Pasal 10, dan tetap melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf ¢
atau huruf d. . ' : '

| o “Pasal : 12, | |
1. Dalam hal Ketua Pengadﬂan Negeri, berdasarkan pertimbangan sendiri dan
atau pendapat serta pembelaan diri dari notaris yang bersangkutan, berpen-

dapat bahwa perlu memberikan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 5
huruf ¢, maka penindakan tersebut dituangkan dalam suatu keputdsan.

. 2. Salinan keputusan tersebut ayat (1) disampaikan dengan surat tercatat kepada

notaiis yang bersangkutan, Ketua Pengadilaa Tinggi; Ketna Mahkamah Agung
dan- Meuteri Kehakiman, - ' : ' :

3. Bersamaan dengan dikeluarka.n’nya keputusan tersebut ayat (1) Ketua Péng- _

adilanNegeri-dengan keputusan tersendiri menetapkan dan menunjuk notaris
penggantinya serta mengatur pelaksanaan serah terima protokol notaris yang

_ harus dilanjutkan oleh notaris yang ditunjuk. .

4. Serah terima tersebut ayat (3) dengan berpedoman pada Pasal 53'dan Pasal-
pasal dalam Bab V Peraturan Jabatan Notaris dilaksanakan dalam waktu 7
(tujuh) hari setelah keputusan pemberhentian sementara tersebut mulai ber-

* laku dan bersifat mengikat. - ' I T

- Pasal : 13,

‘1. Terhadap keputusan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 12, notaris

yang bersangkutan ‘dapat mengajukan permohonan banding administratif
kepada Ketua Pengadilan Tinggi melalui Ketua Péngadilan Negeri dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikirimkannya keputusan dimaksud.

. 2. Surat-surat dan keterangan-keterangan yang dapat’ menguatkan pembelaan -

dirinya dapat 'dilampir'kan dalam permohonan banding administratif tersehut '

ayat (1). ‘ . ‘ - o _

Setelah Ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan banding ad-

- ministratif tersebut ayat-(1) seluruh berkas yang berkaitan dengan pénindakan
tersebut oléh Ketua Pengadilan Tinggi dengan tindasannya disampaikan
kepada Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman. " :

4. Apabila telah lewat jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah dikirimkan
keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 12 tidak diterima permolionan ban-
ding administratif dari notaris yang bersangkutan, maka penindakan tersebut
mulaiberlaku dan bersifat mengikat.
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5. Kctua Pengadilan Negeri segera mclaporkan hal terscbut ayat'(4) kcpada Ketua

1)

Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kchakxman dan mem-
beritahukan kepada notaris yang bersangkutan.

Pasal < 14,

Ketua Pcngadllan Tinggi segera setelah menerima pcrmohonan banding ad-
ministratif dan berkas penindakan dari Ketuz Pengadilan Negeri

sebagaimana dimaksud Pasal 13, dapat menguatkan, memperbaiki atau mem- -

batalkan keputusan pcmndakan Kctua Pengadllan Nﬁgerl tersebut dengan
suatu keputusan,

Salinan keputusan tersebut ayat (1) dengan segera dlkmmkan dcngan surat
tercatat kepada notaris yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua
Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman,

- Pengiriman salinan keputusan tersebut ayat (2) disampaikan kepada Ketua

Mahkamah Agung disertai seluruh berkas yang berkaitan dcngan penindaknya.

Pasal : 15.

Ketua Mahkamah Agung setelah menerima salinan keputusan Kctua Peng-
adilan’ Tinggi beserta selurub berkas yang berkaitan dengan penindakannya
sebagaimana dimaksud Pasal 14, karena jabatannya dapat menilai kembali
keputusan Ketua Pengadilan Tinggi tersebut dengan memperbaiki atau mem-

batalkan keputusan dimaksud, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Dalam hal Ketua Mahkamah Agung setelah lewat jangka waksu tersebut ayat
(1) tidak melakukan penilaian, maka keputusan sebagaimana dimaksud Pasal

-14 mulai berlaku dan bersifat mengikat.

Dalam hal Ketua Mahkamah Agung melakukan pcmla:an dengan mengadakan
perbaikan atau pembatalan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana
dimaksud Pasal 14, maka hal tersebut dltuangkan dalam suatu keputusan
Saliian keputusan tersebut ayat (3) pada hari itu juga disampaikan dengan surat
tercatat kepada notaris yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua
Pengadilan Tinggi dan Mentert Kehakiman. '
Seluruh berkas yang berkaitan dengan pcmndakan dﬂcmmkan kcpada Ketua
Pengadilan Negeri yang bersangkutan, bersama dcngan pengiriman salinan
keputusan tersebut ayat (4).

Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut ayat (3) mulai berlaku dan bersifat

. mengikat pada tanggal keputusan tersebut dikeluarkan.
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Pasal . 16.

. Apabila terdapat cukup alasan yang memberatkan, maka di samping me-..
- ngenakan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 12, Ketua Pengadilan

'Neg'cri dapat mengusulkan agar terliadap notaris yang bersangkutan dapat
dikenakan penindakan sebagaimana dimaksud Pacal 5 huruf d kepada Menteri
Kehakiman melalui Ketua Mahkamah Agung, - '

2. Usul Ketua Pengadilan Negeri tersebut ayat (1). dilampiri dengan séluruh

berkas yang berkaitan dengan penindakan dan atau pembelaan diri netaris
yang bersangkutan serta pertimbangan Ketua Pengadilan - Negeri, yang tin-
dasannya dikirimkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan notaris yang ber-

~sangkutan.-

| -
‘Pasal -: 17, ‘

- Dalam hal Ketua Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdaﬁat cukup alasan

yang memberatkan notaris yang bersangkutan; maka disamping memberikan

- keputusan atas permohonan banding administratif yang menguatkan keputusan

Ketua Pengadilan Tinggi dapat mengusulkan agar terhadap notaris yang ber- -
sangkutan dapat dikenakan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huryf d

kepada Menteri Kehakiman melalui Mahkamah Agung,

- Tindasan usul tersebut ayat (1) dikirimkan dengan surat tercatat kepada notaris

yang bersangkutan dan Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal : 18.

'Dalam hal Ketua Mahkamah Agung berpendapat bahwa tcfdapat cukup alasan

yang memberatkan notaris yang bersangkutzan, maka di samping memberikan
penilaian atas keputusan Ketua Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud Pagal
15, Kétua Mahkamah Agung baik atas dasar prakara sendiri maupun atas usul
Ketua Pengadilan Tinggi scbagaimana dimaksud Pasal 17 dapat juga mieng-
usulkan agar terhadap notaris yang bersangkutan dapat dikenakan penin-
dakan sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf d, kepada Menteri Kehakiman.

Pasal : 19.

. Ketua Mahkamah Agung menyampaikan usul-usul penindakan sebagaimana

dimaksud Pasal 16 avat (1), Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 13 kepada Menteri
Kehakiman disertai pendapatnya dengan dilampiri seluruh berkas yang
berkaitan dengan usul penindakan tersebut.

. Tindasan usul tersebut ayat (1) dikirimkan dengan surat tercatat kepada Notaris
yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri.
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. Menteri Kehakiman sebelum mengambil ke i

. Apabila setelah mempertimbangkan pembelaan

Pasal : 20.

dahuly pendapat dari organisas; profesi, =

diri notaris yang bersangkutan,
ndapat dari organisasi profesi.
ak terdapat cukup alasan unty

crtimbangan Ketua Mahkamal, Agung dan pe
Menteri Kehakiman berkesimpulan bahwa tid

mengenakan penindakan sebagaimana dimaksud Pasal § huryf g maka hal ity

disampaikan dengan surat tercatat kepada Ketua P ila
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Pasal : 21,

Pasal : 22,

Keputusan Bersama in; mulal berlaky 'sejak tanggal ditetapkan,
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ditaksud. vany farus dibsvar dengan zeketika dan seicali lumas.
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. U S bt WINGR SUNY SRR RN TR &
PEELRDNG Genan wi e nak dan uasa cemmh olel 4

thak kedua ---

‘“U

kedus tersebut unink mengosonglan sendiri bangunan ramab -
terzebut dengan restko dan perc tighosan pthak kedua, baikpun -

dengan atsu tanpa bantuan dari pihal § ang berwajily. -

-------------------------------------- Fasal 2. oo
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ianghka wakis kontrak sews menvewa ini tidak memerlukan fagl apa
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